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Studi Komparatif Pemikiran Fuqaha Tentang Penambahan
Jumlah Riil Pembayaran Hutang Akibat Inflasi

Qleh: Muh. Baihaqi
NIM: 03913019

ABSTRAKSI

Turunnya nilai mata uang memiliki dampak yang buruk bagi kehidupan
masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun politik. Keadaan ini semakin
memburuk apabila tingkat inflasi sebagai penyebabnya semakin meningkat.
Akibatnya, akan terjadi ketidakadilan dalam pembayaran hutang yang tertunda.
Pihak yang memiliki uang akan kehilangan sebagian harta dengan hilangnya daya
beli uang yang ia miliki. Bahkan kerugian itu semakin bertambah jika peminjam
semakin terlambat membayar hutangnya.

Para ulama bersclisih tentang cara pembayaran hutang jika terjadi
perubahan nilai mata uang. Ada yang mengatakan harus dibayar dengan jumlah
yang sama dan pendapat yang tidak senada dengan ini dianggap masuk ke dalam
riba. Sementara yang lain mengatakan harus dibayar dengan nilainya dan
pendzpat selain ini dianggap melakukan kezaliman dan memakan harta orang lain
dengan cara batil.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih jaub hal-hal yang
menyebabkan perbedaan pandangan dikalangan ulama mengenai cara pembayaran
hutang setelah terjadi intlasi. Selain itu, juga bertujuan menemukan metode yang
tepat untuk digunakan ketika melakukan transaksi hutang-piutang dan ketika
melakukan pembayaran jika terjadi inflasi untuk mewujudkan keadilan dan
menghilangkan kezaliman antara manusia. Peneiitian ini juga bertujuan untuk
menemukan sebuah kebijakan yang dianggap tepat menurut Islam - khususitya
kebijakan moneter - untuk diterapkan, schingga dapat terhindar dari pengaruh
buruk inflasi sekaligus menghilangkan kontroversi di kalangan ulama.

Penelitian ini merupakan jenis [library research yaitu penelitian
kepustakaan dengan mencari sejumlah referensi yang berhubungan dengan topik
penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif
dengan mencari konsep-konsep tentang metode penetapan hukum (uga/ al-figh).
Sedangkan teori yang digunakan adalah konsep maqasid al-syari’ah khususnya
tentang pemeliharaan harta (#if; al-mal) dan terwujudnya keadilan

Dari penelitian ini ditemukan bahwa perbedaan pandangan ulama
disebabkan oleh perubahan sistem moneter dari emas-perak menjadi kertas.
Perubahan sistem ini memicu perbedaan pandangan terhadap *///ar pada emas-dan
perak. Scbagai solusinya, penulis mengajukan beberapa metode yang dapat
digunakan untuk menghindari penurunan nilai uang akibat inflasi, seperti
menyesuaikan nilai uang dengan nilai emas dan perak dan melakukan indeksasi.
Sclanjutnya, untuk mercdakan kontroversi di kalangan ulama, yang perlu
dilakukan adalah mengembalikan sistem moneter dari sistem kertas kepada sistem
standar emas dan perak

v
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Salah satu aspek yang diatur dalam syari'ah yang penjabarannya adalah
figh, adalah aktivitas mu'armalfah.! Pengaturan dalam masalah ini bertujuan untuk
meraih kemaslahatan, mewujudkan keadilan dan mengurangi kezaliman dalam
bidang ekonomi. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan pencapaian tujuan
tersebut merupakan sesuatu yang tak dapat dinafikan.

Sebelum dikenal perekonomian moneter seperti yang berlaku dewasa ini,
dulu dikenal adanya transaksi dengan menggunakan sistem barter. Dalam
perekonomian barter ini transaksinya dilakukan dengan cara menukarkan barang
dengan barang.

Manusia sebagai pelaku ekonomi sudah lama merasakan uang sangat
penting fungsinya dalam memperlancar aktivitas tukar-menukar dalam
perekonomian. Dapat kita bayar;gkan kesulitan-kesulitan yang terjadi kalau tukar
menukar dilakukan dengan cara barter.

Uang memilikt beberapa fungsi vang sangat mendasar. Di antara
fungsinya adalah sebagai berikut:

a) Uang scbagai alat tukar di dalam jual beh (Medium of exchange).

b) Uang sebagai standar nilai dan harga ({mir of wccount).

' Istilah mu'amalah dalam tulisan ini mengacu pada pendapat TM. Hasbi As-Siddigie yang
membagl mzjal al-figh sebagai nivam menjadi sembitan, yang di antaranya adalah muamalat, yaitu
hukum-hukum yang berpautan dengan hubungan manusia dengan sesamanya dalam masalah-
masalah maliyah dan dalam masalah fugeg (hak-hak). Lihat TM. Hasbi As Shiddiqie, Pengantar
Figh Mu'amalar, (Semarang Pustaka Rizqi Putera, 1997), him. 6.



¢) Uang sebagai ukuran bayaran tertunda (Standard of deferred fayment).

d) Uang sebagai penyimpan nilai (Store of value).?

Setiap negara mempunyai uang serta mempunyai nilai tukar yang
berbeda-beda sesuai dengan tingkat perekonomian masing-masing negara
tersebut.

Dalam perkembangannya sebagai alat tukar, uang bahkan berubah fungsi
sebagai barang dagangan. Terdapatnya penyelewengan fungsi ini mengakibatkan
kekacauan dalam sistem moneter terutama yang menyangkut masalah peredaran
vang dalam masyarakat dan timbulnya berbagai spekulasi di lembaga
perbankan/institusi keuangan lainnya pada saat terjadi masa krisis.

Wabah krisis ekonomi terjadi tahun 1997 yang berawal dari Thailand
mendorong dipercayainya IMF sebagai dewa penolong vang dapat menciptakan
stabilitas Finansial. Suntikan dana terus dilakukan ‘untuk menyechatkan negara-
negara di Asia, terutama Thailand, Korea Selatan dan tak ketinggalan Indonesia.

Saat itu, dalam periode hanva sembilan bulan (Januari sampai 7 Oktober
1997) mata vang kita telah terd;apresiasi (melemah) terhadap dolar AS hingga 55
persen. Tingkat depresiast paltng buruk di ASEAN (Ringgit Malaysia
terdepresiasi hingga 31 persen, Bath Thailand 41 persen, Peso Pilipina 34 persen).

Dengan depresiasi yang tinggi itu, dalam waktu kurang setahun harga
seekor ayam kaiau dibeli dalam rupiah bisa meningkat 50 persen lebih. Sementara
pemegang dolar AS menangguk untung dan bisa membeli lebih banyak barang

dengan jumlah dolar yang sama di Indonesia.

2 Mulia Nasution. Ekonomi Moneter Uang Dan Bank, (Jakarta: Djambatan, 1998), him.
3-4.



Fenomena ini sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian di negara-
negara yang dilanda krisis tersebut. Misalnya Indonesia, dengan bertambahnya
hutang untuk mendukung pembayaran, hanyalah perbaikan yang bersifat semu,
karena semakin meningkat jumlah pinjaman untuk pembayaran hutang, justeru
menyebabkan hutang tersebut semakin berlipat-fipat.’

Keadaan ini selanjutnya mengakibatkan rusaknya sistem pembayaran
hutang yang tertunda, yang pada mulanya tanpa disertai bunga, namun akibat
tidak stabilnya nilai uang maka banyak di antara anggota masyarakat menetapkan
tingkat bunga tertentu dengan alasan untuk mengimbangi perubahan nilai uang
mereka.

Salah-satu akad yang pembayarannya dapat ditunda adalah akad pinjam-
meminjam uang, Pinjam-meminjam uang dalam [slam disebut a/-qard vaitu suatu
akad yang memberikan orang lain berupa uang atau barang dan sebagainya dan
peminjam akan mengembalikan/membayarnya sesuat dengan kadar atau jumlah
pinjaman tanpa ada syarat penambahan.! Sedangkan jika disyaratkan dengan
suatu tambahan dalam pembayaran, maka ini dinamakan riba a/-gard dan

termasuk dalam kategori riba al-jahiliyyah yang diharamkan.’®

¥ Hal inilah yang mendorong beberapa negara di kawasan Asia untuk melepaskan dini dan
ketergantungan dengan IMF. Di antaranya adalah negara jiran Malaysia melalui apa yang
diucapkan oleh PM-nya saat itu yang mengatakan: tinggalkan IMF dana mulai mandiri dengan
kebijakan sendiri. Hal ini telah dibuktikan juga oleh Korea Selatan dan Thailand. Indonesia®
Jangankan meninggalkan, kontrak kerja sama dengan IMF yang habis tahun 2001 lzlu malah
diperpanjang lagi. Sekeras apa pun Ketra MPR Amin Rais mengingatkan, pemerintah tak
mengubrisnya. M. Luthfi Hamidi, Jejak-jejak Ekonomi Syari'ah, (Jakarta: Senayan Abadi
Publishing,), Him.365.

*sUmar Abd Al-AxiZ Mutrok, A/-Ribs Wa Al-Mu'aMalaT Al-MasRuliyyah I'f NazRi
Al-Syari'Ah Al-IslsMiyah, hal 179

5 Ibid



Namun hal lain bisa saja terjadi yaitu jika pinjaman tersebut sudah
tertunda begitu lama schingga nilai vang pinjaman itu menurun, sementara tidak
ada persyaratan yang dibuat oleh kedua beiah pihak untuk menambah jumlah
pembayaran ketika aqad dilangsungkan, akan tetapi penambahan tersebut diminta
oleh pemberi pinjaman (kreditur) di saat pengembalian/pembayax;an pinjaman itu.
Misalkan si A memberi pinjaman kepada si B sebesar 500.000, transaksi tersebut
dilakukan pada tahun 1997 di saat nilai mata uang stabil, dan karena peminjam
(debitur) tidak mampu membayarnya segera, akhimya ia membayarnya pada
tahun 1999 di saat daya beli mata uang anjlok.

Jika hal ini terjadi, maka akan mengakibatkan kerugian pada pihak yang
memberi pinjaman. Misalkan uang 500.000 pada tahun 1997 dapat dipergunakan
untuk membeli beras sebanyak 1 ton, sedangkan jika dibelanjakan ketika hutang
itu dibayar hanya dapat dipergunakan membeli 200 ‘kg saja. Akibatnya pihak
pemberi pinjaman meminta kepada peminjam agar membayar pijamanrya sesuai
dengan kualitas uang yang ia pinjam bukan menurut kuantitasnya.

Dalam hal bertambahng;a jumlah riil pembayaran jika terjadi inflasi,
setidaknya ada dua kelompok pendapat mengenat pendapat tersebut. Masing-
masing pendapat memiliki argumen masing-masing baik dengan memakai
pendekatan nash-nash maupun rasional dengan meclihat implikasinva terhadap
ckonomi secara luas.

Pendapat yang pertama mengatakan bahwa bertambahnya jumlah
pembayaran ketika terjadi inflasi adalah termasuk riba nasi'ah. Pendapat ini

memakat nas-nays yang mengharamkan riba nasi'alr sebagai alasannya. Kelompok



ini adalah para jumhur fuqaha' Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'tyah dan Hanabiiah.
Pendapat kedua mengatakan bahwa boleh untuk menambah jumlah nominal
pembayaran jika terjadi inflasi selama tidak melebihi laju inflasi yang terjadi.
Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Yusuf ¢ dengan alasan bahwa uang adalah
alat penyimpan nilai. Dalam pinjam meminjam vang, jika niIaiﬁya tetap dan tidak
terjadi inflasi atau deflasi, maka harus dikembalikan dengan nominal pinjaman.
Namun jika terjadi inflasi, maka harus dibayar dengan nilainya.
Pendapat-pendapat yang telah dipaparkan tersebut masing-masing
memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri jika disesuaikan dengan dinamika
uvang pada masa sekarang. Oleh karena itu dalam penelitian ini dikaji semua
pendapat tersebut berikul kelebihan dan kelemahan dan selanjutnya dipilik

pendapat mana yang paling tepat untuk diterapkan pada masa sckarang.

B. Rumusan masalah
Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, dapat
diangkat beberapa rumusan masalah sebagat berikut:
1.  Apa penyebab timbuilnya perbedaan pendapat fuqaha’ mengenai
hukum penambahan jumlah riil pembayaran setelah terjadinya inflasi

dan bagaimana pandangan mercka ?

[

Ditinjau dari aspek keadilan, metode apa yang paling tepat untuk
dipakai dalam pembayaran hutang setelah terjadinya inflasi 7

Untuk menghindari akibat inflasi terhadap nilai mata uang dan

[¥3]

pengaruhnya bagi pengembalian yang tertunda, model kebijakan apa

b Al Ahmad Salus, Al-Igtisad af-Islami wa Qadaya al-Fighiyyah al-Mu’agirah, Jilid y,
(Beirut: Dar al-Sagafah, 1996), hal. 529



yang paling tepat untuk diterapkan dalam mengatur aktivitas moneter

masa sekarang ?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

Tujuan penelitian ini adaiah:

1.

L)

Untuk mengetahui sebab-sebab timbuinya perbedaan ulama’ dan
pandangan mereka mengenai hukum bertambahnya jumlah nil
pengembalian hutang setelah terjadinya inflasi.

Untuk mengetahui metode yang paling tepat untuk dipakai dalam
pembayaran hutang seteiah terjadinya inflasi sehingga tidak
terjadi saling zalim-menzalimi antara pemberi pinjaman dengan
penerima pinjaman,

Untuk mengetahui mode! kebijakan ekonomi dan keuangan vang
tepat untuk dipakai dalam menghindari akibat inflasi terhadap
nilai maia uvang dan pengaruhnya bagi pengembalian yang

tertunda.

Manfaat penelitian ini adalah;

Penelitian tni diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan vang

tirnbul di tengah masyarakat antara satu dengan yang lain di dalam usaha untuk

memenuhi berbagai kebutuhan mereka sehingga mereka dapat hidup sesuai

dengan tuntunan Agamea dan terhindar dari perilaku saling mengeksploitasi di

antara mereka.

D. Metode Penelitian

I. Jenis penelitian



Jenis penelitian ini a;;!alah library research yaitu kajian literatur melalui
riset kepustakaan. Data tersebut dipilah-pilah antara yang membolehkan dan yang
tidak membolehkan mengenai bertambahnya nominal pinjaman akibat inflasi
berikut alasan-alasan yang digunakan untuk memperkuat pendapat mereka.
Sehingga data yang terpilih adalah data yang terkonstruk.

2. Sumber data.

Penelitian didukung oleh sumber hukum primer dan sumber hukum
sekunder. Sumber hukum primer yang dianggap lebih rinci dan lebih sempurna
adalah buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.” Di antara buku tersebut
adalah A/-Auraq al-Nagdiyyah f7 al-Igtisad al-Islami Qimatuha wa Ahkamu?a,
karya Ahmad Hasan yang diterbitkan oieh Dar al-Fikr al-Mu’asir, Beirut tahun
1999. Buku ini merupakan satu-satunya buku yang membahas tentang mata uang
khususnya mata uang kertas. Penulis menjadikannya sebagai sumber primer
karena dalamnya dibahas tentang status hukum mata uang kertas dalam kaitannya
dengan kewajiban-kewajiban agama seperti zakat dan diyat, disamping itu juga
dalam kaitannya dengan persoz;lan riba terutama ketika nilainya mengalami
perubahan.

Literatur lain yang menjadi sumber primer adalah Qaidah a/-Misii wa al-
Qini 17 al-Figh al-Istami wa Asaruha ‘ald al-Hugiiq we al-lltizamat ma'a Tatbigu
Mu’asir al-Nugudina al-Warayiyyah oleh ‘Al Muhyiddin al-Qurrah Dagi, yaitu
sebuah karya yang membahas seputar pengertian misfi dan qimi s‘erta

penggunaannya pada mata uang. Kemudian kitab-kitab figh dan wuvul al-figh

" Soeratno dan Lincolin Arsyad, Metode Penclitian Untuk Ekonomi dan Bisnis,

{Yogyakarta: BPFE dan LMP2M AMP YKPN, 1998), hal. 94



seperti Al-Muwafaqat karya Al-Syatibi, Usul al-Figh karya Abu Zahrah, Bidayat
al-Mujtahid karya Ibnu Rusyd, Kamus Ekonomi karya Bryan Lowes, dan lain-lain
yang dijadikan sebagai bahan perbandingan dan analisis dalam tulisan ini.
Sementara sumber data sekunder terdiri dari buku-buku yang dapat
menunjang data yang disediakan oleh sumber primer.? Sumber sekunder ini sangat
banyak, di antaranya Akkam Sarf al-Nuqud wa al-Umulat karya Abbas Ahmad al-
Baaz, Economic Concepts of Ibnu Taimiyah karya Abdul Azim Islahi, Manahif al-
Bahisin f7 al-Igtisad al-Islami karya Hamid ‘Abdullah al-Junaidil. Selain itu,
sejumlah literatur tertentu dalam disiplin ilmu ekonomi juga dijadikan sebagai
referensi. Sumber data lainnya adalah perangkat lunak (sofiware) seperti internet,
Maust’sh al-Hadis al-Syarifyang dapat membantu pelacakan lebih cepat.
3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis-normatif, yaitu dengan mencari sumber—sumbe;r perundangan dalam Islam
berikut konsep-konsep yang berhubungan dengan metode penetapan hukum (usa/
figh).

Pendekatan int digunakan sebagai alat untuk menguji dan menganalisis
kebenaran atau kekuatan beberapa pendapat guna menemukan pendapat yang
paling tepat dan dapat dipertanggungjawabkan Usaha pengujian- dengan
menggunakan pendekatan ini sangat penting karena permasalahan yang diteliti
merupakan kasus baru yang belum pernah terjadi pada awal pembentukan hukum

Islam. Dengan menggunakan metode penetapan hukum (usa/ al-figh), perbedaan

8 Ibid, hal 95,



pendapat yang terjadi seputar bertambahnya pengembalian uang setelah terjad:
inflasi menjadi jelas karena dapat diketahui pendapat mana yang sesuai dengan
prinsip dasar pembentukan hukum Islam.

4. Metode analisa data

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif-analitis, yaitu penulis
berusaha mendeskripsikan pandangan-pandangan para ulama tentang
permasalahan hukum bertambahnya jumlah riil pembayaran hutang jika terjadi
inflasi. Setelah melakukan perbandingan dari beberapa pendapat ulama’ tersebut,
penulis kemudian berusaha mencari dan menemukan sebuah konsep yang paling
tepat untuk menjawab permasalahan penelitian.

E. Kajian Pustaka

Telah banyak tulisan baik berupa makaiah, skripsi, tesis, disertasi
ataupun buku-buku yang membahas tentang riba dalam pinjaman uvang dengan
berbagai permasalahan yang diangkat sebagai topik u£ama pembahasan ataupun
sebagai sub topiknya.

Namun penulis belum n;enemukan penelitian yang membahas langsung
mengenai bertambahnya jumlah riil hutang setelah terjadi inflasi. Meskipun hal
itu dibicarakan, akan tetapi belum memberikan sebuah solusi yang komperhensif
dan tepat terutama dalam mewujudkan sebuah keadilan baik bagi kreditur maupun
debitur.

Oleh karena itu, dalam kajian pustaka i penulis akan memaparkan
beberapa karya ilmiah yang terkait, dengan tujuan untuk mengetahus sudut

pandang atau titik fokus kajian penelitian ilmiah yang dilakukan. Hal ini menurut
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hemat penulis sangat perlu dilakukan, tidak hanya untuk menunjukkan orisinalitas
kajian tesis yang akan diteliti, lebih dari itu adalah dapat digunakan sebagai bahan
pertimbangan yang memadai dan dapat membantu dalam penulisan tesis ini.

Dalam membahas tentang uang, beberapa peneliti telah mengangkat
gagasan-gagasan al-Gazali dalam kitabnya lhya’ ‘Ulumu al-Din (Yhe Revival of
Religious Science), antara lain tentang fungsi uang sebagai alat tukar dan larangan
riba al-fadl’ Alasan-alasan Al-Gazali mengenai larangan riba al-fad/ karena
bertentangan dengan sifat dan fungsi yang dirancang untuk memudahkan
pertukaran. Dengan alasan yang sama, al-Gazali mengutuk penimbunan uang, Ia
mengatakan bahwa tujuan satu-satunya dari emas dan perak adalah untuk
dipergunakan sebagal bahan pembuat uvang (dinar dan dirham). Ia mengutuk
mereka vang menimbun Kkepingan-Kepingan uvang atau mengubahnya menjadi
bentuk lain."”

Kitab fhya’ ‘Ulumu al-Din  sarat dengan aspek-aspek fasawuf juga
mengandung teori-teori ekonomi yang tetap relevan hingga sekarang. Seperti
dijelaskan didepan, uang di.rancang untuk  memudahkan pertukaran, maka
perdagangan uang menurut al-Gazali sama dengan memenjarakan uang itu sendiri
kerena menghilangkan fungsinya. Semakin banyak uang yang diperdagangkan,
semakin sedikit uang yang dapat berfungst sebagai alat tukar. Bila semua uang

diperdagangkan untuk membeli uang, tidak ada lagi uang yang dapat berfungsi

? Al-Ghari, Zohreh, 1994, The Origin and Evolution of Islamic Econemic Thoughs,
(Michigan: UMI), him 1138.

' Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, edisi 11, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada. 2004), him 301.
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sebagai alat tukar. Al-Gazali juga membolehkan peredaran uang yang tidak
mengandung emas dan perak asalkan pemerintah menyatakannya sebagai alat
tukar.”

Umer Chapra dalam bukunya A/ Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang
Adil, mengulas tentang dampak inflasi terhadap nilai mata uang yang dapat
menimbulkan kerugian bagi pihak yang memberi pinjaman. la mengatakan
bahwa inflasi bertentangan dengan system perekonomian bebas riba karena
mengikis pelan-pelan raison d'etre keadilan sosial. Islam tidak menyetujui
adanya ketidakadilan atas peminjam, namun scbaliknya, pamun tidak berarti
menyetujui adanya ketidakadilan terhadap pemberi pinjaman. Lebih lanjut ia
menandaskan perlunya isu pembayaran hutang sctelah inflasi menjadi 1su
nasional "

Selanjutnya, Abdullah Saeed dalam bukunya Menyoal Bank Syari‘ah
Kritik  atas Interpretasi Bunga Bank Kaum &eu-kew’vah’s mengeksplorasi
beberapa pandangan ulama yang membahas tentang bertambahnya jumlah riil
hutang akibat inflasi. la meng;nakan bahwa tidak ada konsensus ulama mengenai
masalah apakah dalam situasi inflasi atau deflasi, satuan uang yang sama harus
dibayarkan dalam pelunasan hutang."

Sedangkan Syed Nawab Haider Naqvi dalam bukunya Adenggagas Imu

" Dikutip oleh Adiwarman A Karim dalam Ekonomi Islam Suare  Kgjion
Kontemporer. . hlm 56. Tahir Abdu! Muhsin Sulaiman, Menanggulangi Krisis Elonomi Secara
Istam. alih bahasa Anshari Umar Sitanggal, (Bandung. Al Ma'n{. 1985). him 265

'2 Umer Chapra, Al-Qur'an menuju Sistem Moncter Yang Adil, (Yogyakarta: PT. Dana
Bhakti Pnma Yasa: 1997), him. 7-9.

'* Abdullah Saced, Menyoal Bank Syari'ah Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum
Neo-Revivalis, (Jakana: Paramadina, 2002), him. 68-71
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Fkonomi Islam mengungkapkan pentingnya indeksasi tabungan atas inflasi. Ha]
ini dilakukan untuk menghadapi perubahan-perubahan tingkat harga schingga
nilai tabungan konstan dan sesuai dengan tingkat inflasi. Karena nilai tabungan
riil yang konstan haris cukup merangsang tabungan.'*

Sementara itu, Abdullah al-Mushlih dan Sahalah al-Shawi dalam buku
mereka Figh Ekonomi Keuangan Islam, pada bab VIII yang membicarakan
tentang kode etik pengembangan modal, walaupun tidak terlalu ekplisit, sedikit
mengulas tentang ganti rugi atas nilai uang yang terkena inflasi. Sectelah
mengutarakan beberapa pendapat ulama, ia mengambil sebuah kesimpulan yaitu
dengan membedakan jika dalam pinjaman yang ditanguhkan pembayarannya
sebuah mata uang ditarik dari peredaran dengan jika mata uang tersebut terkena
inflasi. Beliau mengatakan jika mata uang ditarik dari peredarannya maka seorang
debitur berkewajiban membayar dengan nilai uang ketika sebelum terjadi
penarikan walaupun jumlah riilnya berbeda. Namun jika mata uang tersebut
terkena dampak inflasi sementara debitur belum membayar hutangnya, maka
debitur membayar hutangnya dengan jumlah yang sama dengan ketika inflasi
belum terjadi sementara kreditur tidak boleh memaksanya untuk membayar sesuai
dengan nitar uang sebelum nflasi. Namun beliau mengecualikan jika inflasi
tersebut sangat drastic (fuper inflation), maka debitur harus membayar hutang
sesual dengan nilai atau daya beli uang sebelum inflasi terjadi karena jika dibayar
dengan jumliah yang sama, maka pemilik uang dikhawatirkan tidak dapa! lagi

menggunakan uangnya ibarat barang rongsokan yang bisa ditukar hanya untuk

14

Syed Nawab Heidar Naqvi, Menggagas imu Ekonomi Fslam, (Y ogyakanta:Pustaka
Pelajar, 2003), 193-194.
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mendapatkan barang yang tidak terlalu berharga padahal sebelum inflasi dapat
digunakan untuk membeli beberapa barang kebutuhan yang berharga."

Oleh karena itu, dari beberapa tulisan yang dikemukakan di atas, dapat
diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis ini memiliki kajian yang
sama éekali berbeda. Dalam hal ini, penelitian yang dikaji oleh penulis lebih
difokuskan pada hukum bertambahnya jumlah riil pinjaman uang dan metode
yang tepat dalam pembayarannya secara lebih komprehensif dan lebih dekat
dengan nilai-nilai keadilan dengan terlebih dahulu melihat kelebihan dan
kelemahan beberapa pendapat ulama tentang hal itu serta mempertimbangkan
kemashlahatan serta keadilan yang sesuai dengan magasid al-syar?’ak hususnya

yang berkaitan dengan pemeliharaan harta (#1/7 al-inaf).

7. Keranghka Teori
1. Time Value Of Money

Beberapa ahli ekonomi berpendapat bahwa manusia pada dasarnya lebih
mengutamakan kehendaknya = sekarang dibanding kehendaknya di masa
mendatang. Kalangan inilah yang kemudian menjelaskan fenomena bunga dengan
rumusan yang dikenal dengan menurunnya nilai barang i wakiu mendatang
dibanding dengan nilar barang di wakiu kini’®. Konsep ini dikenal dengan fime
value of money atau disebut juga dengan posinf time preference.

Von Bhom-Bawerk dikenal scbagal pengembang teori ini dalam (upiral

'* Abdullah al-Mushlih dan Shalah al-Shawi, Fikik Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta:
Dar al-Haq, 2004), hlm 373-376.

' Anwar Igbal Quresyi, Islam and The Theory of Interest, dalam Syafi'l Antonio Bank
Istam dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 74.
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and Interest dan Positif Theory of Capital. la menyebutkan bahwa positif time
prefference merupakan pola ekonomi yang normal, sistematis, daan rasional.
Diskonto dalam positif time prefference ini biasanya didasarkan pada, atau paling
tidak berhubungan dengan tingkat bunga (interest rate).

Ada tiga alasan yang dikemukakan oleh Bawerk untuk memperkuat
teorinya. Alasan-alasan tersebut adalah:

a. Keuntungan di masa mendatang masih diragukan.

b. Kepuasan terhadap kehendak atau keinginan masa kini lebih bernilai

bagi manusia daripada kepuasan merecka pada waktu yang akan datang.

c. Kenyataannya, barang-barang pada waktu kini lebib penting dan

berguna.”

Contoh rumusan penganut teori ini menyebutkan bahwa Rp. 100 juta hari
ini adalah sama dengan Rp. 125 juta setahun mendatang. Selisish sebesar Rp. 25
juta merupakan bunga. Ini berasti Rp. 125 juta tahun mendatang mempunyai nilai
sama dengan Rp. 100 juta tahun ini.

Secara prinsip, Islam semenjak dulu telah menjelaskan betapa berharganya
waktu. Di dalam ai-Qui'an banyak sekali ayat-ayat yang berisi suinpah Allah
dengan menggunakan waktu.'"® Demikian juga hadis Rasulullah, banayak yang
menganjurkan agar ummat Islam selalu menghargai waktu, seperti, “Wakiu iru
seperti pedang, jika kita tidak menggunakannya, ia akan memotong kita'”.

2. Magasid al-syari’ah sebagai landasan ekonomi Islam

Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang berbeda dengan sistem-

"" Muhammad syafi’i Antonio, Bank Istam dari Teori ke Praktik, hal. 74.

" QS Al-Ashr. 1, Al- Dhuha. 1, Al- Fajr: 1, Al-Lail 1.
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sistem yang lainnya. Ia memiliki dasar dalam syari’ah yang menjadi sumber
pandangan dunia sekaligus tujuan-tujuan dan strteginya. Tujuan-tujuan Islam
(1naqasid al-syari’ah) adalah bukan semata-mata bersifat meteri. Tujuan-tujuan itu
didasarkan pada konsep-konsepnya sendiri mengenai kesejahteraan manusia
(falal) dan kehidupan yang baik (hayvatun tayyibah) yang memberikan nilai
sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi dan menuntut suatu
kepuasan yang seimbang, baik dalam kebutuhan materi maupun rohani dari
seluruh ummat manusia."”

Menurut bahasa, magqasid al-Syari’ak terdiri dani dua kata, yaitu maqasid
dan af-syari’ah. Magasid berarti tujuan, sedangkan a/~sya:i’ah berjalan menuju
sumber air, atau jalan menuju sumber pokok kehidupan.” Menurut istilah, Al-
Syatibi menyatakan: sesunggufnya syari'ah  bertujuan untuk  mewujudkan
kemasiahatan manusia df dunic dan di akhirat® Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa tujuan syari’ah adalah untuk kemaslahatan ummat manusia

Maqasid al-syari’ah ‘meliputi segala sesuatu yang diperlukan untuk
mewujudkan fa/af dan hayatun tayyibah dalam batasan-batasan syariah. Menurut
al Gazali, bahwa yang termasuk magasid adalah scgaia sesuatu yang dianggap

perfu untuk melindungi dan memperkaya iman, kehidupan, akal, keturunan dan

" Umer Chapra, Jslam dan Tantangan Ekonondi, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hal.9.
 Fazlurrahman, Isfam, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984), hal. 140
2 Al-Syatibi, Al-Muwafaqat i Usuli al-Syari’ah, syarh dan1a’liq oleh Abdullah Darraz,

jiid 11, (Beirut: Dar al-Fikri, 1), hal. 268
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harta benda. Oleh karena itu, kesejahteraan suatu masyarakat tergantung kepada
pencarian dan pemeliharaan lima tujuan tersebut, yaitu fifz al-din (memelihara
agama), hifz al-nafs (memelihara jiwa), hifz al-nas/ (memelihara keturunan), 4ifz
al-mal (memelihara harta benda), dan A/fz al-2q/ (memelihara akal).

Untuk mencari dan memelihara kelima tujuan tersebut, maka syari’ah
mewajibkan jihad untuk menjaga agama, qisas untuk menjaga jiwa,
mengharamkan zina untuk menjaga keturunan, mengharamkan khamr untuk
menjaga akal, dan mengharamkan mencuri, riba, menipu untuk menjaga harta.

Oleh karena itu, seluruh kewajiban dalam ajaran Islam memiliki hubungan
vang erat dengan perlindungan maqasid al-syari’ahi yang pada gilirannya
bertujuan melindungi kemaslahatan manusia. Syari’ah berurusan dengan
perlindungan masalih,~ baik dengan cara yang positif, seperti demi menjaga
eksistensi smagalih, syari’ah mengambil berbagai langkah untuk menunjang
landasan-landasan snasalili; maupun dengan ca}a preventif, seperti syari’ah
mengambil berbagai tindakan untuk melenyapkan apa saja yang secara aktual atau
potensial merusak masalif* '

Syari’ah Islam adalah sebuah ajaran bersumber dari wahyu berupa Al
Qur’an. Selain itu, ajaran Islam juga terambil dari akal dan fikiran manusia yang
diaktualisasikan dalam bentuk ijtihad melalui pemahaman terhadap kandungan
ajaran tersebut, kemudian disesuaikan dengan wahyu ilahiyah yang bertujuan

untuk mewujudkan maqasid-maqasictnya, melaksanakan hukum-hukumnya,

z Masalih valah apa saja yang dapat mensejahterakan dan mencukupi kehidupan manusia
dan juga dapat menyebabkan tercapainya keinginan. Al-Syatibi, Al-Mowafagst, hal. 8.

B Ibid.
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berdasarkan fikiran, metode, dan aturan tertentu, sehingga sejalan dengan struktur
kemasyarakatan, ekonomi, dan politik yang selalu dan terus-menerus mengalami

perubahan.

Syari’ah Islam terbagi menjadi dua bagian: tetap dan berubah. Ajaran
Islam yang bersifat tetap adalah segala yang berkaitan dengan i’tikad atau
keyakinan dan permasalahan-permasalahan figh yang bersumber dari dalil-dalil
yang bersifat gar 7 Sedangkan yang selalu mengalami perubahan (a/-muragayyir)
yaitu perkara-perkara yang diambil dari dalil-dalil yang bersifat zann7 atau dalil-
dalil yang masih diperselisihkan dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan
kebutuhan, kemaslahatan, dan kebiasaan manusia.

Nuzaih Hammad* menukil salah satu ungkapan vang sering diucapkan
oleh para uiama terdahulu vang mengatakan:

Al 1 gl g8 o815 CRMGANY ol g&3 Y

Artinya: Janganlafi kalian mengatakan (perbedaun) sebagai perselisihan, akan
‘etapi katakanfah sebagai suatu keluasan.

Maksudnya adalah bahwa perbedaan pendapat bukanlah untuk selalu
berselisih, akan tetapi untuk keluasan dan keelastisan ajaran Islam. Demikian juga
yang dinukil Al-Syalibi dari Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan:

Ol 1aalg agdd GlS o1 4 (o gllidy ¥ deaa qilaal o sl L

&_m(;.éwu‘

'2"' N‘uzaih Uammad, Qadaya Fighiyyah Mu’asirah {i ai-Mai wa al-Igtisad,, (Buirat: Al-
Dar a]-by_am:yah, 2001), hal. 12, dikutip dari kitab //ilyat al-Avliz \ jilid 6, karangan Abu Na’im
Al-Asbahani, (Kairo: Matba’ah $a’adab, 1351 H), hal 378
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Artinya: Aku tidak menyukai jika ummat Muhammad memiliki pendapat yang
sama, sebab kalau pendapat mereka sama, maka manusia berada dalam
kesempiran.®

Selanjutnya, Al-Sarkhasi mengatakan:

DR A oS gy ojley iy La B adlia ga Gl Gy Y
Cral B BLaadl 1S 5 il Ada (9% Vg o lalal

Artinya: Tidak mengapa jika seseorang melakukan apa yang diyakininya boleh,
walaupun masih diperselisihkan oleh ulama, dan meninggalkannya
bukanlah merupakan kehati-hatian (ihtivat) dalam Agama®

Bertolak dari berbagai pandangan ulama mengenai ke-elastisan ajaran

Islam di atas, dapat dikatakan bahwa apapun bentuk sumbangan pemnikiran atau

istinbath hukum yang beitujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia selama itu

sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islain, maka dapat dijadikan sebagai sumber
pegangan. Apalagi dalam perkara yang berhubungan dengan masalah ¢konomi
yang selaiu mengalami perubahan. Bukankah Rasuluilah telah mengatakan:

s il e

Artinya: Kalian lebih mengela/r-ui mengenai urusan dunia kalan.”’

Persoalan perubahan nilai mata uang dan fluktuasi yang terus-menerus
menjangkiti daya belinya merupakan sebuah persoalan besar yang dihadapi pada

masa sekarang. Penurunan nilai yang terus-menerus tersebut, menurut ajaran

2 hrahim bin Musa al-Syatibi, Al-I’fisam. i UL (Beirut: Dar al- Hmniyyah, 19883, hal
1

* Nuzaih Hammad, Qadaya., hal. 12. beliau mengutip dari kitab Al~Mabsut, karangan
Al-Sarkhasi, jilid 23, hal 13.

27 Al-Nawawi, S2h7h Muslim bi Syarh sl-Nawawi., jilid 15, (Beirut: Mu’assisah Manzhil
al-Irfan, tt), hal 116
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Islam dapat dikategorikan sebagai kerusakan di muka bumi, karena dapat
mengganggu keadilan dan kesejahteraan umum.

Inflasi mempunyai pengetian bahwa uang tidak dapat digunakan sebagai
alat tukar yang adil dan jujur. Hal ini terjadi jika uang digunakan sebagai alat
pembayaran atas hutang yang tertunda, sehingga ia dapat dikatakan sebagai alat
penyimpan nilai yang tidak dapat dipercaya. Bahkan tanpa disadari, seseorang
dapat berlaku tidak tidak adil terhadap orang lain, sebab dengan menunda
pembayaran, seolah-olah ia telah merusak daya beli uang yang dipinjam atau
dipegangnya.

Problematika perubahan nilai mata uang masih menjadi sebuah pertanyaan
di kalangan ulama, vyakni mengenai hukumnya apabila telah tiba waktu
pembayaran, apakah akan dibayar dengan jumlah yang sama ataukah menurut
perubahan_ nilainya. Kasus ini dapat terjadi pada sejumlah akad vyang
pembayarannya dapat ditunda, seperti akad gard, :)E;:ab, dan bai’ al~mu ajjal

Keadilan dalam pembayaran merupakan salah satu pilar pembentuk akad.
Akad dapat dikatakan fé_.s‘.fa; apabila pilar pembentuknya tidak sempurna.
Ketidaksempurnaan sebuah akad dapat menimbulkan kerugian pada salah satu
pthak yang melakukan teransaksi. Oleh karena itu, daiam kasus perubahan nilai
mata uang, perlu untuk merumuskan sebuah metode pembayaran yang sesuai
dengan prinsip keadilan sebagai implementasi dani magasid al-syari ah Khususnya
dalam pemeliharaan harta.

Dalam tataran ekonomi, prinsip dasar keadilan menentukan konfigurasi

dalam segala aktifitas dalam bermu’amalah. Sebaliknya, Islam melarang semua
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bentuk transaksi yang tidak jujur atau mengarah kepada perselisihan dan proses
pengadilan atau yang menyerupai perjudian, atau mengandung unsur riba dan
penipuan, atau keuntungan didasarkan atas kerugian pada pihak lain.*®

Stabilitas dalam nilai uang tidak bisa dilepaskan dari tujuan dalam
kerangka referensi islami karena hal ini ditekankan oleh Islam secara jelas
mengenai ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan semua
manusia.” Hilangnya sebagian dan nilai uang adalah merupakan salah satu bentuk
ketidakadilan dan dapat menyebabkan kemudaratan bagi pemilik uang. Suatu
kemudaratan tidak boleh tidak harus dilenyapkan, sebagaimana dalam kaidah figh

yang mengatakan:
JI 5 Sl

Artinya: Suatu kemudaratan harus difenyapkan

Kaidah ini bersumber dari sabda Rasulullah saw:

- o .

S Uy ypa

Artinya: Tidak mudarar dan tidak memuduratian.”

Setiap transaksi yang menyebabkan timbulnya kerusakan (fasad), atau
bertentangan dcngan apa yang scharusnya menjadi tujuan, maka hal tersebut tidak
dibolehkan menurut syara’. Sebab hal tersebut dapat menyebabkan sescorang

memakan harta sebagian yang lain dengan jalan bathil. Allah berftrman:

¥ Afzalurrahman, Muahammad Sebagai Scorany Pedagang, (Jakanta: Penerbit Yayasan
Swarna Bhumi, 19973, hal 145

* Umer Chapra, Al (ur'an.,hal 6

30

Al-Suyuti, Al-Asybal wa al-Naza’ir i Qawaida wa Fury’i Figh al-Syafi'i, (Beirut:
Dar al-Kutubi al-*Ilmiyah, 1979), hal §3
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LN & X0 g 13l U
Artinya: Dan janganlah saling memakan harta di antara kalian dengan jalan
bathil.”!

Khitab ayat ini bersifat umum dan mencakup seluruh ummat. Maksud dari
“jangan mematkan harta dengan jalan yang batil” adalah seperti memakan hasil
judi, rampasan, dan apa saja yang menyebabkan pemilik harta merasa tidak enak
atau tidak ridha.*

Dalam perjanjian riba, pemberi pinjaman berada pada posisi yang
menguntungkan, sedangkan penerima hutang berada pada posisi sulit, tidak ada
altenatif kecuali harus menerima perjanjian yang dimaksud. Karenanya
penempatan kedua pihak pthak imenjadi sejajar merupakan factor penting untuk
suatu perjanjian dikatakan tidak mengandung unsur zu/m. Selama posisi mereka
masih tidak sejajar, unsur <u/m masih melekat di sana. Setelah diadakan
konsultasi antara informasi ayat Al Quran dan informasi empirtk, maka untuk
dewasa ini dapat dikatakan bahwa zulm sebagai sifat yang melekat pada riba
dapat mengambil bentuk:

a. Penetapan bunga terlalu tinggi

b. Isi perjanjian berat sebelah, seperti bila peminjam tidak dapat

mengembalikan pinjaman berikut bunganya dalain waktu yang
disepakati, ia menjadi budak bagi pemberi pinjaman,

¢. Kreditur dan debitur berada pada posisi yang tidak sejajar, seperti,

"' QS. Al-Bagarah: 188

) 2 ¥ usul Hamid al-* Alim, A/-Maqasid al-‘Amal Ii al-Syari’al al-Islamgiyyab, (Kairo: Dar
al-Hadis, tt), hal 562.
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.ketika perjanjian dilaksanakan, peminjam berada pada posisi yang
terpaksa harus menerima perjanjian, mungkin marena mereka kurang
memahami dengan baik isi perjanjian atau kebutuhan yang sangat
mendesak atau mungkin tidak mengetahui sama sekalt kondisi
perekonomian seperti inflasi.”

Perlu di perhatikan, bahwa di dalam ajaran agama Islam sangat
dianjurkan kepada debitur agar membayar hutang dengan cara yang lebih baik
dari apa yang telah diberikan oleh kreditur sebagai ungkapan rasa terima kasih
asalkan Itu tidak diungkapkan ketika akad berlangsung, seperti vang disebut

dalam hadis:

’9—.

Artinya: Sebaik-baik manusia udalah yang sebuik-baik membayar hmaang.™
Dengan demikian, alangkah ironis jika dalam melakukan pembayaran
huiang, seorang debitur justeru mengakibatkan kerugian yang menimpa orang
yang memberinya pinjaman yaitu dengan menurunnya nilai atau daya beli uang
yang telah lama dipinjam, seperti pembayaran ketika terjadi inflasi. Karena jika
hal tersebut terjadi, sama saja dengan mengambil hak orang lain tanpa
sepengetahuannya.
F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman secara utuh mengenai penelitian

? Muh. Zuhti, Riba Dalum Al Qur’an Dan Masalali Perbankan Sebuah Teluah
Auntisiparif. (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1996), him. 139

* Alimad bin Ali bin Hajar Al-* Asqalani, Sakil 2I-Bukhari bi Syark Fath al-Bari, Jilid
V, (Kairo: Daru Misr li al-Tiba’ah, 2001), hal. 84
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ini, penulis mémbagi kajian ke dalam lima bab yang saling berhubungan dan
berurutan secara sistematis

Pada bab pertama, yaitu bab pendahuluan antara lain meliputi uraian
tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah dan dilengkapi dengan
tujuan dan kegunaan penelitian sebagai titik pencapaian dari penelitian ini. Dalam
kelanjutannya kemudian dijelaskan tentang kajian pustaka untuk menelusuri
berbagai kajian penelitian yang terkait dengan permasalahan untuk menunjukkan
orisinalitas dari penelitian ini. Sementara itu untuk mengetahui kerangka pikiran
dalam penelitian ini dan bagaimana teknik atau metode penelitian yang
diterapkan, dipaparkan dalam kerangka teoritis dan metode penelitian yang
dipakai. Dan sebagai gambaran ringkas mengenai urut-uruian pembahasan
penelitian, secara umuin diungkap dalam sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, penulis menyajikan pembahasan tentang _latar belakang
perbedaan pandangan ulama tentang bertambahnya ‘jumlah pembayaran setelah
terjadi inflasi. Dalam bab ini dibahas tentang beberapa faktor yang menyebabkan
perpedaan pandangan ulama, d.i antaranya adalah perubahan sitem moneter dari
emas-perak, perbedaan pemahaman istilah mis/7F dan gimi pada mata uang,
perbedaan pandangan tentang ‘i//at yang terdapat pada emas da;n perak, dan
dilengkapt dengan pembahasan konsep magasid af-syari ‘ah Khususnya Aifr al-mal
jika dihubungkan dengan konteks keharaman riba dan penurunan daya beli uang.
Pemaparan dan pembakasan faktor-faktor tni bertujuan untuk mengungkap sccara
lebih jelas dan detail tentang latar belakang perbedaan pandangan ulama.

Perbedaan tersebut dilengkapi dengan argumen-argumen yang mereka anggap
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valid. Bab ini penting karena dapat memperjelas pembahasan pada bab
bertkutnya.

Pada bab ketiga, penulis membahas tentang pendapat ulama yang
melarang penambahan jumlah pembayaran hutang setelah terjadi inflasi. Di sini
disebutkan beberapa nama tokoh maupun lembaga yang melarang, selanjutnya
alasan yang mereka kemukakan untuk memperkuat argumentasi mereka, dan
relevansi pendapat mereka dengan dinamika moneter saat ini. Bab ini penting
karena dengan mengetahui pendapat serta alasan kelompok yang melarang, dapat
memudahkan kita untuk ~membandingkannya dengan pendapat yang
membolehkan vang dibicarakan pada bab bertkutnya.

Pada bab empat, disajikan tentang pendapat uiama yang membolehkan
periambahan jumlah pembayaran setelah inflasi, dilanjutkan dengan alasan-alasan
vang digunakan untuk memperkuat argumentasi mereka. Scbagaimana pada
bahasan tentang ulama yang melarang, pada bab‘ ini juga diulas mengenai
relevansi pendapat mereka dengan dinamika moneter masa sekarang. Bab ini
merupakan penyempurna dari 'bab sebelumnya yang membicarakan tentang
pendapat yang membolehkan.

Pada bab lima, disajikan beberapa solusi atas problematika menurunnya
nilai uang akibat inflasi. Di antaranya adalah menyesuaikan nilai hutang dengan
nilai emas dan perak, menyesuaikan hutang dengan mata uang yang memiliki nilai
tetap, melakukan indeksasi, menyesuaikan hutang dengan tingkat bunga, melarang
untuk melakukan penimbunan barang supaya harganya naik, dan terakhir adalah

mengembalikan sistem moneter kepada sistem mata uang emas dan perak.
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Terakhir adalah bab enam, bab ini merupakan bagian penutup yang berisi
kesimpulan dan hasil kajian yang dilakukan terhadap permasalahan yang ada, dan
beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi atau

pertimbangan bagi kajian lain lebih lanjut.



BAB II
SEBAB-SEBAB TIMBULNYA PERBEDAAN PANDANGAN ULAMA
TENTANG PENAMBAHAN JUMLAH PEMBAYARAN HUTANG
AKIBAT INFLASI

A. Perubahan Sistem Moneter Dari Sistem Emas dan Perak Menjadi Kertas.

1. Uang pra Islam

Belum diketahu1 pasti sejak kapan peradaban manusia mengenal uang,
Namun diduga kuat sejak peradaban kuno uang logam sudah menjadi alat tukar
yang lazim digunakan, menggantikan cara barter yang dilakukan peradaban
sebelumnya.

Dalam al-Quran (18: 19) dikisahkan, setidaknya manusia sudah mengenal
uang logam perak pada masa kehidupan pemuda-pemuda Ashabul-Kahfi,
sesungguhnya sejak puluhan abad silam, ummat mapusia sudah memiliki tatanan
aturan pembuatan dan peredaran mata uang, dan sejalan dengan itu tentunya Allah
--melalul para Rasul-- telah memberikan tuntunan ihwal bagaimana mengatur
sistem moneter masa itu.

Untuk lebih menjelaskan kronoiogi perkembangan uang di masa lampau
sebelum mencapai bentuknya sekarang ini, berikut int akan disebutkan satu-
persatu jenis-jenis alat tukar yang pernah dipakai oich manusia:

a. Barter (al-mugayadah)

Sistem barter ini dipakai oleh masyarakat masa purba yakni dengan cara
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menukarkan barang dengan barang secara langsung.'! Cara ini hanya bisa berlaku
pada beberapa jenis barang saja. Oleh karena itu, pada masyarakat yang lebih
maju, cara pertukaran barter ini tidak sesuai lagi, karena sulit sekali untuk
menemukan pihak lain yang kebetulan sekaligus mempunyai barang yang kita
butuhkan, membutuhkan apa yang kita tawarkan, dengan nilai yang kira-kira sama
atau dapat dibandingkan, dan bersedia menukarkannya®. Dengan alasan-alasan
inilah masyarakat kemudian meninggalkan sistem barter. Lalu kemudian
masyarakat mencoba untuk menggunakan uang barang.

b. Uang barang (al-nuqud al-siliyyah)

Setelah manusia merasakan kesuiitan menggunakan sistem barter dalam
tukar-menukar, mereka kemudian mencoba mengunakan uang barang. Jenis
barang yang dipakai sebagai mata uang adalah barang yang disukai oleh semua
orang dan dapat diterima oleh semua pihak, k;zrena dengan mudah dapat
ditukarkan dengan barang yang mereka butuhkan. Misalnya unta, susu, teh,
barang-barang perhiasan, senja;a, dan lain-lain.?

Mekanisme penggunaan uang barang sebagal alat tukar hampir sama
dengan pemakaian uang biasa. Misalnya barang A, jika ingin menukarkannya

dengan barang lain, maka terlebih dahulu ditukarkan dengan barang X yang

' Ali bin Mubammad al-Jum’'ah, Mu'jam al-Mustalafat al-Igtisadiyyah wa al-
Jslamiyyah, (Riad: Makiubah al-"Abikan, 2000), hal 467

1 T Gialarso Pengantara Ekonomi Bagian Makro, (Yogayakarta: Penerbit Kanisius,
1992), hal 227 Bandingkan dengan Muhammad Usman Syabir, Al-Mu’amalat Al-Maliyah Al-
Mir’asiral Vi Al-Figh Al-Islami, (Amman: Dar Al-Nafa’is, 1998), hal 140.

¥ Mulammad Usman Syabir, Al-Mu’amalat ., hal 14].
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dijadikan sebagai uang barang. Setclah memperoleh barang X, maka tinggal
mencari barang yang dibutuhkan untuk kemudian dibeli dengan memakai barang
X.

Namun kemudian manusia juga merasakan kesulitan memakai uang barang
ini. Ini disebabkan karena setiap barang yang dijadikan sebagai uang memiliki
kelemahan. Misalnya: belum tentu mau diterima orang lain, sulit kalau dibawa,
disimpan ataupun dibagi-bagi. Kesulitan ini muncul karena setiap negeri memiliki
penghasilan yang berbeda sesuai dengan kondisi alam mereka. masyarakat yang
tinggal dipesisir pantai menjadikan ikan sebagai mata uang mereka. Penduduk
yang hidup di padang rumput menjadikan hewan piaraan sebagai mata uang.
bahkan di sebagian negeri menjadikan pedang atau baju besi menjadi mata uang.
Ada juga yang menggunakan bulu burung yang diwarnai sebagai mata uang.’

¢. Uang bahan tambang (a/-nuqud al-mi ’da‘ni)yab)

Setelah mayarakat merasakan juga kesulitan dalam menggunakan mata
uang barang sebagai alat tuke;r, merekapun beralih menggunakan bahan-bahan
tambang seperti logam dan tembaga sebelum akhirnya mereka menggunakan
emas dan perak.

Al-Dimsyiqi menyebutkan bahwa pada muianya manusia mencoba untuk
mencari suatu jenis barang yang dapat dijadikan standar harga bagi semua jenis
barang lainnya. Mereka kemudian menemukan beberapa jenis barang yang biasa

dimiliki oleh manusia, baik berupa tumbuh-tumbuhan, hewan dan barang-barang

* Ibid
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tambang. Namun mereka meng-eliminasi (isgaf) jenis tumbuh-tumbuhan dan
hewan dari daftar tersebut. Sementara barang-barang tambang yang mereka
temukan adalah berupa batu-batuan yang keras dan dapat meleleh seperti besi,
logam, baja, emas dan perak. Merekapun mengeluarkan besi, logam dan baja dari
daftar barang tambang tersebut dan hanya emas dan perak yang mereka sepakati
sebagai barang yang paling berharga. Hal ini disebabkan karena kedua barang
tersebut sangat mudah untuk dicetak, ditempa, digabung ataupun dipisah, mudah
dibentuk seindah mungkin menurut model vang diinginkan, tidak berbau, tahan
jika ditanam, kualitasnya mudah dikontrol sehingga nilainya bisa dipastikan, tidak
mudak untuk dipalsu.’

Dengan sifat-sifainya itulah, manusia kemudian menetapkannya sebagai
standar harga bagi semua barang, agar mempermudah manusia membeli barang-
barang kebutuhan mereka setiap saat. Oleh karen;l itu, siapa saja yang dapat
memiliki kedua jenis barang tambang ini (emas-perak), maka seolah-olah ia telah
memiliki barang-barang kebutu‘han yang dapat ia ambil kapan saja dibutuhkan.

d. Mata uang

Penggunaan emas dan perak sebagai alat tukar ternyata memiliki
kelemahan juga. Ini disebabkan karena sebelum kedua benda tersebut digunakan,
terlebih dahulu dilakukan penimbangan untuk mengctahui berapa kadarnya agar
dapat disesuaikan dengan nilai barang yang akan ditukarkan dengannya.

Merasakan cara ini merepotkan, pada akhirnya muncul inisiatif untuk

3 Abu Al-Fadl Ja’far bin Ali Al-Dimasyqy, Al-Isyarah f1a Mahasin Al-Tijarah, hal. 22-
23, dalam Muhammad ‘Usman Syabir, hal 142.
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mencetak mata uang. Potongan-potongan logam mulia tersebut diberi bentuk
tertentu seperti kepingan-kepingan. Selanjutnya pada salah satu permukaan
kepingan'tersebut diberi gambar raja atau penguasa di mana uang tersebut dicetak,
sementara pada permukaannya yang lain biasanya terdapat tulisan angka yang
menunjukkan nilai dari uvang tersebut. Gambar raja yang ada pada permukaan
mata uang tersebut kemudian berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan nilai dan
kualitas kemurniannya.®

Karena uang tersebut terbuat dari emas dan perak, maka uang tersebut
dengan sendirinya memiliki nitai. Nilai uang ini sesuai dengan kadar emas di
dalamnya vang disebut dengan nilai intrinsik. Sedangkan angka yang dicap pada
mata uang itu untuk menyatakan nilainya menunjukkan nilai nominal mata uang
tersebut. Nilai nominal yang tertera pada uang itu sesuat dengan dengan nilai
intrinsiknya.’ ‘

e. Uang simbol (al-nuqud al-ramziyyak)

Sistem mata uang den;gan menggunakan logam mulia (emas dan perak)
pun tak luput dari kelemahan. Mengingat mata uang dari logam mulia hanya dapat
digunakan untuk transaksi perdagangan dalam skala besar, sementara dalam
transaksi kecil-kecilan szngat sulit untuk diterapkan. Misalkan seseorang ingin

membeli sayur-sayuran yang harganya -jika diukur dengan kadar emas yang

% Ybnu Khaldun, Mugaddimah,alih bahasa Ahmadi Thoha, (Jakarta' Pustaka Firdaus
2000), hal 275

" T. Gilarso, Pengantar Ekonomi Bagian Makro, (Yogayakarta:Penerbit Kanisius,
1692), hal 227
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diperlukan untuk membelinya- sangat murah dan sulit untuk membagi emas atau
perak yang akan dipakai membelinya, Maka dibuatlah “uvang kecil” dari bahan
logam lain (selain emas dan perak) dengan perbandingan nilai sesuai dengan nilai
intrinsiknya masing-masing.® Jenis ini diakui sebagai mata uang selama masih
berlaku diperedaran. Namun jika pemakaiannya sudah tidak diakui lagi, 1a akan
kembali menjadi benda biasa seperti sediakala dan lenyap pula sifat
“keberhargaannya” (sifah al-samaniyyah)®

Kelima jenis alat tukar ini telah diterapkan oleh masyarakat dari zaman
sebelum Agama Islam datang Ketika Islam datang, mata uang yang masyhur
berlaku adalah dinar dan dirham yang kemudian diadopsi sebagai mata vang di
Negara [slam sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Sedangkan mata uang

kertas (fiar money) pada masa itu belum ada.

2. Uang pada pemerintahan Islam

Selama Rasuluilah menjadi kepala negara di Madinah, pemernintahan yang
dipimpinnya belum memiliki mata vang sendiri, melainkan menggunakan mara
uang Dinar (berupa emas) yang diimpor dari Romawi dan Dirham (berupa perak})

dari Persia. Terkadang membawa mata uang dirham Himyar dari Yaman. Tak

¥ Ketika negara-negara nasional mulai terbentuk, bermacam-macam bentuk mata uang
yang beredar di dalam suatu negara mulai diseragamkan. Mata uang yang resmi dijadikan mata
vang induk ata: uang standar yang ditetapkan nilainya dalam logam mulia. Hampir semua negara
meinakai emas sebagai bahan pembuat uang standar. Maka orang bicara tentang standai emas,
artinya semua sistern satuan uang nasional (uang induk) memiliki kadar karat emas tertentu yang
ditetapkan oleh undang-undang.. Misalnya mata uang Inggeris yang disebut sovereign berisi 7,322
gram emas, sedangkan satuan emas, sedangkan di Belanda (yang pemah beredar di Indonesia)
yang bermiali £ 10,- mengandung 6,048 gram emas. T. Giatarso Pengantar., hal 223

? Muhammad Usman Syabir, Al-Mu’amalat., hal 144,
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heran jika pada mata uang yang mereka bawa tersebut bergambar pedang salib
atau rumah persembahan api.'®

Banyaknya uang yang masuk ke perekonomian Madinah tergantung pada
volume komoditas barang yang diekspor ke kedua negeri tersebut dan wilayah
bawahannya. Secara alamiah, jika permintaan terhadap uang meningkat di pasar
lokal, maka uang diimpor. Sebaliknya, jika permintaan uang menurun maka
komoditas yang diimpor.

Pada masa khulafa al rasyidin, yaitu pada masa Khalifah Umar ibnu
Khattab dan Utman bin Affan r.a, mata uang dicetak dengan mengikuti gaya
dirham persia. Pencetakan uang pada masa kedua khalifah ini walaupun mengikuti
bentuk mata uang persia, namun dilakukan perubahan yaitu pada tulisan yang
tercantum pada mata uang tersebut. Bahkan pernah timbul keinginan pada masa
Umar untuk mencetak uang dari bahan kulit namu'n ide tersebut tidak disetujui
oleh sebagian sahabat. "

Pencetakan uang yang 'bercin'kan Islam baru dicetak pada masa Khalifah
Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi peredaran mata uang pada masa khalifah ini
sangat terbatas mengingat kondisi politik pada saat itu apalagi umur pemerintahan

Khatifah Ali sangat singkat."

15k

Abdul Mun’im Maijid, Sejarah Kebudayaun Islam (1ej), (Bandung: Penerbit Pustaka,
1997), hal. 28

' Adiwarman A. Karim, Ekenomi Isfam Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta: Gema
insani Press, 2001), hal 58

2 Ibid
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Selanjutnya pencetakan mata uang ini dilakukan pada masa Dinasti
Umayyah. Pada masa ini, uang dicetak dengan mencantumkan gambar pada mata
uang tersebut. Ziad, yang pada masa itu menjabat sebagai gubernur di Irag, juga
mengeluarkan mata uang dengan cara mencantumkan nama khalifah."

Mata uang yang dicetak pada masa itu tidaklah memiliki bentuk bulat
seperti uang logam sekarang. Mata uang yang bentuknya bulat baru dicetak pada
masa [bnu Zubair dan peredaranya hanya di wilayah Hijaz."* Sedangkan gubernur
Kuffah, Mus’ab, mencetak mata uang dengan gaya Persia dan Romawi.'’ Pada 72-
74 H, Bishri bin Marwan mencetak mata uang yang disebut arawiyya Sampai
zaman ini pula mata uang khilafah beredar bersama dengan dinar Romawi,
dirham Persia, dan sedikit himyarite.

Pencetakan mata uang besar-besaran pada masa pemerintahan Islam
barulah dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah‘ abdul Malik bin Marwan (76
H). Pembuatan mata uang pada masa ini selain untuk motif ekonomi, juga
dimaksudkan untuk menyatakzin kedaulatan Islam. Disamping itu juga Malik bin’
Marwan memerintahkan agar pembuatan mata uang harus menggunakan bahasa

arab. Ini dilakukan sebagai bagian dari politik Arabisasi aparatur negara,

Y Ibid
Y hid

1 Ibid
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Mata uang yang dicetak pada masa itu disebut dengan sikkah. Kata sikkah,
menurut Ibnu khaldun'® adalah cincin besi yang dijadikan sebagai mata uang dan
dalam pembuatannya dipukul dan dipalu. Kata ini juga berarti tempat di mana
mata uang itu dibuat. Oleh karena itu tempat tersebut dinamakan Dar al-Sikkakh.
Tempat pembuatan ini selanjutnya tersebar di seluruh wilayah Islam, bahkan
sampai ke luar wilayah Islam."”

Beberapa abad kemudian yakni pada abad ke 7 H, menurut catatan Ibnu
Taimiyah,'® Dinasti Mamluk yang berkuasa di Suriah dan Mesir sekitar abad ke-7
H, menggunakan tiga jenis mata uang, yaitu uang Dinar (emas), Dirham (perak)
dan fa:is (tembaga). Uang Dinar sangat langka Yang banyak digunakan adalan
uang logam fals dani tembaga, sedangkan sirkulasi uang Dirham selalu
berfluktuasi. Bahkan, sesekali tak ada di pasaran.

Para penguasa Mamluk, meski belum memiliki sistem moneter, telah
mewarisi sistem mata uang dari pendahulunya, penguasa Ayyubiah (Shalahuddin
al-Ayyubi dan keturunannya). .Menurut Magrizi,' pada periode Ayyubiah, yang

paling banvak beredar adalah uang Dirham, semeniara uang Dinar tak begitu

' Ibnu Khaldun, Muqgaddimak., hal. 274

7 Tempat pencetakan uang itu antara lain: fara hjarh, Suy Alwaz, Sus, Jay, Manadar,
Maysan, ray, dan Abarqubadh.. Adiwarman, Ekonomi.,, hal 58.

'Y A.A. Islahi, Economic Concept of Ihnu Taimiyah, (London: The Islamic Foundation,
1988), hal 42

'> Adiwarman A. Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, edisi kedua, (Jakarta: PT.
Raja Grapindo Persada, 2004), hal. 386-387



35

dihargai, karena seluruh harga ditentukan dengan Dirham. Begitu pula pajak,
upah, sewa dan sebagainya, semuanya dibayar dalam Dirham.

Pada zaman Mamluk inilah, dapat dikatakan bahwa dunia Islam
mengalami masalah keuangan (moneter). Menurut Magrizi, ketika itu terjadi
kalangkaan mata uang, masyarakat mulai melakukan transaksi kecil-kecilan
menggunakan sistem barter. Karena masyarakat sangat membutuhkan keberadaan
mata uang untuk melaksanakan transaksi-transaksi kecil, sejak itu pula Sultan
Kamil Ayyubi mengenalkan uang tembaga, yang disebut fi/us (bentuk jamak dari
fals). Karena itu, penerbitan uang receh dari tembaga (fi/us) menjadi sangat
menolong.®

Tetapi kondisi ini memburuk ketika Sultan Kitbugha dan Zahir Barquq --
karena ingin mengeksploitasi penduduk untuk meningkatkan kekayaannya--
mencetak mata uang tembaga dalam jumlah besa‘r sehingga nilal nominal jauh
lebih besar dari nilai intrinsiknya. Karenanya, penduduk cenderung enggan

menerima pembayaran dengan mata uang itu.?'

% Dengan kemunculan mata uang fulus, dan mulai dihitungnya mata uang, munculiah
kelompok orang yang menawarkan jasa untuk mermudahkan transaksi kevangan dan penukaran
mata uang Selanjutnya muncullah beberapa istilah sebagai tempat untuk melakukan transaksi
keuangan baik untuk peminjaman ataupun untuk melakukan transaksi penukaran mata uang
Istilah tersebut antara lain saftajah, sakk, khat, dan hawwalah..

I A A islahi, Economic., hal 42
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Kemudian Sultan Kitbugha memproklamirkan bahwa nilai fifus
ditentukan oleh bobot timbangannya dan bukan angkanya. Untuk memulainya, dia
menetapkan satu raf/atau fu/is, nilainya sama dengan dua dirham.*

Sultan Bardug tidak menyandarkan sumber bahan tembaga yang
digunakan untuk penerbitan mata uang itu dari hasil tambang negerinya sendir,
dan mengimpor dari negara-negara Eropa. Ia membangun percetakan uang di
Kairo dan Alexandria untuk mencetak fulus tembaga itu dalam jumlah besar.
Konsekuensinya, uang dirham menghilang dari pasaran dan harganya meningkat
(terjadi inflasi).?

Ibnu Taimiyah mempunvai pengalaman beberapa kali turunnya nilai mata
uang koin yang terjadi di Mesir, di bawah pemerintah sultan dari Dinasti Mamluk.
Ja meminta sultan untuk memeriksa penyebab menurunnya nilai uang tersebut,
yang menycbabkan terjadinya kekacauan ckonomi. ‘

Penurunan nilai mata uang sangat ditentang oleh [bnu Taimiyah, demikian
juga dengan pencetakan uané vang terlalu banyak. Dia mengatakan, "Otoritas
pemerintah harus mencetak mata uang koin (emas maupun perak) sesuai dengan
nilai transaksi yang adil dari penduduk, tanpa keterlibatan kezaliman di

dalamnya". *

2 Al-Magrizi, Al-Igasal al-Ummak bi Kasy ! al-Gummah. (Kairo: Lajnah al-Ta'lif wa al-
Tarjamah wa al-nasyr, 1940), hal. 67, dalam A A slahi, hal 43.

23 A A Islahi, Fconomic., hal 43

3 Ibid,.
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Pada pemerintahan Sultan Nasir, nilai satu ratl atau fulus bervariasi antara
dua dan tiga dirham. Ketika nilai satu ratl atau fulus mencapai 3 dirham,
seseorang yang membeli barang dengan fi/is pada tingkat harga yang rendah
menderita kesulitan bahkan ada yang harus menutup tokonya®.

Sultan Nasir berusaha memperbaiki keadaan itu, kemudian menerbitkan
mata uang fa/s senilai 1 dirham, yang nilainya bisa diterima seperti harga
sebenarnya.? Situasi itu hanya berhasil baik tahun 1358, ketika cucu Sultan Nasir,
yakni Nasir Hasan, membatalkan mata uang fir/us yang ada dan menerbitkan uang
logam baru.”’

Pada masa awal Dinasti Mamluk uang Dirham itu terdiri dari dua pertiga
perak dan seperti temhaga, Tetapi karena perubahan waktu, proporsinya kemudian

dibalik.

3. Macam-macam uang dalam Islam.
Ada dua jenis mata uang yang paling dikenal oleh dunia Islam, yakni mata
uang dinar yang terbuat dari emas dan mata uang dirham yang terbuat dari perak.

Kata dinar®® terambil dari kata Denarius, dan dirhan?® terambil dari kata Yunani

3 Ibid, hal 43

* Al-Magrizi, Kitab af Suluk (Kairo: Lajnsh al-Ta’lif wa al-Tarjamah wa al-nasyr,
1956), ha!. 461-462 dalam A A_ Islahi, hal 43

n Qalqasandi, Subl al-A’sha,(11: Dar al-Kut ub al-Khuadawiyah, 1933), hal 28 dan Al-
Magqrizi, Al hitat, (Kairo: Muassasah al-Halabi wa Syuraka'ula, 1933), hal. 305, dalam A A
1slaht, hal. 43

2% rota dinar di dalam Al-Qur’an disebutkan hanya satu kali, yakni dalam surat Ali Imran
ayat 75
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drachmos®™. Di samping itu terdapat juga mata uang lain, di antaranya terdapat
uang pecahan yang disebut maksur seperti gitadan misqal

Pada abad keempat hijriyah terjadi krisis mata vang emas dan perak. Maka
dibuatlah mata uang dari bahan campuran tembaga dengan perak yang kemudian
disebut dengan dengan istilah (/s> Mata uang ini terkadang disebut dengan A/-
garatis karena bentuknya yang tipis yang menyerupai kertas.

Selain mata uang-mata uang tersebut, terdapat mata uang yang biasa
dimiliki oleh masyarakat pada waktu itu, yaitu; augiyah, nasy, nuwah, misqal,
daniq, girat dan habbah*

Semua jenis mata uang yang berlaku pada masa khilafah memiliki nilai
yang berbeda-beda sesuai dengan kadar emas atau perak yang tertkandung di
dalamnya. Seperti satu dinar yang mengandung emas 22 karat. Satu dirham terdiri

atas pecahan nasy (20 dirham), nawat (5 dirham), dan sai’ra (1/60 dirham).”

¥ Kata dirham juga hanya _d'isbutkan satu kali dalam Al-Qur’an, yakni dalam surat Yusuf
ayat 20.

3 Abdul Mun'im Majid, Sejaraf., hal. 28

31 Kata fulus, konon diambil dari bahasa latin yaitu fofiis: yaitu mata uang tembaga tipis.
Tapi menurut penulis, kata filus berasa! dari kosa kata Arab [z/asa yang berarti bangkrut atau
kosong/nihil. Di katakan fulus karena tidak mengandung unsur emas atau perak. Sebagaimana
dischutkan oleh Abu al-*Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Fuyumi: bahwa futus adalah jamak
dari kata fals Dikatakan “aflasa rajulon’ iz sare muflisan, (seseorang mengalami bangkrut):
artinya seolah-olah dirtham yang 1a miliki menjad fufus {(tidak bernilai). Lihat Al-Fuyumi, Mishah
ai-Munjr. (Beirui: Al-Matba’ah al-"limiyak al-Qahirah, 1926), hal. 481.

¥ Afisqal merupakan berat pokok yang sudah diketahui umum yaitu sebanding dengan 22
qgiraf kurang satu habbak Nialai mata uang dengan berat 10 dirham sama dengan 7 misgal Lihat
1smail Yusanto dkk, Pinar Emas, Solusi Krisis Moneter, (Jakarta Pirac, SEM Institute, Infid
2001), hal 120.

33 Adiwaman, Ekonomi Islam...hal 59
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Sementara itu, nilai tukar antara mata uang dinar dan dirham mengaiami
kesetabilan jangka waktu yang lama, yakni berada pada kurs 1:10. pada saat itu
pebandingan antara kedua mata uang itu adalah 1:7 di mana satu dinar 20 karat
sama dengan sepuluh dinar 14 karat. Ketika dilakukan reformasi moneter oleh
Khalifah Abdul Malik (76 H), dirham divbah menjadi 15 karat, sementara dinar
dikurangi kadar emasnya dari 4,55 gram menjadi 4,25 gram.*

Setelah reformasi moneter tersebut, ukuran-ukuran nilai adalah: satu dinar
425 gram, satu dirham 3,98 gram, satu augfyyaf 40 dirham, satu mi.%qa_l 22 karat,
satu it/ 12 augiyah sama dengan 90 misgal, satu gist 8 rit/ setara dengan setengah
sa’, satu gafiz 6 sa’ setara dengan Y% arfaba’, satu wasq 60 sa’, dan satu jarib 4
qafiz?>

Nilai tukar Dirham dan Dinar juga berfluktuasi. Satu Dinar di masa
pemerintzhan Sultan Zahir Baibar bernilai 28,5 D‘irham. Di masa pemerintaan
Sultan Nasir, turun menjadi 25,5 Dirham. Bahkan jatuh lagi menjadi 17 Dirham,
ketika ia harus meningkatkan .pengeluaran cukup besar untuk membiayai perang
dan sejumlah uang Dinar disuntikkan ke pasar mata uang.*

Menjelang akhir masa pemerintahannya, ia mengeluarkan dekrit yang
melarang penduduk menjual atau membeli emas. Seluruh penduduk harus

menyerahkan emas mereka ke percetakan mata uang dan ditukar dengan Dirham.

M Ihid
3 Ihid

% A A Islahi, Economic., hal 43
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Magrizi mencatat hal itu sebagai ketidakadilan hukum yang belum pernah terjadi
sebelumnya.

Akibat dari kebijakan itu, harga emas melejit tinggi. Di tahun 1336, Sultan
Nasir membelanjakan uang untuk membebaskan orang Mamluk senilai 200.000
Dirham, setara dengan 4.000 Dinar. Berarati, nilai tukar satu Dinar sama dengan
50 Dirham.*

Secara umum, sistem mata uang selama periode itu memang tidak stabil.
Peredaran sejumlah besar mata uang tembaga fulus dan peningkatan kepercayaan
terhadap mata uang membuat nilainya merosot dan mendorong terjadinya situasi
inflatoar yang terus menaik dan memburuk.

Ibnu Taimiyah sangat mempertimbangkan pentingnya nilai intrinsik dan
mata uang koin, sesuai dengan nilai logamnya, sehingga sesuai dengan kekuatan
jual beli di pasar. Karena itu tak scorang pun ('termasuk penguasa) mencari
keuntungan dengan melebur koin itu atau menjualnya dalam bentuk logam atau
mengubah metal itu menjadi'koin dan memasukkannya dalam peredaran mata
uang.

Patut dicatat bahwa Sultan Mamluk terlibat dalam praktek yang
disebutkan Ibnu Taimiyah sebagai 'perdagangan uang'. Ibnu Taimiyah meminta
kepada penguasa agar tidak mengatakan; mata uang yang ada di tangan penduduk
tidak berlaku lagi. Jika diperlukan, mencetak lebih banyak lagi mata uang, tetap

pada nilai (logam) sebcnarnya, tanpa mengambil keuntungan sedikitpun darinya.

7 Ihid
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Ia secara khusus menggambarkan bahwa setiap biaya pencetakan uang seperti itu
bisa diambil dari Baitul Maal.

Setelah melihat perkembangan uang dan nilai mata uang khususnya pada
masa Ibnu Taimiyah, dapat diketahui bahwa nilai uang mengalami pasang surut
(tidak stabil). Pemberlakuan fulus dan peningkatan proporsi dirham dapat
menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap mata uang, karena nilainya selalu
mengalami kemerosotan dan berperan besar dalam menciptakan situasi inflasi

yang menjadi penyakit utama bagi sektor ekonom: dan moneter.

4. Uang kertas (paper money- al-nugud al-waraqiyyah).

Penggunaan mata uang yang terbuat dari logam mulia ternyata merniliki
kelemahan, yaitu ketika ingin melakukan transaksi-transaksi besar. Kelemahan-
kelemahan itu seperti sulitnya untuk membawa uang logam mulia dalam jumlah
besar, karena disamping memberatkan, juga pertimbangan keamanan orang yang
membawanya. Selain itu, masing-masing negeri memiliki mata uang yang
berbeda, baik dalam kadar, berat maupun nilainya. Ditambah lagi semakin
tingginya volume perdagangan, logam mulia yang diperlukan semakin banyak,
sedangkan persediaan semakin terbatas®.

Sebagai langkah untuk mengatasi kesuiitan tersebut, para pedagang besar
mulai menitipkan emas yang mereka miliki kepada wakilnya di kota lain di mana

ia biasa menjalankan bisnisnya. Selanjutnya jika pedagang tersebut ingin

3+ Abbas Ahmad Muhammad al-Baz, Alkam Sarl al-Nvqud wa al- ‘Umulet i al-Figh al
slami wa Tathiquhu al-Mu’ashirah, (Amman Yordania: Dar al-Nala'is, 1999), hal. 141.
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melakukan pembayaran, maka cukup hanya dengan dengan mengirim surat
kepada wakilnya itu untuk melakukan pembayaran. Setelah muncul cara seperti
ini, timbullah keinginan melakukan pembayaran dengan menggunakan kertas-
kertas berharga seperti wesel, cek, demikian juga uang kertas.

Selain menitip uang logam mulia kepada wakil di kota lain, para pedagang
juga menitipkan emas yang mereka miliki kepada tukang emas (yang kemudian
hari berkembang menjadi bank). Selanjutnya, sebagai tanda bukti, mereka
menerima sebuah surat yang dinamakan banknote®. Surat ini mulai beredar
karena dianggap lebih aman dan dapat ditukarkan dengan uang emas. Namun
lambat laun standar emas pada banknote tersebut tl'dé'lk Ia;gi dipakai karena telah
diubah menjadi uang kertas yang berfungsi sebagai alat tuxar belaka.

Walau demikian, uang kertas tetap diterima oleh masyarakat karena oleh
pemerintah dinyatakan sebagai alat tukar yang sal;.40 Pada abad ke 19, hampir
semua negara mengikuti standar emas — hanya Tiongkok yang lama memakai
perak. Dalam tahun krisis 1931-1936 standar emas dilepaskan, tetapi setelah

Perang Dunia [l nilai dolar Amerika dikaitkan lagi dengan emas dengan

persetujuan Bretton Woods, ini terjadi dari tahun 1945 sampai tahun 1971."

¥ GQurat buki bahwa seseorang memiliki simpanan emas di bank. Bank akan
menyerahkan kembali emas tersebut kapanpun pemiliknya menghendaki. Surat ini juga dapat
digunakan oleh pemiliknya untuk melakukan pembayaran. Lihat. Lihat: Christopher Pass dan
Bryan Lowes, Kamus Lengkap Ekonomi, (Jakana Penerbit Erlangga, 1994), hal 41

0 Abbas Ahmad Muhammad al-Baz, Ahkam Sarf, hal. 142

11 T Gilarso, Pengantar., hal 229
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5. Inflasi dan efeknya terhadap nilai mata uvang.
a. Pengertian inflasi.

Definisi singkat dari inflasi seperti yang dikemukakan oleh Boediono
adalah kecenderungan dari harga untuk menaik secara umum dan terus menerus.
Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidaklah disebut inflasi, kecuali bila
kenaikan tersebut meluas kepada (atau menyebabkan kenaikan) sebagian besar
dari harga-harga lain.”

Ali bin Muhammad al-Jum’ah mendefinisikan inflasi sebagai naiknya
tingkat permintaan barang yang selanjutnya menyebabkan naiknya harga-harga
secara umum. Kenaikan harga-harga ini mengakibatkan guncangnya nilai mata
uang®.

Menurut A.P. Lerner, intlasi adalah keadaan keadaan di mana terjadi
kelebihan permintaan (excess demand) terhz;dap barang-barang dalam
perekonomian secara keseluruhan. Kelebihan akan barang-barang i dapat
diartikan sebagal berlebihnya' tingkat pengeluaran (level/ of spending) untuk
komoditi akhir dibandingkan dengan output maksimum yang dapat dicapai dalam

jangka panjang dengan sumber-sumber produksi tertentu.*

2 Boediono, Ekononi Makro. (Yogyakana BPFE UGM. 2001), hal 155.
¢ Ali bin Mubammad al-Jum’ah, Mu’jam., hal 181

“4 Anton Gunawan, Anggaran Pemerintah Dan Inflasi Di Indonesia, (Jakana.
Gramedia, [991), hal 5.
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Gardner Ackley dalam bukunya Teori Ekonomi Makro, mendefinisikan
inflasi sebagai “ kenaikan tingkat harga-harga umum atau harga rata-rata yang
berlangsung terus menerus dan dengan laju yang tidak kecil.”**

Dari beberapa definisi tentang inflasi tersebut, dapat diambil kesimpulan
bahwa inflasi mencakup beberapa aspek:

1) Tendency atau kecenderungan harga-harga untuk naik. Artinya, pada
waktu tertentu dimungkinkan terjadinya penurunan harga, namun
tingkat harga tetap menunjukkan kecenderungan yang menaik.

2) Sustained, artinya peningkatan harga tidak hanya terjadi pada waktu
iertentu atau sekali waktu saja, namun secara terus menerus dalam
jangka waktu yang lama.

3) General levei of prices. Artinya, tingkat harga yang dimaksud adalah
tingkat harga barang-barang secara u;num, bukan harga- dari satu
macam produk barang saja. Kenaikan harga dari satu atau dua jenis
barang dan jasa saja tidak atau belum disebut inflasi.

Menurut anggapan kita, inflasi hanvaiah suatu permasalahan ekonomi saja,
padahal, masalah inflasi dalam arﬁ“ yang lebih luas bukan semata-mata masalah
ekonomi, tetapi miasalah sosic-ekonomi-politis. Ilmu ekonomi membantu kita
untuk mengidentifikasi sebab sebab “obyektif” dari inflasi, misalnya saja karena
pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Oleh karena itu teori timbulnya inflast

dibedakan menjadi teori non-monetaris dan teori moneteris. Teori inflasi menurut

¥ Gardner Ackley, Teori Ekonomi Makro, alih bahasa Drs. Paul Sitohang, (Jakarta: Ul
Press), hal 539.
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non-moneteris merupakan teori yang popular dalam bidang ekonomi
pembangunan dan teori politik.*

Sedangkan menurut Al-Magrizi sebagaimana yang dikutip oleh Adiwarman
Karim, bahwa sebab-sebab yang menimbulkan terjadinya inflasi yaitu
berkurangnya persediaan barang (ratural inflation) dan inflasi aibat dari
kesalahan manusia. Inflasi jenis pertama ini pernah terjadi pada masa Rasulullah
dan pada masa khalifah-khalifah yakni akibat dari peperangan dan kekeringan.
Sedangkan sebab yang kedua adalah disebabkan karena tiga hal:

1) Korupsi dan administrasi yang buruk.

2) Pajak ang berlebihan dan memeratkan petani.

3) Jumlah fulus yang berlebihan, atau yang oleh Milton Friedman (/nflation

is just monetary phenomenon)"’
b. Penggolongan inflasi
1) Berdasarkan sebab-sebab inflasi
a) Demand inflation
Inflasi ini timbul karena natknya permintaan masyarakat akan barang atau
kelebihan permintaan efektif. Pembelanjaan masyarakat (C + I + G + Xn) terlalu
besai yang tidak scimbang dengan kapasitas produksi. Akibatnya, keseimbangan

antara supply dan demand terganggu dan harga melambung

¥ Algifari Mangkusubroto, Teori Ekonomi Makro, (Yogyakarta: STIE YKPN: 1998),
hal 165.
¥ Adiwarman A. Karim, Sejarah., hal 67.

® T Gilarso, Pengantar., hal 401-402.
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b) Cost push inflation

Cost push inflation yaitu inflasi yang disebabkan kenaikan biaya produksi.
Jenis inflasi ini dibedakan menjadi dua, pertama: karena harga bahan-bahan baku
naik seperti naiknya harga minyak, kedua: kenaikan upah/gaji. Misalnya gaji
pegawai negeri yang diikuti pula oleh kenaikan gaji pegawai perusahaan swasta
selanjutnya menyebabkan naiknya harga-harga.®

2} Berdasarkan pada asal inflasi

a) Domestik

Inflasi yang timbul dari dalam negeri misalnya karena defisit anggaran
belanja yang biayai dengan pencetakan uang baru, gagal panen dan lain
sebagainya.™

Jenis inflasi ini kiranya dapat disetarakan dengan sebab-sebab inflasi
seperti vang dikemukakan oleh Al-Maqrizi sep;:ni yang telah dikutip oleh
Adiwarman Karim di atas.

h) Import inflation

Jenis inflasi ini disebut juga imported inflation, di mana inflasi ini timbul

¥ Jenis inflesi ini adalah yang paiing ditakuti, karcna menimbulkan “spiral upah-harga”

{price-wage spiral), yakni kanaikan tingkat inflasi secara terus-menerus dan bergerak dengan
sendirinya yang disebabkan oleh interaksi dar kenaikan harga barang dengan kenaikan biaya
input. Lihat: Christopher Pass dan Bryan Lowes, Kamus., hal 307. Karena jika upah naik, harga
juga akan naik; dana karena harga naik, upah harus dinaikkan lagi, demikian seterusnya. lebih-
lebih kalau kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang dijadikan pertimbangan utama dalam
iuntutan kenaikan upah, maka terfjadilah suatu “jembatan penghubung” antara harga dan upah,
antara harga hasil pertanian dengan harga barang industri yang akan mengobarkan inflasi dan yang
lebih parah lagi dapat menghambat penghasilan dan menurunkan daya beli petant. T. Gilarso,
Pengantar., hal 402, Inflasi ini juga disebut Spwral Inflation. Lihat: M. Manullang, Ekenont
Moneter, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hal 87.

* Boediono, Ekonomi., hal 158.
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karena kenaikan harga-harga di luar negeri atau negara langganan berdagang
negara kita. Inflasi ini banyak dialami oleh negara-negara berkembang yang
sebagian besar uszha produksinya disektor industri menggunakan bahan atau alat
yang diimpor dari luar negeri.! Karena diakibatkan oleh naiknya biaya produksi,
maka inflasi ini dapat juga dimasukkan jenis cost push inflation, di mana dengan
naiknya biaya produksi, harga jual produk juga akan naik.
3) Berdasarkan pada bobot inflasi

a) Inflasi ringan

Inflasi ini disebut juga creeping inflation atau mild inflation. Inflasi ringan
adalah inflasi dengan laju pertumbuhan yang berlangsung secara perlahan dan
berada pada posisi satu digit atau di bawali 1¢ %.%

b) Inflasi sedang

Inflasi sedang adalah inflasi dengan tingkat‘ laju pertumbuhan berada di-
antara 10-30 % pertahun atau melebihi dua digit dan sangat mengancam struktur
dan pertumbuhan ekonomi suatu Negara >

¢) Inflasi berat.

inflasi berat merupakan inflasi dengan laju pertumbuhan berada di antara
30-100 % pertahun.™ Pada kondisi demikian, sektor-sektor produksi hamper

lumpuh total kecuali yang dikuasai Negara.

*' T. Gilarso, Pengantar., hal 402
2 Boediono, Ekenomi., hal 156

3 Ibid
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d) Inflasi sangat berat.

Inflasi ini disebut juga hyper inflation. Yaitu inflasi dengan laju
pertumbuhan melampaui 100 % pertahun. Sebagaimana yang terjadi di masa
Perang Dunia II (1939-1945). Untuk keperluan perang, terpaksa harus mencetak
uang secara berlebihan.*

c. Pengaruh inflasi pada akad-akad yang tertunda

Apabila teriadi perubahan pada daya beli mata uang setelah inflasi terjadi,
maka akan berdampak pada sistem pembayaran pada beberapa akad yang
pembayarannya dapat ditunda seperti pada akad gard, ijarah, al-bai’ bi samanin
‘ajil, dan lain sebagatnva.

Seperti pada akad ijaraf, di mana pada masa sekarang sering dilakukan
tanpa menentukan batas wakitu tertentu, sehingga dapat berlangsung berpuluh-
puluh tahun. Akibatnya, dalam masa tenggang ‘seperti im, nilai mata uvang
mengalami perubahan sangat drastis dan menimbulkan kerugian bagi pihak yang
akan menerima pembayaran' ijarah, seperti pemilik properti, karena akan
menerima bayaran yang memiliki nilai yang jauh lebih kecil dari yang
sebenarnya.

Sebagian ulama berpendapat bahwa pembayaran upah/sewa harus
dilakukan menurut jumlah yang tertera di dalam akad, di samping itu tidak

diperbolehkan atas smu’ajjir untuk memaksa musta jir agar mau membayar sesuai

M Ibid

** Ibid. Lihat juga: Tajul Khalwati, Inflasi dan Solusinya, (Jakarta: Gramedia, 2000}, hal.
31-34.
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dengannya) baik dari segi wazan ataupun makna.”® Sedangkan menurut istilah,
misii adalah benda-benda yang mempunyai nilai yang tidak berbeda-beda setiap
satuannya. Dengan kata lain, ia merupakan barang yang tiap-tiap satuannya atau
bagiannya dapat menjadi substitusi tanpa adanya perbedaan yang mencolok.”
Sedangkan kata g/m/ adalah antonim dari kata misif dan biasanya kedua

kata ini disebut secara berbarengan. Kata gim/ adalah bentuk nisbah dari kata

gimah. Menurut bahasa berasal dari kata pl-_ﬁl, namun aslinya berbunyi fubﬂl,
sebab berasal dar kata ?_95,-,\ se@ {berdiri). Sebab gima#h (nilai) tersebut berada
pada benda vang bernilai itu sendiri (Al ;L_,J‘di pl-'ﬁ-a eﬁ). Dan gfmal adalah
harga sesuatu setelah ia diberikan nilai. Seperti dikatakan &8l Ceald A€ memiliki
arti yang sama dengan mengatakan:w Carly ?S {berapa nilai untamu?).

sedangkan menurut istilah fugaha’, gimi adalah barang-barang yang masing-
masing satuan atau bagiannya mempunyai nilai yang berbeda-beda, sehingga
antara yang satu dengan yang lain tidak dapat berfungsi sebagai substitusi dengan
ukuran yang sama.’

Pengertian ¢/mnah (nilai) berbeda dengan saman (harga). Harga adalah apa

yang disepakati oleh dua orang yang melakukan transaksi baik kesepakatan itu

* Al-Fuyumi, Misbab al-Munir, hal 227-228.

7 Mustala Al-Zarga', AlFigh Al-fslami Wa Adilfatuh, Jilid 111, (Damaskus: Matbaah
Alf Babt Al-Adib, 1968), hal. 145,

¥ Ahmad Zarqa', Al-Figh, 111 146,
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sangatlah tidak tepat untuk mengatakan bahwa mata uang kertas termasuk barang
misfi, Sebab, yang dilihat pada mata uang kertas adalah nilainya, bukan bendanya.
Pemakaian istilah gim’ (nilai) pada mata vang kertas lebih masuk akal danpada
istilah mis/z,

Meski demikian, sebagian ulama masih tetap menganggap bahwa mata
uang yang berlaku pada masa sekarang adalah sama dengan mata uang emas dan
perak pada zaman Rasulullah. Mereka beralasan bahwa baik mata uang emas dan
perak ataupun mata uang kertas sama-sama merupakan alat tukar dan sama-sama
merupakan barang misfi Jika alat tukar tersebut dipinjamkan, maka harus

dikembalikan dengan jumlah yang sama.

C. Perbedaan Pandangan Terhadap ‘f//ar Yang Terdapat Pada NMata Uang

Emas dan Perak.
1. Pengertian ‘ilfas

‘/ffat menurut bahasa. berarti sesuatu yang dapat mengubah keadaan.

Misalnya penyakit disebut ‘///a¢ karena mengubah kondisi seseorang yang terkena

adalah suatu sifat yang konkret dan keberadaannya dapat dipastikan pada setiap
pelakunya dan menurut sifatnya sejalan dengan tujuan pembentukan suatu

hukum.*!

“ Nasrun Harun, Ushal Figh 1, (Jakarta Logos, 1996). hal 76.

ol Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Figh, (1tp: Dar al-Fikr al-* Arabi, 1958), hal 237
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mengatakan bahwa pada persoalan tersebut tidak berlaku metode gias, dan

sebagian yang lain mengatakan qias tetap berlaku.

2. Pandangan ulama tentang i//af riba pada emas dan perak

Jenis-jenis barang yang termasuk dalam barang ribawi yang disebutkan
oleh Rasulullah bermacam-macam. Para ulama memiliki pandangan yang berbeda
mengenai Z//af yang menyebabkan ke-riba-annya. Sesuai dengan pokok bahasan,
maka penulis menyebutkan perbedaan pandangan ulama tentang ///af riba pada
emas dan perak saja.

Pendaper pertama: yaitu golongan Hanafi, mengatakan bahwa 7//at riba
pada emas dan perak adalah karena dapat ditimbang dengan sejenisnya. Sebagian
lagi mengatakan if/at-nya adaish karena dapat diukur dengan sejenisny:a..ﬁ3 Akan
tetapi pendapat terakhir ini akan mencakup selain emas dan perak, seperti barang-
barang yang dapat dihitung (4/-ma‘dud) dan yang dapat di-depa (af-mazru’). Oleh
karena itu pendapat yang pertama lebih dapat ditenma.

Pendapat kedua: mengatakan bahwa ‘iffat riba pada emas dan perak
adalah karena kedua benda itu dominan dijadikan standar nilai (al-samaniyyah al-
galibah). Sifat keberhargaan emas dan perak ini hanya ada pada keduanya dan

tidak terdapat pada benda yang lain. Oleh sebab itu, menurut pendapat ini, ‘7//at

03 *Ala al-Din Abi Bakr bin Mas ud Al-Xasani, Bada'i al-Sana’i i al-Tartib al-Syara’i,
Jilid V, (Beirut: al-Maktabah al-‘lmiyyah, tt), hal 183.
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berpandangan bahwa i//af tersebut adalah gasiralh dan muta’addiyah, berimplikast
pada perbedaan pandangan tentang status mata uang kertas. Muncullah beberapa
teori yang dikemukakan oleh ulama untuk menjawab status mata uang kertas
tersebut. Beberapa teori tersebut adalah:

a. Nazariyyah al-sanadiyyal (teori obligasi). ™

Menurut teori ini, uang Kertas (al-waragah al-nagdfiyyah) ialah surat
hutang di mana pihak yang menerbitkannya siap untuk membayar nilai
nominalnya dengan emas jika surat tersebut ditunjukkan kepadanya. Pemilik surat
tersebut seolah-olah memiliki sejumlah emas yang disimpan pada bank. Bank
kemudian memberikan surat dalam bentuk uang kertas sebagai tanda kepemilikan
atas emas yang disimpan oleh bank dan pemilik bebas menggunakannya sebagai
alat transaksi,

Jadi, vang kertas (al-waragah al—naqdfyyab)‘ memiliki status hukum yang
sama dengan obligasi. Di antaranya; tidak boleh dijadikan sebagai modal pada
jual beli safam, sebab, salah. satu syarat modal jual beli salam adalah harus
diterima pada majlis akad, Begitu juga tidak dapat ditukarkan dengan emas dan
perak walaupun dilakukan dengan cara tunai. Demikian juga tidak boleh ditukar
dengan uang kertas lain. Sebab, syarat sar/adalah adanva serah terima pada majiis
akad. Sementara uang kertas adalah surat hutang yang tidak jelas kapan waktu

pengembaliannya, maka tidak mungkin diterima pada majlis akad. Di samping itu

" Ahmad Hasan, Al-Aurag al-Nagdiyyah i al-Iqtisad al-Islami Qimatubka ws
Ahkamafa, (Beicut: Dar al:l-'ikr al-Muasir, 1999), hal. 165 lihat juga l{amd bin Abdurrabman al-
Junaidil, Manahij al-Bahisin {7 al-Iqtisad al-Islami, jiiid 11, (Riyad: Syickah al-* Ubaikan, 1406 H),
hal 320-325
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Fulis adalah mata uang logam lama yang mulai berkembang pada abad
ketujuh masehi. Selisih antara nilai fulus dengan dirham yaitu dengan
perbandingan 1:48 sejak awal permulaan masa Islam.

Golongan vyang berpengang pada pendapat ini terbagai dua. Pertama,
golongan yang memandangnya masuk pada jenis riba nmasfah tapi tidak
memandangnya termasuk jenis riba fadl Kedua, pendapat yang memandangnya
bukan termasuk harta yang dizakatkan juga bukan termasuk barang ribawi dan
boleh saja untuk diperjualbelikan dengan barang sejenis atau dengan yang lain,
boleh dilakukan dengan kadar tidak sama dan boleh juga ditangguhkan. Di
samping itu pula, uang kertas tidak dapat dijadikan sebagai modal syirkah
mudarabah. Ini disebabkan karena fulus telah ada sejak zaman Rasulullah, dan
beliau tidak pernah mengatakan bahwa ia termasuk barang riba sebagaimana
enam kelompok barang lain yang telah ditetapkan ;ebagai barang riba. Demikian
juga mayoritas ulama dari kalangan Maliki, Hanafi, Syafi’i dan Hanbal,
mengatakan bahwa fulus buka;1 termasuk barang riba.

d. MNagzariyyah badaliyyah (teori pengganti).™

Menurut teori ini, uang kertas adalah pengganti dari emas dan perak. Uang
kertas tidak memiliki nilai intrinsik (a/-gimah al—rizf!{yyalr), dan tidak pula
memiliki cadangan emas yang disimpan oleh pemerintah sebagai penjaminnya.
Akan tetapi ia dijamin oleh pemerintah dengan menjadikannya memiliki daya

beli, menjadikannya sebagai standar dan penyimpan nilar.

" Ihid, hal. 204
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Oleh karena barang yang diganti memiliki hukum yang sama dengan
penggantinya, maka hukum yang mengatur transaksi dengan emas dan perak
berlaku juga pada uang kertas. Dengan demikian, mata uang kertas termasuk
barang ribawi (riba fadl dan nasi’ah). Juga wajib dizakatkan dengan mengikuti
hukum barang penjaminnya. Jika penjaminnya adalah emas, maka nisabnya sama
dengan emas. Begitu juga jika penjaminnya perak, maka nisabnya adalah nisab
perak.

Uang kertas juga dapat dijadikan sebagai modai mudarabah. Dan dalam
transaksi sarf(pertukaran mata uang), jika mata uang tersebut penggantt dar vang
emas, maka tidak boleh melebihkan (‘afaduf) aniara satu dengan yang lain.
Keduanya harus memiliki nilai yang sama. Tetapi jika masing-masing mata uang
memtliki penjamin yang berbeda (seperti salah satunya adalah emas, sedang yang
lain perak), maka boleh saling melebihi (satadu/) ant‘ara satu dengan yang lain dan
tidak boleh ditangguhkan (zas4").

Teori ini banyak dipegzling oleh ulama pada masa sekarang, bahkan teori
inilah yang dianut oleh Lembaga Figh [slam. Jadi, meskipun uang kertas yang
beredar tidak lagi menggunakan standar emas, namun dengan teori pengganti int
(nazariyyah badaliyyal), mercka berkesimpulan mata uang kertas scutuhnya
berkedudukan sama dengan mata uang cmas.

Selain ketiga faktor yang melaiarbelakangi munculnya perbedaan ulama
tentang bolehnya menambah jumlah pembayaran sctelah terjadi inflasi di atas,

perbedaan pandangan juga dipicu oleh pemahaman mereka terhadap maqasid al-
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syari ah.

Magasid al-syari’ah menyatakan bahwa salah satu tujuan syara’ adalah
hifz al-mal. Dalam konteks menurunnya daya beli mata uang, pemberi pinjaman
(mugarrid) akan mengalami kerugian ketika uangnya dikembalikan dan ini
merupakan suatu ketidakadilan. Golongan yang membolehkan penambahan
pembayaran menggunakan konsep inagasid; hifz al-mal dalam merasionalisasi
pendapat mereka. Mereka menganggap hilangnya sebagian nilai mata uang
sebagai sebuah ketidakadilan dan memakan harta orang lain dengan jalan batil.

Namun di satu sisi ada kekhawatiran akan terjerumus ke dalam riba jika
jurnlah pembavaran ditambah untuk menyesuaikan niiainya. Untuk menghindari
hal tersebut, maka menambah jumiah pembayaran diharamkan. Bagi golongan
yang melarang, mereka juga menggunakan konsep magasid; hify al-mal sebagai
alasan pengharamannya. Menurut mereka, riba di‘larang oleh Agama karena di
dalamnya terdapat unsur kezaliman yaitu memakan harta orang lain dengan jalan
bathil Apabila seseorang me.minjamkan sejumlah uang kepada orang lain, lalu
ketika uang tersebut dikembalikan pemberi pinjaman meminta tambahan, maka
tambahan tersebut adalah kezaliman karena termasuk memakan harta orang lain

dengan jalan bathil walupun dengan maksud uniuk menyesuaikan nilainva.



BAB I

PENDAPAT YANG MELARANG PENAMBAHAN JUMLAH

PEMBAYARAN HUTANG AKIBAT INFLASI

A. Kelompok Yang Melarang Penambahan Jumlah Riil Pembayaran Akibat

Inflasi

Sejumlah ulama kontemporer berpandangan bahwa jika terjadi perubahan

nilai mata uang kertas, maka seseorang yang telah meminjamkan uangnya tidak

boleh menerima pembayaran dari peminjam kecuali dengan jumlah yang sama

walaupun nilainya telah berkurang (b7 al-misf). Di antara para ulama tersebut

adalah:

Syaikh Jad Al-Haq mantan mufti Mesir {w.1981). Beliau mengatakan
suatu mata uang jika nilainya mengalami peningkatan atau penurunan,
maka tidak boleh melakukan pembayaran kecuali dengan jumlah yang
sama (&r al-misi).' |

Muhammad Taqy Al-Usmani. Beliau memandang bahwa uang adalah
termasuk barang u‘riél.-}yab dan tidak boleh dikembalikan (jika terjadi
transaksi hutang piutang) kecuali dengan jumlah yang sama (&7 al-
imis/) walaupun nilainya turun atau naik.?

Al Al-Salus. Beliau mengaiakan, dalam keadaan naik atau turunnya
nilai mata uang, scseorang tidak boleh melakukan pembayaran dengan

mengacu pada nilai uang tersebut kecualt dalam keadaan di mana mata

"1layul Abd al-1laliz Y usul Dawud, Tagayyur al-Qimab al-Syira’iyyah li al-Nugqud al-

Waragiyyah, (Kairo: Al-Ma'had al-* Ali It al-Vikr al-Islami, 1999), hal 281

? Ihid.
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uang itu rusak atau ditarik dari peredarannya.’

4. Ibnu Muni’. Beliau mengatakan bahwa naik turunnya nilai mata uang
tidak berpengaruh untuk melakukan pembayaran dengan mengacu
pada nilainya kecuali jika uang tersebut pada al_(himya lenyap dan
tidak bernilai sama sekali.*

5. Hujjat al-Islam  Al-Taskhiry. Beliau juga berpandangan tentang
keharusan pembayaran dengan jumlah yang sama (al-misl) baik dalam
akad qard, jual beli dengan bayar tangguh (bas’ bf saman mu’ajjal)
ataupun dalam mahar yang ditunda pembayarannya. Kecuali jika
pinjam-meminjam terscbut dari sejak awal dilakukan dengan mengacu
pada nilai dan memakai standar emas atau dengan menggunakan mata
uang asing.’

6. Pendapat ini juga - al-radd bi af-misi - telah discpakati sebagai hasil
konferensi Bank Pembangunan Islam (IDB) yang diselenggarakan di
Jeddah pada tahun 1987. Mereka berpendapat bahwa uang Kertas
memiliki kadudukan yang sama dengan mata uang emas-perak.

7. Lembaga Figh Isiam (mafjna’ al-figh al-fslami juga menetapkan

bahwa pcmbayaran hutang dengan menggunakan mata uang tertentu

AL al-Salus, Af-Fgtisad al-Islami., iilid |, (Beirut: Dar al-Tsagafah, 1996), hal. $37.
* Hayul Abdul llaliz, Tagayyur., hal 281.

3 Ihid.
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adalah dengan jumlah yang sama (imisf) bukan dengan nilainya.®

Selain itu, masih banyak lagi ulama yang lain yang berpandangan
demikian. Pendapat mereka ini sama dengan pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf
pada pendapatnya yang pertama, golongan Maliki pada pendapatnya yang paling
masyhur, golongan Syafii, dan Hanbali pada salah satu pendapatnya dalam hal
perubahan nilai mata uang resmi yang terbuat dari barang tambang (a/-nmugud al-
mi’daniyyah al-istilahivyah).!

Pendapat imam Abu Hanifah, seperti yang diungkapkan oleh Al-
Marginani:

tﬁg:ﬂ! mJ&@hgeimcqm&ﬁéuuﬂ@ﬁh\ Y

Ol A sy 3ie) A clglia aile

Artinya: Apabila seseorang meminjam wung fulus untuk kebutuhannya, lalu uang
tersebut rusak, menurut Abu Hanifuh ia harus mengembalikan jumlal:
yang sama, karena itu merupakan pinjam-meminjam dan harus
dikembalikan dengan barang sama.®

Sedangkan Maliki, beliau mengatakan:
Ly seddab gy alia il a8 Jal A Adskel o od JS

Atinya: Setiap sesuatu yang engkau pinfamkan kepada orang lain, maka ia harus
mengembalikannya kepadamu dengan barang yang sama dan kelebihan
dari itu termasuk riba’

® Muktamar Kelima Asosiasi Figh Islam yang diselenggarakan di Kuwait dari tanggal |
hingga 6 Jumadil Awal 1409 H atau dari 10 hingga 15 Desember 1988 M. Lihat Al-Asyqar, Bufus
lighiyyah fi Qadays Iylisadivyak My agirah., (Amman: Dar Al-Nala'is, 1998),ulm. 300.

7 Ahmad Hasan, Al-Aurag., hal 343-344

* Al-Marginani, Al-l/lidaysh Syarh Bidayat al-Mubtadi, Jilid VI, (Kairo: Mathash
Mustala al-1{alabi, 1965), hal. 278-279.

? Malik bin Anas, Al-Mudawwanab, |V, hal. 25.
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Sementara Al-Syafi’i mengatakan :
V) Al Culh sl Lglladd ol L £l o aal g3 ol Lugld Cllea Gag
g2 ol ol ciluaf AN dardja i Augld Jia ‘

Artinya: Dan barang siapa yang meminjamkan uang fulus atau dirham, atau
berjual beli dengannya. Lalu uang tersebut dibatalkan oleh penguasa,
maka ia hanya boleh menerima jumlah yang sama dari apa yang
dipinjamkan atau dipakai jual beli."

Golongan Hanbali, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah:

Gl dais gy laes pasiiuld lase L Jelady anlpall cols ol

2 g Cilaliall B Jialla py oa Bl sl Qg L5 5 Uy oa Rl

Oa d b Al 1agn ge dudadile IS gl eddlay (IS o DS 0 jaa ol
S algl 6 e 35 o) gun Adgd a1 A iy Qe

Artinya: Dan jika uang dirham yang berlaku adalah berupa mata uang yang
dihitung, lalu dipinjamkan, maka harus dikembalikan dengan jumiah
yang sama. Dan jika dipinjamkan dengan cara ditimbung, maka harus
dikembalikan dengan kadar timbangan yang sama pula.  Beliau juga
mengatakan: peminjam mengembalikon barang yang sama jika barang
tcrsebut berupa barang misfi, baik harganya menurun, meningkat,
manrun tetap. Jika bendu yang dipinjamkan itu wuudnyua ada, don
peminjam mengembalikannya secara wtuh tanpa cacat, maka pemberi
pinjaman harus menerimanya daik harganya telah berubah atau tidak."

B. Alasan dan Dasar Hukum Pendapat yang Melarang

Untuk memperkuat argumentasi, kelompok ini mendasarkan pendapat

9 AL-Syali'i, Al-Umm, lilid 111, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1393 1), hal: 28

" Ihou Qudamah, A/-Mugri, Jilid 1V, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1), hal.358.



65

mereka dengan memakai beberapa dalil, di antaranya adalah:"
1. Al-Qur’an.

a. Surat Al-Ma’idah ayat 1:
Sgially (ofsf (o5l il §

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-aqad itu.

Menurut mereka, ayat ini memerintahkan untuk menunaikan suatu
transaksi sesuai dengan kesepakatan. Suatu akad dikatakan terlaksana hanya jika
dilakukan sesuai dengan keadaan, jumlah, dan sifat dari objek akad ketika terjadi
transaksi, bukan dengan nilainya. Karena membayar dengan jumlah yang sama
(inis!) tersebut akan menyebabkan suatu keadilan pihak-pihak yang melakukan
transaksi. Besarnya kewajiban terbatas pada apa yang disepakati ketika terjadi
kontrak, batk jumlah, jenis, maupun sifatnya dan wajib diselesaikan sesuai dengan
jumliah, jenis, dan sifatnya itu pula tanpa ada perubéhan apapun baik penambahan
ataupun pengurangan.

b. Ayat-ayat yang memerintahkan untuk melakukan pembayaran dengan
cara yang adil serta melarang adainya manipulasi terhadap harta orang
lain. D1 antaranya dalam surat al-An‘am [52;
Bl o el s SRy
Artinya: Dan sempurnakanlal takaran dan timbangan dengan adil.
Yang dimaksud dengan adil disint adalah melakukan pembayaran dengan

jumlah, jenis serta sifat yang sama (smis/) bukan dengan nilai, karena itulah yang

"2 Hayul Abdul Uafiz, Tagayyur., hal. 290.
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menjadi kesepakatan di dalam akad.
2. Hadis.
Salah satu hadis yang menjadi landasan bagi kelompok ini adalah hadis

yang mengatakan:

VI sl Gt Ysd Vs ey Da V) il bl saai Y

Artinya: Janganlah kalian menjual emas dengan emas, perak dengan perdf,
kecuali dengan seimbang.®

Hadis ini menerangkan bahwa jika terjadi pertukaran antara dua barang
berharga maka harus dilakukan dengan seimbang baik kadar, jenis maupun
sifatnya. Karena vang adalah termasuk barang berharga (astnan) maka pertukaran
dengan seienisnya harus terjadi berdasarkan kriteria tersebut.

Dalam hadis yang lain:
ade & o ol cudl 1 J8 Al Lagie B by e Ol 08
aady cadljall 345 J.,\su.;n.,. el (il Y g (S cculBd alug
855 al La Lgagy s AU of by ¥ g € Huilial 3aTg bl il
e LaSing

Artaya: Dari Ihnu Umar r.a. beliau berkata: Aku telah menjual unta di Bagi’
dengan sejunidah dinar dan aku mengambil dirham. Aku juga menjuainya
dengan dirhum dan aku mengambil dinar, aku mengambil ini dari int dan
memberikan ini dari ini, lalu aku bertunya kepada Raswlullah, beliau
kemudian bersabda: tidak mengapa kamu mengambilnya dengan harga

Y Al-Nawawi, Safil Muslim bi Syarbi Al-Nawawi, jld 11, hal. 11.
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pada hari transak.w selama kalian berdua belum berpisah dan di antara
kalian ada barang."*

Hadis tersebut dianggap sebagai landasan utama yang memerintahkan
bahwa hutdng harus dibayar dengan seimbang baik kadar, jenis, maupun sifatnya,
bukan berdasarkan nilainya. Pada hadis tersebut, jika tidak dapat melakukan
pembayaran dengan menggunakan mata uang yang sama, Rasul meminta agar
Ibnu Umar mengambil bayaran dari jenis mata uang yang lain menurut harga mata
uang pada waktu pembayaran bukan menurut nilai uang ketika akad jual beli
terjadi.”

3. Mata uang adalah barang misli

Jika obyek pinjam-meminjam adalah barang misliyyah, maka harus
dibayar dengan yang misliyyah juga, walaupun nilainya bertambah atau
berkurang, dan ini telah menjadi konsensus jumhur ulama.'® Sementara mata uang
adalah teninasuk barang misiiyyah, oleh karena itu‘ harus dibayar dengan barang
yang sama (/misliyyah) juga.

Sifat misliyyai ini terc'lapat pada barang-barang ribawi berdasarkan jenis
dan ukurannya, bukan menurut nilai dan sifatnya. Karena banyaknya dalil yang
menyatahan bahwa kualitas barang tidak menjadi ukuran dalam pertukaran

barang-barang ribawi. Misalnya dalam menukarkan kurma yang bagus dengan

" Diriwayatkan oleh Al-Arba’ah {bnu Hazm mengatakan bahwa hadis ini lemah. Lihat
Abu Tayyib Muhammad Syamsul Haq, Svnan Aby Dawad bi Syarhi Auni al-Ms’bud, jld 9,
Gieirut: Dar al-Fikr, 1989), hal. 203. Ali bin Ahmad hin $a’id lbnu llazm, Al-Muhalla bi al-Asar,
jld. 7. (Beirut: Dar al-Kutub al-[Imiyyal, 1988) hal 452, mas’alah 1492

'* Al-Salus, Af-fqtisad al-Isfami, jid. 1, hal 510

“ yahya bin Syarl Al-Nawawi, Al-Majmu’Syart al-Mukazzab, jld. 9, (Jeddah:
Maktabah Al-Irsyad, 1), hal 341
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kurma yang jelek, emas yang bagus dengan emas yang jelek atau yang lainnya.

Ini berdasarkan pada sebuah hadis sebagai berikut:

e Jat A lagie &) (ay i Ay gl dmw A o8

A e i Jomy sl ol jals alug ddde A a1 Jou) £la

e Al Sl pad ) pad G ebally 138 G plall B A alag 4als

el o - Lol e Al sy b = el Y aluy Adle &)
e bl jally 2 a3 caad jally

Artinya: Dari Abu Said Al Khudry dan Abu Hurairah r.a. mengenar seorarg
lelaki yung membawa kurma yang bagus kepada Rasulullah. la
menceritakan bahwa ia mengambil satu sa’ kurma yang dibawanya
dengan carc menukarkan dua sa’ kurma yang jelek. Rasulvlliah lalu
bersubda: Jangaen kamu lakukan itu, (akan tetapi) juallah semuanya
dengan harga beberapu dirham lulu kemudian belilah dengan dirham
fersebut kurma yang jelek ini.V’

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah melarang menukarkan satu
sa ' kurma yang kualitasnya bagus dengan dua s¢’ kurma yang memiliki kualitas
Jelek karena kurma termasuk di antara barang-barang ribawi yang tidak boleh ada
kelebihan (rafaduf) antara yang satu dengan yang lainnya tanpa memperhitungkan
tingkat kualitasnya.

Jadi walaupun kualitasnya berbeda, jika kadarnva sama, maka pertukaran
hukumnya sah. Sebaliknya, jika kadarnya berbeda, maka kelebihan tersebut

dinamakan riba. Demikian juga dalam konteks uang, walaupun pada waktu

melakukan pembayaran hutang nilainya lebih rendah atau lebih tinggi daripada

17 Ahmad bin Ali bin ajar al-* Asqalani, Fath sl-Bari., jld 4, hal 570.
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saat transaksi dilakukan, hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk
menambah atau mengurangi jumlahnya.

Hadis tersebut di atas menguatkan pandangan bahwa yang dimaksud
dengan kesamaan ( tamasuf) dalam tukar-menukar barang-barang ribawi adalah
kesamaan pada jumlah {a/-gadr), bukan pada nilai (a/-gimah), dan pendapat yang
mengatakan sebaliknya berarti akan membuka pintu untuk melakukan praktek
riba.

4, Perubahan nilai adalah suatu hal yang lumrah.

Perubahan nilai mata uang adalah persoalan yang biasa terjadi dalam kegiatan
ekonomi. Semenjak manusia mulai melakukan kegiatan ckonomi, keuntungan dan
kerugian adalah dua perkara yang biasa terjadi dan mereka dituntut untuk
berusaha menghindar dari kerugian. Apabila seseorang meminjamkan sejumiah
uang kepada orang lain, kemudian nilai uang tersebut mengalami penurunan,
maka ia hanya boleh menerima jumlah yang dipinjamkan. Ia tidak boieh menuntut
nilai uangnya yang hilang. Sebab, perubahan nilai hanyalah disebabkan oleh
mekanisme pasar. Nilai mata uang tidak hanya mengalami penurunan disaat
inflasi, namun terkadang juga mengalami kenaikan apabila terjadi deflasi.
Pemberi pinjaman akan mengalami kerugian dengan adanya penurunan nilai uang
setelah inflasi. Demikian juga peminjam akan mengalami kerugian dengan
terjadinya peningkatan nilai uang apabila membayar hutang setelah terjadi deflasi.
Oleh karena itu, inflasi tidak dapat dijadikan alasan untuk menambah jumlah

pembayaran sebagai jalan untuk menyesuaikan nilai uang yang hilang,
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Uang adalah standar nilai, dan pada dasarnya standar yang digunakan
adalah apa yang dipakai pada waktu akad, jika tidak, maka aturan ber-mu’amalah
akan menjadi rancu. Jika diumpamakan ada dua orang berteransaksi dengan
menggunakan standar takaran tertentu, lalu kemudian takaran tersebut pada suatu
saat berubah, baik dengan mengurangi ataupun menambahnya dari semula,
akankah pembayaran dilakukan dengan menggunakan standar yang baru ?

Sifat berharga dari mata uang, baik di saat harganya menurun (rukhas)
ataupun meningkat (ga/z) tidak menjadi hilang. Akan tetapi nilainya selalu
berubah sesuai dengan perubahan hasrat manusia dan perubahan nilai mata uang
itu tidak perlu untuk diperhatikan. _

Para penganut hukum positif yang menerapkan sistem bunga, seperti di
Mesir, Libanon, dan Yordania, menetapkan bahwa apabila seseorang memiliki
hutang dalam berbentuk mata uang dalam jumlah tertentu, ia harus menunatkan
hutang tersebut sesuai dengan jumlah yang tertera di dalam transaksi tanpa harus
memperhitungkan naik atau turunnya nilai uang tersebut.’® Jika hukum positif saja
mencrapkan sistemn seperti ini, lalu bagaimana dengan syari’at Islam yang

semenjak permulaannya telah mengharamkan riba dalam kegratan ekonomi ?

C. Relevansi Pendapat Mereka dengan Dinamika Moneter Kekinian
Mencermati pendapat serta alasan yang dikemukakan oleh kelompok ini
dapat dikatakan bahwa memang benar agama memerintahkan agar dalam

melakukan pembayaran harus menurut apa yang disepakati ketika transaksi

1% Sanhiiri, Masadir al-}Hag., Jilid 111, (Beirut; Dar Ihya® al-Turas al-Arabi, 1954), hal. 61
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dilakukan. Pembayaran menurut apa yang tertera di dalam transaksi adalah
pembayaran yang hanya bersifat formalitas saja, tanpa melihat perubahan nilai
yang dialami oleh mata uang.

Dengan melihat dinamika moneter sekarang ini, uang bukanlah suatu
benda yang memiliki nilai yang tetap, jangankan dalam jangka waktu bertahun-
tahun, dalam hitungan jam pun dapat mengalami perubahan. Oleh sebab itu, jika
melihat apa yang menyebabkan keharaman riba, yaitu karena adanya unsur
menzalimi orang lain, maka pembayaran dengan menggunakan standar misi,
sementara nilai uang telah mengalami perubahan justeru menyebabkan terjadinya
kezaliman.

Apabila menurut kaidah umum hutang harus dibayar menurui apa yang
tertera di daiam akad, maka harus diperhatikan juga kaidah lzin yang lebih umum
yang mengharamkan kezaliman dan memakan harta orang dengan cara bathil.
Karena tidak boleh hanya mengambil suatu dasar hukum dengan mengabaikan
dasar hukum lain yang masih memiliki keterkaitan. Jika pada suatu saat terjadi
perubahan yang menyebabkan suatu kaidah tidak dapat dipakai lagi, seperii
teriadinva kezaliman jika melakukan pembayaran dengan standar s/, maka
yang dijadikan standar adalah dalil-dalil yang sifatnya umum (/fma/), meskipun
dalil umum tersebut terkesan bertertangan dengan kaidah yang mengharuskan
pembayaran dengan nis/ Ketidaksesuaian antara dalil-dalil umum (adil/af
ijmaliyyah) dengan kaidah keharusan pembayaran dengan mis/ (al-wafa’ bi al-
misl) akan hilang dengan melihat tujuan dipakainya kaidah umum tersebut yaitu

untuk mewujudkan keadilan dan menghilangkan bahaya (mudarat} yang dialami



BAB IV
PENDAPAT YANG MEMBOLEHKAN PENAMBAHAN PEMBAYARAN
HUTANG AKIBAT INFLASI

Kelompok yang membolehkan untuk melakukan pembayaran berdasarkan
nilai m-ata uang pada saat transaksi, terbagai menjadi tiga kelompok, yaitu:
1. Kelompok yang mengatakan pembayaran dengan nilai saja tanpa syarat
tertentu.
2. Kelompok yang membolebhkan pembayaran dengan nilai uang jika
penghutang melewati batas waktu pembayaran (asna al-mumathalal).
3. Kelompok yang membolehkan pembayaran dengan nilai uang jika

perubahan nilai uang tersebut terlalu dahsat (fagayyur fakhisy).

A. Kelompok Yang Mengatakan Pembayaran Dengan Nilai Saja Tanpa
Syarat Tertentu.

1. Beberapa ulama yang menganut pendzpat ini.

Sejumlah ulama kontetnporer berpandangan bahwa jika terjadi perubahan
nilai mata uang kertas. Oleh karena itu jika seseorang memiliki kewajiban untuk
meinvayar hutang kepada orang lain, hendaklah ia membayamnya sesuai dengan
nilat uang tersebut (g/mah), bukan dengan jumlah sebagaimana dalam transaksi
(mish). Di antara ulama yang berpandangan seperti ini adalah:

a. Muhammad ‘Asyqar.' Beliau mengatakan bahwa jika terjadi perubahan
dalam nilai mata uang kertas, maka pembayaran hutang harus berdasarkan

nilai uang ketika transaksi terjadi. Beliau berpandangan bahwa mata uang

! Asyqar: Bubuats Fighk, hal. 288.
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yang berlaku dan diterapkan sekarang tidak dapat di-giyas (dianalogikan)
dengan mata uang yang terbuat dari emas dan perak, karena tidak terdapat
illat yang bisa gunakan untuk mempersamakan keduanya (/ adami al-
illah al-jami’ah bainahuma). Emas dan perak memiliki nilai tersendiri di
dalam zatnya, dapat dijadikan sebagai standar nilai tetap. Sedangkan mata
uang kertas tidak memiliki sifat-sifat itu selama belum disahkan oleh
negara.

b. Afil al-Nasymiy, bersama sejumlah ulama menguatkan pandangan Abu
Yusuf yang mengharuskan pemakaian nilai jika terjadi perubahan dalam
nilai mata uang.

c. Syaikh Qurrah Dagi. Beliau menganjurkan untuk memperhatikan
perubahan nilai mata uang jika terjadi perbedaan antara nilai uang pada
waktu uang tersebut diterima olebh debitur dengan waktu di mana uang
tersebut dikembalikan.? Beliau mengatakan bahwa dengan cara itulah
keadilan dapat terwujud.’

d. Ahmad Zarqa’. Beliau mengatakan jika terjadi transaksi hutang piutang,
baik melalui akad jual beli atau akad qard, maka uang tersebut berada dt
bawah tanggung jawab pembeli atau peminjam dan wajib menjamin
nilainya ketika terjadi perubahan sebagaimana yang difatwakan oleh Abu

Yusuf, yaitu ia harus melakukan pembayaran sesuai dengan nilai mata

2 Ali Muhyiddin al-Qurrah Dagi, Qaidak al-Mitsli wa al-Qimiy fi al-Vigh al-Islsmi wa
Atsaruba ‘als al-Ifugug wa al-ltzamat ma’a Tatbiqi Mu'ashir ala Nugudina al-Weragiyah,
(Kairo: Dar al-'tisham, 1993), hal 203.

3 Ibid , hal 205.
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uang pada waktu akad tersebut dilakukan * Sedangkan jika uang tersebut
statusnya sebagai amanah bagi penecrimanya seperti dalam transaksi
mudharabah, maka jika pemilik modal ingin menarik kembali modalnya,
ia hanya boleh menerima modalnya dengan jumlah yang sama seperti
pada waktu kontrak mudarabah terjadi tanpa harus memperhatikan
fluktuast nilainya.

Beberapa ulama kontemporer memiliki pandangan yang sama seperti para
tokoh yang telah disebutkan di atas, di antaranya adalah Dr. Rofiq Al-Misry,’ Dr.
Al-Furfur, Dr. Syauqy Dunya. Mereka dalam hal ini, berpandangan sama dengan
Abu Yusuf pada pendapatnya yang kedua dan menjadi landasan yang paling kuat

bagt mazhab hanafi. Pada pendapatnya, Abu Yusuf memiliki dua pandangan:

ddyia (,ﬂ“ S8 ‘;‘3§ :YJi (Cuad gi oadll J8 Gesldl cald 13

Gl 285 ags att all (e Lghiah dule s Ll LW g AT Gl 2p) g 1D B
coadl dBgagmg

Artinya: Apabila harge fulus mengalami kenaikan atau penurunan sebelum
diterima, perdapal pertama: pendapatku dengan Abu Hanifah dalam
masclal ini same, yaitu pemilik uwang harus menerima jumlah yang
sama. Pendapat kedua: pemilik uang menerima nilai uang tersebut
herupa dirham pada waktu terjadi jual beli dan pada wakiu serah terima
dalam akad qard"”.

* Mustafa al-Zarqa, Syaral al-Qawa ’id al-Fighiyyah, {Damaskus: Dar al-Qalam, 1989),
hal 174.

3 Rofiq Yunus Al-mishn, Uskuof al-Igtishad al-Isfami, cet 11, (Beirut: Al-Dar Al-
Syamiyah, 1993), hal. 209,

® Dikutip oleh Asyqar dari Ibnu * Abidin dalam kitab Risalak Tanbik al-Ruqud {7 Mass ‘il
al-Nuogod Asyqar, Bulus., hal. 293
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Demikian juga yang dipegang oleh golongan Hanbali pada pendapatnya
yang kedua, sebagaimana dikutip oleh Asyqar dari kitab al-Furu’:

Al L jBalld o gldll Cuady O
Artinya: Apabila fulus mengalami penurunan, maka pembeli pinfjaman menerima
sesuai dengan nilainya.”

Pendapat ini dikuatkan lagi oleh Ibnu Taimiyyah ketika membahas tentang
perubahan nilai uang selain emas yang disahkan oleh negara® ‘dalam akad pinjam
meminjam. Beliau mengatakan :

Gl gra Lghaly dxle Ad 8y

Artinya: Pemberi pinjaman memperoleh niluinya berupa emas.®

2. Alasan dan dasar hukum kelompok ini.
Untuk memperkuat argumen mereka, kelompok ini mengajukan beberapa
dalil dari al-Qur’an, hadis, dan giyas.'®
a. Al Qur’an
Nas-nas Al-Qur’an secara eksplisit tidak pernah menyinggung tentang uang
xertas beserta hukumnya karcna merupakan suatu hal yang baru dan tidak dikenal

pada permulaan Islam. Namun para fugaha menggunakan sejumlah ayat yang

" Ibid., hal. 294

¥ A A Islahi, Economic Concepts. hal. 43.
? Asyqar, Buhus., hal 294 Namun pada sebagian pendapatnya, Ibnu Taimiyyah mengatakan
pembayaran harus menurut jumlah yang sama. Dalam Majmu’ beliau mengatakan o w2 ¥ "

33 Sy Jialla 5 ¥) D,

" Hayul Abdul Hafiz, Tagayyur, hal. 290
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dijadikan sebagai kaidah umum dalam perundang-undangan Islam khususnya
yang berhubungan dengan permasalahan ini. D1 antara ayat-ayat tersebut yaitu:

1) Surat al An’am ayat 152:

Ll o a0y SN 58l g
Artinya: Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.

Ayat ini berisi tuntutan untuk melakukan penakaran dan penimbangan
dengan cara yang adil dan seimbang. Ini menunjukkan bahwa keadilan tidak akan
terwujud kecuali jika penghutang (pada saat terjadi perubahan nilai uang)
membayar hutangnya sesuai dengan nilai mata vang ketika ia menerimanya,
karena nilai uang pada waktu pembayaran lebih rendah daripada nilai sebenarmya
pada saat akad terjadi. Oleh karena itu pembayaran dengan jumlah yang sama
dengan jumlah ketika terjadi serah terima akan menghilangkan tuntutan untuk

membayar secara adil sebagaimana yang dimaksud 6leh ayat al-Qur’an tadi.

2) Surat Al-Maidah ayat I:
Y I P AR T 1

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penukilah aqad-aqad iru.

Ayat ini memerintahkan untuk menunaikan aqad-aqad (seperti membayar
hutang). Memenuhi akad yang dimaksud ayat itu bukan hanya sekedar bersifat
formalitas saja, akan tetapi dalam arti yang sesungguhnya. Transaksi pertukaran
(ugad al-mu’awadah) terjadi atas dasar kesamaan/keseimbangan antara kedua
benda yang dijadikan objek dan atas dasar keredaan masing-masing pihak pada

awal transaksi. Apabila kemudian terjadi perubahan pada nilai mata uang, maka
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rusaklah arti “keseimbangan” itu," sebab apa yang dibayarkan (setelah terjadi
perubahan) kepada pemberi pinjaman bukanlah harga yang sesungguhnya, karena
pembayaran tersebut hanyalah bersifat formalitas saja, namun yang sebenamya
adalah pembayaran berdasarkan nilai uang ketika akad terjadi.

Apabila tidak dilakukan penyesuaian nilai hutang supaya nilainya stabil
sebagaimana pada waktu akad (ketika muncul suatu hal yang menyebabkan
ketimpangan dalam akad tersebut), akan mengakibatkan dizaliminya salah satu
pihak sementara pihak yang lain menikmati sesuatu yang tidak halal baginya.
Melakukan suatu akad (transaksi) memang merupakan kebutuhan yang mutlak,
sebagaimana pula mutlaknya untuk menunaikan akad tersebut. Namun
kesemuanya itu harus tunduk pada ketentuan umum yang mengharamkan
kezaliman.

Dengan demikian, kebutuhan untuk melakukan transaksi dan kewajiban
menunaikannya harus  memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan tujuan
dilakukannya sebuah transaksi. Apabila pada suatu saat terjadi suatu hal yang
dapat menimbulkan kemudaratan dan kezaliman bagi salah satu pihak (seperii
menurunnya dava beli mata uang), maka disinilah perlunya untuk menerapkan
ststem pembayaran menurut tingkat perubahan nilai uang agar dapat menghindari
kerugian dan kezaliman.

Al-Svatibi mengatakan:

aSan ¥ aghiadl Gl oyl Baguala v Jlad) cile B B

" Mahmud bin Ahmad Al-Zunjani, Takhrij al-Furu’Als al- Ushul (Icirut: Mu'assisah
Al-Risalah, 1987) hal. 197. Taimiyah, Af-Farawas, (ttp:tp, tt), jid 3, hal 226
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sl ol ang Vi alaall g alaYLy cpdlSall oo 8 jalal el e Jad o
Jadll ¢34l 5 La

Artinya: Pengkajian terhadap latar belakang suatu perbuatan adalah penting dan
sangat diperlukan menurut aturan syara’, dan seorang hakim (mujtahid)
tidak boleh memutuskan sebuah hukum terhadap perbuatan seseorang
dengan melakukan tuntutan dan penahanan kecuali jika telah melakukan
pengkajian  terhadap—apa-—yang —melatarbelakangi  orang tersebut
melakukan perbuatan itu.”?

Pengkajian terhadap motif suatu perbuatan dimaksudkan agar seorang
mujtahid -berdasarkan kaidah-kaidah yang ada- bertindak menangani sebuah
kasus dengan tujuan agar tercapai kesesuaian antara apa yang dikehendaki oleh
kasus tersebut dengar apa yang dikehendaki oleh inagasid al-syari’ah, dimana
tidal: terjadi kontradiksi antara keduanya baik dari segi motif maupun fujuan. jadi,
berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Al-Syatibi tadi, dalam konteks perubahan
nilai vang, maka perubahan tersebut harus dipertimbangkan agar tidak terjadi
suatu kezaliman di antara pihak yang terkait dalam transaksi. Tanpa
memperhatikan hal tersebut, apa yang diinginkan oleh syara’; yakni kemaslahatan,
tidak akan tercapai.

Lebih ianjut Al-Syatibi mengatakan:

AN 5T of wead JLasYl g bl pluaal s i Ladl aleall o
(i ga Lalal 1S o) Lol (JUS SB ABX Jaally aSall ol JME

Bigualia b dus il Sl oY (p gdia & Jailld (dillia Aabiaall g

12 [hrabim bin Musa al-Syathibi, Al-Muwafagat i Usuli al-§ yari ‘ah, jid 4, (Beirat: Dar
al-Fikr, 1), syarh dan ta’lig oleh Abdullah Darraz, hal 110.
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G i Al rllaall Ay Lpilea b s AT gl Lo dad Lail g cLguddl]
Lela¥

Artinya: Hukum dijadikan untuk tujuan kemaslahatan manusia, dan amal
perbuatan manusia harus sesuai dengan ketentuan hukum tersebut. Jika
hukum dan perbuatan selaras, maka tidak menjadi masalah. Namun jika
secara lahiriah suatu perbuatan sesuai dengan hukum, akan tetapi
bertentangan dengan kemaslahatan, maka perbuatan tersebut dengan
sendirinya bertentangan dengan syari’at. Karena perbuatan-perbuatan
svara’ bukan ditujukan untuk dirinya sendiri, akan tetapi untuk suatu
kemaslahatan.

Dalam ungkapan Al-Syatibi yang mengatakan “jika fiukum dan perbuatan
selaras, maka tidak menjadi masalah. Namun jika secara lahiriah suatu
perbuatan sesuai dengan hukum, akan tetapi bertentangan dengan kemaslahatan,
maka perbuatun tersehut dengan sendirinya bertentungan dengan syari'at”, dapat
dipahami bahwa walaupun secara lahiriah pembayaran dengan jumlah yang sama
(misl) sesuai dengan standar keadilan, namun di balik itu, dengan hilangnya nilai
uang, justeru nilai-nilai keadilan tersebut terabaikan. Oleh karena itu, jika terjadi
penurunan nilai uang, maka nilai tersebut harus diganti sesuai dengan tingkat

penurunannya.

3) Surat Al-Baqarah 188, Allah berfirman:
SBUM AL 280 gl 161U U

Artinya: Dan janganlah sehahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain
di antara kamu dengan jalun yang bathil.

Secara tidak langsung ayat ini mengisyaratkan bahwa mengembalikan

" hid, jilid 11, hal 18
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uang setelah terjadi perubahan dalam nilainya dengan jumlah yang sama dengan
ketika akad terjadi sama saja dengan memakan harta orang lain secara bathil, baik
perubahan tersebut menambah atau mengurangi nilainya. Sebab, uang beserta
nilai yang dikandung oleh uang tersebut adalah amanat bagi peminjar;l dan harus
mengembalikannya dalam keadaan utuh.

4) Surat An-Nisa’ ayat 58:

-

o e o pEea 13 AT (N catai oY ol R80aG d gy
dmh‘ ‘o X Eo FA
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menstapkan

hukcum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Ayat ini merupakan prinsip dasar dan salah satu bagian penting yang

dijadikan sebagai patokan atau standar bagi perundang-undangan dun hukum

[slam. Ibnu al-Qayyim mengatakan:

Gl Coppds Laidd sl Jaally (ulil a gl aysg g3 A

0 (otd Bl g Jaaliles a5 Ak (olg cAding Dt g yd a3 Jaadl
Ailas Caal g Gaal)

Artinya: Sesunggulmya Allah menvrunkun kitubnya agar manusia menegakkan
keadifan dan keselarasan. Di mana saja keadilan muncul, disanalah
terdapat  syariat dan agama Allah. Dengan cara apapun sebuah
keadifan dan keselarasan dupat tercupai, maka itulah bagian dari
agama Jdan tidak bertentangan."

'* Muhammad bin Abi Bakr Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah. AX-Turug al-If ukmiysh fi 2l-
Siyasah al-Syari ’ah, 1ahaig Muhammad Hamid Al-lFagi, (Beirat: Darc al-Kutub Al-llmiyyal, tt), |
hal.14.
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Meminta peminjam untuk membayar dengan jumlah yang sama ketika
akad dilakukan padahal daya beli uang meningkat adalah kezaliman baginya
karena jumlah yang dibayarkan pada hakikatnya lebih besar dari yang
sebenarnya. Begitu pula jika memaksa pemberi pinjaman agar menerima uangnya
dengan jumlah yang sama ketika akad dilakukan padahal daya belinya telah
menurun, maka tindakan itu juga adalah kezaliman. Untuk menghindari kezaliman
dan mewujudkan keadilan bagi kedua belah pihak adalah hanya dengan
membayar sesuai perubahan nilai uang itu.

Prinsip istifisan merupakan salah satu sumber hukum Islam yang pada
hakikatnya adalah mengeluarkan sebuah masalah dari dasar umum yang khusus
(as/ kulll khas) dengan sebuah dalil yang menuntut adanya pengecualian baik
dengan nas, jimak, karena darurat, ataupun berdasatkan urf™ Atau dengan kata
lain: penggunaan mas/ahat juz’iyyah pada suatu k;isus tertentu yang berlawanan
dengan gias am yang diterapkan pada masalah yang serupa karena adanya alasan
yang lebih kuat yang menghen.daki adanya penyimpangan itu.'¢

Dalam konteks pinjam meminjam uang, ist7hsan dapat diaplikasikan
dengan mengatakan: jika memang dalam mengembalikan uang tidak boleh kecuali
hanya dengan jumlah yang sama, maka persoalan perubahan nilai mata uang harus
dikeluarkan dari kaidah tersebut untuk menjaga keadilan karena jika memaksakan

‘untuk meng-gryas uang kertas kepada emas dan perak maka akan menimbulkan

" Fathi Al-Dariniy, Nazriyyat al-Fighiyah, (Damaskus. Mansyurat Sami’azh Dimasyy,
1990) hal. 132.

' Muhammad Abu Zahrah, Ushal Figh, alih bahasa Saefullah Ma’sum, dkk, (Jakarta:
Pustaka Firdaus, 1999), hal. 403.
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kezaliman.
b. Hadis
1) Hadis yang diriwa_yatkan oleh Ibnu Abbas dan Abu Said al-Khudry,
Rasulullah bersabda:
Ha g gy
Artinya: Tidak mudarat dan tidak memudaratkan.”

Dar hadis tersebut para ulama mengeluarkan beberapa kaidah figh di
antaranya kaidah “/z darara wa [la dirara> dan kaidah “ad dararu yuzali®, dan
kaidah-kaidah lain yang menjadikan “kemudaratan” dan “menghilangkannya”
sebagai kaidah umum dalam syari’at Islam. Hadis ini mengisyaratkan bahwa naik
dan turunnya nilai uang adalah cacat yang menjangkiti mata uang dan dapat
menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yang melakukan transaksi. Oleh
sebab itu, agar terhindar dari akibat buruk (m:}d.a_raf) maka hendaknya harus
kembali kepada nilai uang.'®

2) Hadis Jbnu umar yéng mengatakan:
ald (Bl Sl )l alug ddde & a3

b el ¥ JE € el 33T adl Al audg caadyal 3ATg ailiall

P LaSiy g 18 080 ) La Lga gy sy 3L

1” Muhammad bin Ali Al-Syaukani, Naif al-Autar Syarh Muntaqi al-Akhbar, jid 5, (ttp:
ar al-Fikr, tt) hal. 385.

1< Ajil Jasim al-Nasyami, Tagayyoru Qimati al-Umliah f7 al-Figh al-Isfami, jid 11, (ttp:
Majma’ al-Figh al-Islami, 1988), hal. 1611 dan 1669.
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Artinya: Aku telah menjual unta di Baqi’ dengan sejumlah dinar dan aku
mengambil (bayarnya) dengan dirham. Aku juga menjualnya dengan
dirham dan aku mengambil dinar, aku mengambil ini dari ini dan
memberikan ini dari ini, lalu aku bertanya kepada Rasulullah, beliau
kemudian bersabda: tidak mengapa kamu mengambilnya dengan harga
pada hari transaksi selama kalian berdua belum berpisah dan di antara
kalian ada barang.®

Dalam hadis tersebut Ibnu Umar menceritakan dirinya menjual seekor unta
dengan harga beberapa dinar, misalnya dengan harga 20 dinar. Kemudian pembeli
tidak mendapatkan dinar untuk membayarnya. Maka ia membayar dengan dirham
yang memiliki nilai sama dengan dinar tersebut. Rasulullah kemudian menyatakan
bahwa hal tersebut hukumnya boleh. Ini mengisyaratkan bahwasanya jual beli
terkadang bersifat mu’ajfal (ditunda) dan harga satu dinar pada hari transaksi
misalnya 10 dirham dan ketika pembayaran dilakukar menjadi 11 dirham.

Berdasarkan redaksi hadis tersebut berarti pembeli akan membayar dengan jumlah

11 ditham per-dinamya dengan berpedoman pada nilai (gimah) bukan jumlah

nominal (smisf). Dengan melihat bahwa mata uang emas dan perak yang memiliki

nilai yang tetap saja boleh dengan menggunakan nilainya, lalu bagaimana dengan

mata vang kertas yang nilainya senantiasa berubah?
3) Hadis riwayat Nasa’i yang menyebutkan bahwa Rasulullah menentukan
nilai dfyat dengan empat ratus dinar atau menyesuaikannya dengan perak.

Jika harga unta mabhal, maka Rasulullah menaikkan jumlah diyar, dan

menurunkannya jika harga unta turun. Nilai Jfyas pada zaman Rasulullah

berkisar antara empat ratus sampai dengan delapan ratus dinar atau dengan

' Diriwayatkan oleh Al-Arba’ah. Ibnu Hazm mengatakan bahwa hadis ini lemah. Lihat
lbau llarm., Al-Mafalla, jld, 7, hal. 452, mas’alah 1492 Abu Tayyib, dunul, jld. 9, hal 203.
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cara menyesuaikannya dengan nilai perak.”’

Ini menunjukkan bahwa tidak ada ketetapan dalam jumlah diyar, akan
tetapi selalu berubah seiring dengan perubahan nilai mata uang yang disebabkan
karena perubahan harga unta - pada zaman Rasulql]ah - yang berkisar antara
empat ratus dan delapan ratus dinar. Dengan demikian, yang dijadikan standar
adalah nilai mata vang, bukan jumlahnya.

Oleh karena itu Umar [bnul Khattab pada sebuah hadis yang diriwayatkan

oleh Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata:
Dy ALl aluy adle A e A Jpuy 3 Ao Lal) il
W de B ash Jal ey s call caadd Jal o g jd8 8

Artinya: Bahwasanya diyvat pada masa Rasululleh adalch delapan ratus dinar
dan delapan ribu perak. Pada wakiu Umar menjodi khalifah, beliau
pernah berkata pada saat menjadi kiatib: tidakkah unta sekarang
harganya naik? Kemudian Umar mewajibkannya atas orang yang
memiliki emas dengan jumlah seribu dinar dan atas orang yang
memiliki perak dengan jumlah dua belas ribu dirham.*'

Hadis ini mengisyaratkan bahwa jumlah diyar disesvaikan dengan harga
barang yaitu unta,” jika divar tersebut di-uang-kan, maka jumlahnya harus
mengikuti perubahan harga barang itu, dan diyat merupakan hutang yang harus

dibayar.

® A-Suyuti, Sunsn &l-Nasa'i bi Syark al-Sayati jld 8, (Beirut: Dar al-Basya'ir al-
Islamiyyaly, tt) hal 43, bab 33.

2 HR. Abu Dawud. Lihat Abu Tayyib, Seaan Abu Dawud bi Syarh Auni sl-Ma’bud, jld
12, hal. 284.

3 Ali Muhyiddin al-Qurrah Dagi, Qaidah al-Misli., hal .220.



86

Demikian juga pada hadis yang diriwayatkan oleh al-Zuhri, ia
mengatakan: diyat pada zaman Rasulullah adalah seratus unta dan setiap unta
senilai satu agiyyah, sehingga berjumlah empat ribu ditham. Ketika Umar
menjadi Khalifah, harga unta semakin mahal semantara harga perak (wariq)
semakin menurun, maka Umar menjadikan nilainya satu setengah wugiyya#, lalu
harga unta naik lagi dan harga perak semakin menurun, maka Umar menjadikan
nilainya dua dgiyyah sehingga berjumlah “delapan ribu dirham, demikian
selanjutnya harga unta semakin melambung dan harga perak menurun hingga
mencapai dua belas ribu dirham atau setara dengan seribu dinar.”

Semua hadis yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa Umar ra
menaikkan kadar atau jumlah Ziyar pada saat terjadi penurunan harga perak.
Sebelumnya, yakni pada masa Rasulullah, kadar diyat adalah seratus uqiyyah atau
empat ribu dirham, lalu Umar menambahnya menjadi seratus lima puluh ribu
mqivyah atau setara dengan enam ribu dirham. Kemudian terjadi lagi penurunan
harga perak, Umar pun menambahnya menjadi dua ratus ugiyyah atau delapan
ribu dirham, kemudian sampai pada angka dua belas ribu dirham.

c. {ivas

Untuk memperkuat keabsahan penggunaan nilai uang dalam pembayaran,

kelompok ini memperkenalkan penggunaan giyas pada beberapa persoalan figh di

antaranya:

23 1hnu [Hammam al-Shan’ani Abdurrazzaq, Al-Musannif, jld 8, (Beirut: Dar al-Kutub al-

Ilmiyyah, 2000). hal. 185 dan 187.
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Pertama: pendapat paling kuat menurut golongan Syafi’i yang mengatakan
bahwa jika hutang berbentuk barang misfi, lalu kemudian barang tersebut
menjadi langka dan harganya naik, maka tidak wajib membayarnya dengan
barang yang sama (misf) melainkan dengan nilainya. Pendapat ini dibenarkan
oleh al-Nawawi, al-Bulqaini, dan Suyuti.** Bentuk gias di sini adalah bahwa
barang misfi walaupun tidak berbentuk uang, jika harganya naik, maka barus
dikembalikan kepada nilainya. Lalu bagaimana dengan mata uang kertas yang
tidak memiliki milai secara intrinsik dan hanya berfungsi sebagai alat tukar
belaka?

Kedua: Pendapat fuqaha’ yang mengatakan bahwa jika pinjaman berbentuk
barang mis/7, lalu barang tersebut hilang atau lenyap, maka harus dikembalikan
kepada nilainya.?

Penting untuk diperhatikan bahwa pengertian misfi bukan hanya pada
barang yang nyata saja, akan tetapi salah satu bagiannya adalah masalah
keuangan. Dua mata uang akan dikatakan serupa (/amasu/) jika memiliki nilai
yang sama, apabila nilainya berbeda maka keduanya tidak dapat dikatakan
tamasul. Mata uang kertas bukanlah dilibat dari sisi bentuk dan rupanya, akan
tetapi dari nilainya. Oleh karena itu, dengan menerima pendapat yang mengatakan
bahwa uang termasuk barang misfiyyah dan harus dikembalikan dengan jumlah

yang serupa, jika terjadi perubahan nilai, maka harus dikembalikan kepada

* Muhammad bin Abi Abbas Al-Ramli, Nibayatulmultaj ils Syark al-Minkaj, jid 3,
{Beirut: Dar al-Kutubi al-llmiyah, 1993) hal 412.

» Muhiammad bin Abd al-Wahid Ibn al-Hammam, Syark Fath al-Qadir li al-*Ajizil
Fagrr, jid 6, (Beirut: Dar Thya'i al-Turas, 1t), hal 276,



38

nilainya, bukan menurut bentuk dan jumlah yang sama.

Ketiga: pendapat fuqaha’ yang mengatakan bahwa jika barang pinjaman
berbentuk nilai, kemudian nilai tersebut menurun dan pemberi pinjaman tidak
mau menerimanya, maka ia boleh meminta pembayaran sesuai dengan nilainya.*

Bentuk giyas di sini adalah bahwa pengertian nilai (ginal) pada mata
uang kertas lebih tepat dipakai daripada pengertian misl. Oleh karena itu jika
harganya berkurang, maka harus dikembalikan kepada nilainya.

Keempat. Pendapat fugaha’ yang mengatakan bahwa jika barang misli
mengalami cacat, maka pemberi pinjaman bolech menolaknya karena akan
menyebabkan kerugian, oleh karena itu ia berhak meminta sesuai dengan
nilainya.”’

Bentuk giyas di sini adalah bahwa berubahnya daya beli uang merupakan
suatu cacat yang menimpa mata vang itu sendiri.- Mata uang bukan dilihat dar
bentuknya, akan tetapi yang dilihat adalah nilainya, sehingga walaupun bentuknya
dirubah, perubahan itu tidak akan mempengaruht nilai uang tersebut. Tidak akan
dikatakan berbeda antara uang kertas yang lama dengan yang baru, antara mata
uang emas-perak dengan logam mulia, karena keduanya memiliki nilat tersendiri
dan juga dapat saling melengkapi.

d. Anggapan bahwa perubahan nilai mata vang adalah force majeur

(arfun tari’un).

% Mansur bin Yunus Al-Buhuty, Syark Mutaba al-Iradat, jld. 2, (Beirut: *Alam al-
Kutub, tt) hal, 226.

7 fhid.,



89

Teori force majeur dapat pula dijadikan sebagai alasan untuk membolehkan
penggunaan nilai uang dalam pembayaran hutang. Pada beberapa pembahasan
masalah figh dijelaskan bahwa jika pada keadaan tertentu seseorang yang
memiliki hutang ditimpa oleh “suatu bencana” (adrar fadihah) yang tidak terjadi
pada saat akad dilakukan, maka ia harus diselamatkan dari bencana tersebut.

Teori force majeur tersebut memunculkan teori dalam figh Islam tentang
di-fasakh-nya akad ijarah karena terdapatnya haiangan (uzr).”* Menurut golongan
Hanafi, jika terdapat halangan ( zzur) untuk melanjutkan akad, maka akad tersebut
boleh di-fasakh, karena jika akad diteruskan, maka akan membahayakan pihak
yang terkena uzr, padahal di dalam akad tidak disebutkan demikian® akibatnya
akan terjadi ketidakseimbangan akad antara kedua belah pihak, oleh karena itu
mereka mengatakan akad tersebut harus di-fasakh.

Selain itu terdapat teori jawa 7l dalam mazhab Maliki*' dan Hanbali.*?
Golongan Maliki dan Hanbali memiliki pendapat tentang wad’u al-jawa’ih, yaitu

melepas sebagian dari harga/bayaran yang telah diserahkan oleh pembeli menurut

8 Uzur adalah suatu hal yang muncul di kemudian hari yang dapat mengganggu jalannya
akad atau membahayakan modal usaha pada waktu akad sedang berjalan. Lihat Wabbah Zuhaily,
Al-Figh al-Islami Wa Adillatab, jid 4, (Damaskus: Dr al-Fikr, 1984), hal 302.

¥ Al-Sarkhasi, A/-Mabsut, jld 16, hat. 2.

M Jawa'ih (jamak dari ja ‘ihati) adalah segala sesuatu berupa bencana yang tidak mungkin
dihindari walaupun hal itu telah diketahui akan datang. Biasanya bencana tersebut menjangkiti
buah-buahan dan menyebabkannya rusak sehingga harganya menjadi turun. Lihat Sayyid Sabiq,
Figh al-sunnah, j\d 3, (Deirut: Dar al Fikr, 1983), hal. 154.

3 Muhamimad bin Ahmad Ibau Rusyd, Bidayat al-Mujishid wa Nibayat al-Mugtasid, jld
2, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1985), hal. 186.

3 Muhammad bin ai-Iusain bin al-Farra” Abu Ya'la, Masa il al-Fighiyyah min Kitabi
al-Riwdyatsin, jld 1, tahqiq Abdu! Karim bin Mubammad al-Lahim (Riadh: Maktabah al-Ma’arif,
1985), hal. 336.
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memerintahkan untuk melakukan wad’u a/-jawa’ih.*®

Berdasarkan permaslahan furd’iyah yang berlandaskan pada nilai-nilai
keadilan ini, dan pentingnya kesamaan tanggungjawab di antara pihak-pihak yang
melakukan akad, maka para fuqaha’ berpendapat dalam masalah wagd’v al-jawa ’il_’;
ini - dimana tidak ada salah satu pihak pun yang terlibat di dalamnya - jika akan
merugikan salah satu pihak, maka menjadi suatu keharusan untuk menghilangkan
bahaya tersebut. Akibat terjadinya ja'fhah ini, harga yang akan diterima oleh
penjual akan berkurang menurut tingkat kerusakan yang terjadi. Oleh karena itu,
demi terwujudnya keadilan, maka bahaya yang akan menimpa salah satu pihak
tersebut harus dilenyapkan.

Jika kita ingin mengaplikasikan teori ini dalam persoalan perubahan nilai
uang, kita akan menemukan sisi persamaan dalam hukumnya, sebab kriteria agar
dapat dikatakan sebagai force majeur terdapat juga di dalam perubahan nilai uang,
di mana berubahnya bukan akibat dari ulah tangan salah satu pihak yang tidak
dapat dihindari dan berpengaruh terhadap akad yang telah berlangsung. Sebagai
aplikast teori wad’u al-jawa’ifs ini, kerugian yang dapat menimpa salah satu pihak
harus dihindari, dan satu-satunya cara adalah dengan melakukan pembayaran
menurut nilai uang itu.

e. Qias atas pendapat ulama yang mengatakan Kkeharusan pembayaran
dengan nilai jika terjadi perubahan nilai pada mata uang yang disahkan

oleh pemerintah (a/-nugud al-istilahi).

¥ Ihid
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Sejumiah ulama membedakan antara mata uang emas-perak dengan mata
uang selainnya yang disahkan oleh pemerintah. Mereka berpendapat jika mata
uang selain emas dan perak mengalami perubahan nilai, maka pembayaran harus
disesuaikan dengan tingkat perubahan nilainya, bukan dengan jumlah yang sama.
Perubahan nilai mata uang emas dan perak menurut mereka disebabkan oleh
faktor penawaran dan permintaan (al-‘ardu wa al-falab), sedangkan perubahan
nilai pada mata uang selainnya (seperti mata vang kertas), disebabkan karena
faktor yang berhubungan dengan nilai uang itu sendiri.

f. Pendapat yang mengatakan pembayaran dengan nilai adalah lebih
mencerminkan prinsip rida dalam transaksi.

Salah satu pilar pembeniuk akad adalah keridaan. Penjual akan bersedia
menjual barangnya sesuai dengan nilainya pada waktu akad. Ia tidak akan mau
menjualnya dengan harga yang baru dan setelah terjadi penurunan nilai uang.
Demikian juga pembeli, ia tidak akan mau membeli barang dengan harga yang
baru setelah terjadi kenaikan nilai uang, jika demikian keadaannya, maka prinsip
rida dalam akad menjadi rancu. Untuk menghindari hal tersebut, tidak boleh tidak
harus melakukan pembavaran menurut perubahan nilai uang vang terjadi. Oleh
karena itu, pemilik barang harus mendapatkan nilai barangnya sebagaimana yang
telah disetujui di dalam akad, demikian juga pemberi pinjaman harus
mendapatkan nilai uangnya sebagaimana nilainya ketika akad.”

Dari sini kita dapat menemukan hikmah mengapa barang ribawi harus

segera diserahkan pada waktu akad, yaitu untuk menjaga nilainya, atas dasar

* bnu Taimiyyah, Al-Fatawa, jld 3, hal. 266
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bahwa harga barang pada waktu akad merupakan standar yang paling tepat untuk
dipakai agar kedua belah pihak rela menukarkan apa yang dimilikinya, adapun
setelah itu nilai tersebut dapat saja berubah.

g. Pembayaran dengan menggunak.an nilai dapat menghindari kelalaian

peminjam terhadap batas waktu pinjamannya.

Apabila hutang harus dibayar dengan menggunakan nilainya, maka akan
dapat mendorong peminjam untuk segera membayar hutangnya, karena jika tidak,
ia akan membayar dengan jumlah jauh lebih banyak daripada jumlah yang
dipinjam. Sedangkan jika pembayaran dengan jumlah yang sama (seperti
pendapat sebelumnya), akan dapat menyebabkan peminjam n}engulur-ulur waktu
pengembalian dengan maksud agar nilainya semakin turun. Dengan demikian,
pendapat yang mengatakan pembayaran harus dengan nilai, dapat dijadikan
sebagai solusi bagi problematika moneter kontemporer yang diperkenalkan oleh
sistem ekcnomi modem khususnya dalam sistem pembayaran ketika terjadi
perubahan nilai uang,

h. Pengertian “Qimalf” pada mata uang kertas lebih kuat daripada

“misliyyah”.

Pengertian uang pada masa sekarang seperti uang kertas, hanyalah
merupakan surat jaminan dari pemerintah yang dapat dijadikan hak milik oleh
pemecgangnya. Uang tersebut akan beredar sebagai alat pembayaran dengan
menyerahkannya kepada orang lain. la akan tetap seperti keadaannya semula
berupa kertas yang tidak memiliki nilai intrinsik (¢imah zatiyah) sama sekali.

Dengan melihat hakikat uang ini, yaitu terbuat dart kertas, dan fungsinya sebagai
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alat tukar, maka jelas ia tidak memiliki faidah sama sekali selain nilai yang
ditetapkan padanya. Oleh karena itu, vang tersebut adalah nilai (g/maf), bukan
barang mis{, dan nilai harus dibayar dengan nilai, bukan dengan benda yang
serupa (misf).

i. Akan muncul bahaya besar jika mengatakan hutang harus dibayar
dengan jumlah yang sama, dan akan menimbulkan ketidakadilan pada
salah satu pihak.

Pemilik property misalnya, jika menerima pembayaran sewa setelah
berjalan dua puluh tahun, ia akan mendapatkan uang bayar sewanya setelah uang
tersebut tidak ada nilainya lagi. Demikian juga pemilik modal syirkah mudarabah
akan kehilangan haknya jika menerima kembali modalnya dengan jumiah vang
sama. Untuk menghindari ketidakadilan tersebut, maka pembayaran harus

menurut perubahan nilai modal/uang tersebut.®

B. Kelompok Yang Mengatakan Pembayaran Dengan Nilai Jika Perubahan
Terjadi Setelah Melewati Jatuh Tempo Pembayaran.

Sebagian ulama membedakan antara perubahan nilai uang yang terjadi
sebelum jatuhi tempo dongain perubahan yaig terjadi setciah jatuh tempo
disebabkan peminjam mengulur-ulur waktu. Jika perubahan nilai terjadi sebelum
jatuh tempo pengembalian, maka pemilik uang tidak bolsh menerima kecuali
dengan jumlah yang sama, dengan memakai alasan seperti yang dilontarkan oleh

kelompok yang mewajibkan mis/ Namun jika perubahan tersebut terjadi setelah

Y Asyqar, Al-Nugud wa Tagallubi Qimati al-Umliah, ,jid 3, (1tp: Majallah Majma’ Al-
Figh Al-Islami, 1988), hal. 16289,
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lewat tempo pembayaran, pemilik modal/uang berhak menuntut pembayaran

berdasarkan nilai uang ketika akad berlangsung. Salah satu ulama tersebut adalah

Nuzaih Hammad, beliau menyebutkan bahwa kewajiban membayar nilai uang

yang rn.engalami fluktuasi berdasarkan nilai pada waktu transaksi te_rjadi lebih
utama untuk diperhatikan.*!

Kelompok ini menggunakan beberapa hadis sebagai dasar pandangan mereka:

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah

telah bersabda:
alls Gal (Jhaa

Artinya: Orang mampu yang menunda-nunda pembayaran hutang adalah telah
berbuat zalim.?

Dalam hadis tersebut, jika menunda-nunda diartikan sebuah kezaliman,
maka yang dimaksud adalah kezaliman vang dilakukan oleh penghutang dengan
menunda pembayaran yang menyebabkan hilangnya hak orang lain berupa
turunnya nilai uang yang ia miliki. Ajaran Islam memerintahkan untuk
melenyapkan kezaliman, dan satu-satunya jalan untuk menghilangkan kezaliman
pada pembayaran hutang adalah hanya dengan menggunakan nilai uang, bukan
misl. Mafhim mukhalafah hadis tersebut menunjukkan bahwa jika penghutang
dalam kesulitan dan tidak mampu membayar, maka bukanlah termasuk kezaiman

dan mengulur-ulur waktu, oleh karena itu ia hanya wajib membayar dengan

*' Nuzaih Hammad, Qadaya Fighiyyak Mu'ashirah [i al-Mal wa al-iqtishad, cet ],
(Betrut. al-Dar al-Syamiyal, 2001), hal 498,

2 Muttafaq ‘Alaih. Lihat Al-* Asqalani, Sahib al-Bukhari,jld V, hal. 570.
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jumlah yang sama.
2. Hadis yang diriwayatkan oleh Amr ibnu Syarid dari bapaknya

bahwasanya Rasulullah telah bersabda:
Ay gie g dud & Jag bl

Artinya: Terhadap orang yang mampu yang menunda membayar hutang halal
kehormatannya dan boleh menerimu ganjaran.®

Hadis tersebut menunjukkan bahwa crang yang memiliki kelonggaran
untuk membayar hutang dan sengaja mengulur waktu pembayaran, seolah-olah
membiarkar dirinya untuk menerima akibat dari perbuatannya. Ia harus
bertanggung jawab atas akibat perbuatannya menunda-nunda pembayaran
walaupun tidak terjadi perubahan mata uang. Terlebih lagi jika nilai uang telah
berubah, ia akan menanggung beban yang lebth besar.

3. Para fugaha’ sepakat tentang keharusan jaminan atas pinjaman dan
titipan jika mengalami kerusakan karena kecerobohan* Seperti
menahannya setelah melewati tempo pengembalian, tidak dikembalikan
kepada pemiliknya di saat pemiliknya tersebut meminta kembali, sebab
kelengahan memeliharanya, atau menyalahgunakannya. Apabila
seseorang menyewa kendaraan, kemudian menggunakannva pada
bukan tempatnva, atau melewati waktu yang telah disepakati, maka ia
harus menanggung segala resiko yang mungkin terjadi. Imam Malik

meng-‘i/lat-kan dengan mengatakan “ karena barang (wadf'ah dan

43 Al Asqalani, Sahih Bukhari,Jilid V_ hal 46

* Ibnu Hazm, Af-Muballa, jld 7, hal 137,
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‘Ariyah) tersebut tertahan dari pasarnya, dan dari kegunaan yang
sebenarnya”.*’

Jika barang pinjaman, titipan, atau kendaraan sewaan harus dijamin
apabila mengalami kerusakan, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai dasar
penggiasan bagi perubahan nilai mata uang jika telah melewati tempo
pengembalian, karena penguluran waktu dianggap sebuah kesengajaan. Selama
masa penguluran waktu tersebut, uang mengalami cacat yaitu penurunan daya
belinya. Kecacatan ini merupakan bahaya yang disengaja, dan bukan terjadi
dengan sendirinya sebagaimana yang menimpa barang titipan ataupun kendaraan
sewaan.

4. Jumhur ulama berpendapat apabila barang rampasan mengalami
kerusakan, maka wajib atasnya suatu jaminan, baik kerusakan
diakibatkan oleh kesengajaan perampas.ataupun bukan.* Merekapun
berpendapat bahwa barang bersifat misiT harus dijamin dengan barang
misif yang sama, sedangkan barang ¢/m/, dijamin dengan barang qiins
pula.”’

Walaupun jumhur mengatakan bahwa jika menurunnya nilai barang

rampasan (/magsub) akibat dari mekanisme pasar, maka tidak boleh diganti

kecuali dengan barang yang sama dan tidak boleh dikembalikan kepada nilai yang

** Malik bin Anas, A/-Mudawwanah, iid 3, (Beirut: Dar al-Fike. 1978), hal 432

6 v usuf bin Abdullah bin Muhammad Ibnu Abdil Bar, Af-Kafi fi Fighi Abl al-Madinah
al-Maliki, jld 2, (Riad: Maktabah al-Riad al-I1adisah, 1980), hal. 841

*7 Syaikh Nizam, Fatawa ai-Iindiyah, jld 5, cet. I, (Beirut: Dar Ihya’i al-Turas al-
Arabi, 1980), hal. 127.
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sebenarnya®® karena yang berubah bukanlah barangnya, melainkan karena
perubahan tingkat hasrat manusia. Namun kalangan Safi’iyah dan sebagian
Malikiyah berpendapat tentang wajibnya jaminan atas perubahnya niai barang
yang digasab, walaupun perubahan tersebut akibat dari mekanisme pasar. Apabila
seseorang merampas uang, emas, atau perak, kemudian nilainya menurun, maka
gasib harus mengembalikan sesuai dengan nilai sebelum terjadi perubahan, namun
apabila nilainya meningkat, gasib harus mengembalikan barang yang sama dan
tambahan nilai tersebut menjadi milik empunya.*

Demikian pula dalam kasus di mana seseorang mewakafkan sesuatu
barang, misalnya tempat tinggal (panti asuhan) untuk manfaat tertentu, kemudian
nazir terlambat menyerahkannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya,
sementara nilai uang menurun, maka ia harus menjamin apa yang berkurang
nilainya, karena ia seperti gasib yang menahan suatu barang dari pemiliknya.”

Perubahan nilai yang dialami oleh mata uang pada saat pembayarannya
diulur-ulur, dapat saja digiaskan kepada kasus barang rampasan. Menurut
fugzha’, salah satu yang menyebabkan adanya penjaminan adalah “yad al-
mu’tamanal” jika melakukan kecerobohan,” demikian juga ketika jatuh tempo
sementara pembayaran belum dilaksanakan menyebabkan butang tersebut berubah

status menjadi barang amanat atas penghutang yang harus dijamin dengan sebab

* Ihid
B Al-Suyuti, Al-Hlawi Ii al-Fatawa, jld 1, (Berut: Dar al-Jail, 1989), hal 98
¢ thid., hal. 99.

U ALSuyuti, Al-Asybah wa al-Naza'ir f; Qawa’ida wa Furu’i Fighi al-Syafi's, (Beirut:
Mu'assisah al-Kutub al-Tsaqafah,1994), hal 362
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kecerobohannya, dan mengulur-ulur waktu (smumatalah) sama hukumnya dengan
sebuah kecerobohan.

Di antara yang menyebabkan adanya penjaminan adalah karena
pencegahan (Aaild/ah),”® yaitu menahan sesuatu dari pemiliknya. Hal ini juga
dapat terjadi pada kasus tidak dibayarnya hutang setelah jatuh temponya,
demikian juga pada kasus mengulur-ulur waktu pembayaran.

Kerusakan juga dapat menjadi salah satu sebab adanya penjaminan,” dan
penurunan nilai adalah salah satu bentuk kerusakan. Pengertian kerusakan disini
maksudnya bukan kerusakan pada benda, akan tetapi kerusakan pada nilai, dan
uang tidak dimanfaatkan dari segi bendanya, namun yang bermanfaat adalah
nilainya.

Menurut Al-Qurafi, salah satu yang menyebabkan adanya penjaminan
adalah menguasai suatu barang tanpa ada amanat dari pemiliknya (a/-yad gairu al-
mu’tamanah). Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang berada di
tangan gasib, dan melakukan kecerobohan yang menyebabkan kerusakan pada
kendaraan yang disewa dalam akad ijarah dan sejenisnya.’* Oleh karena itu dapat
saja arang yang sengaja melewati hatas waktn pembayaran hutang disejajarkan

dengan salah satu bentuk “kecerobohan™ yang disebutkan tadi.

32 fhid
3 1bid.

3% Ahmad bin Idris al-Qurafi, Agwa’ al-Burug Ii Anwa’ al-Furug, jld 4, (Beirut: Alam
al-Kutub, t1), hal. 206.



100

B. Kelompok Yang Mengatakan Pembayaran Dengan Nilai Jika Perubahan
Nilai Terlalu Tinggi.

Sebagaimana kelompok pertama, kelompok in1 juga sependapat tentang
wajibnya pembayaran dengan jumlah yang sama (misf), kecuali jika tingkat
perubahan nilai terlalu tinggi, maka harus dikembalikan kepada pembayaran
dengan nilai.

Perubahan yang tinggi artinya jika pemilik uang setelah menerima
uvangnya, tidak lagi memiliki nilai sebagaimana pada saat ia menyerahkannya,
bahkan sebagian besar nilainya telah hilang dan niiai yang tersisa hanya sedikit
saja.

Kelompok ini termasuk Ife dalam kelompok yang berpendapat banwa
pembayaran harus dengan jumlah yang sama (nish, akan tetapi mereka
mengecualikan jika perubahan nilai yang menimpa mata uang terlalu tinggi,
bahkan sampai pada ambang kelumpuhan (resesi (kasad Arab)) sehingga nilainya
tidak mungkin diharapkan untuk kembali. Oleh karena itu, kelompok ini
cenderung membahas tentang hukum rusaknya mata uang, bukan mengenai
perubahan nilai vang.

Beberapa ulama kontemporer berpendapai seperti ini, di antaranya adalah
I'bnu Muni’ yang menandaskan bahwa turun dan natknya nilai mata vang tidak
berpengaruh sama sekali terhadap pembayaran, baik perubahan tersebut sedikit
ataupun banyak, kecuali jika perubahan tersebut mencapai tingkat dimana “nilai
kehartaan™ uang terscbut menjadi hilang, maka dalam keadan ini status hukumnya

sama dengan mata uang yang telah ditarik dari peredaran.
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C. Relevansi Pendapat Mereka Terhadap Dinamika Keuangan Kekinian

Pendapat kelompok yang mengatakan bahwa pembayaran hutang harus
disesuaikan dengan nilai uang pada waktu akad berlangsung, apabila disesuaikan
dengan dinamika uang pada masa sekarang ini, sangatlah relevan. Sebab, seperti
yang telah disebutkan sebelun;mya, mata uang pada masa sekarang tidaklah
memiliki nilai yang tetap, akan tetapi selalu berubah mengikuti perubahan harga-
harga kebutuhan. Semakin tinggi tingkat harga barang-barang kebutuhan, semakin
rendah pula nilai yang dimiliki oleh suatu mata uang.

Fenomena inflasi sangatlah mempengaruhi stabilitas nilai mata uang.
Inflasi yang berkelanjutan akan berimplikasi terhadap nilai suatu pinjaman yang
teiah berlangsung cukup lama. Nilai uang yang dipinjam akan terus menerus
mengalami penvusuran dan bahkan tidak akan memiliki nilai sama sekali. Olek
sebab itu, pendapat yang mengatakan keharusan pembayaran dengan nilar lebih
relevan untuk diterapkan pada masa sekarang. Namun diperlukan kehati-hatian
agar jangan sampai terjerumus dalam praktek riba nasi’ah, karenanya dibutuhkan
suatu cara untuk membedakan ;nana sebenarnya riba nasi’ah, dan yang mana
penambahan sebagai kompensasi dari penurunan nilai uang, sebab kedua hal

tersebut sangat sulit untuk dibedakan.



BAB YV
SOLUSI TERHADAP PROBLEMATIKA MENURUNNYA DAYA BELI
MATA UANG AKIBAT INFLASI

Fenomena menurunnya daya beli mata uang merupakan sebuah kenyataan
yang tidak mungkin dapat dihindari. Umer Chapra dalam bukunya The Future of
Economics; An Islamic Perspective, bahkan menyebutkan masalah ini sebagai
“suatu bahan pertanyaan yang belum terjawab™.’ Pernyataan ini muncul karena
belum ditemukannya sebuah metode yang tepat dan dapat digunakan sebagai
solusi dalam mengatasi problematika pembayaran hutang setelah terjadinya
penurunan nilai uang. Menurunnya daya beli mata uang tersebut, seperti yang
telah dibahas secara panjang lebar, berimplikasi pada terjadinya ketidakadilan
ketika terjadi pembayaran atas hutang yang telah berjalan cukup lama. Oleh
karena itu, diperlukan sebuah metode pembayarari hutang yang lebih mendekati
kepada rasa keadilan, jauh dari unsur riba, serta jauh dari unsur garar.

Beberapa metode yang dapat dijadikan sebagai alternatif agar terhindar
dari unsur ketidakadilan ketika melakukan pembayaran atas hutang setelah
terjadinya penurunan nilai uang, antara lain:

A. Menyesuaikan Nilai Hutang dengan Nilai Emas dan Perak.
Emas dan perak adalah dua jenis logam mulia yang memiliki nilai yang

tetap, oleh karena itu menyesuaikan nilai hutang dengan keduanya akan

' M. Umer Chapra, The Future of Econonics; An Islamic Perspective, Landscape Baru
Perckonamian Masa Depan, alih bahasa Amdiar Amir, dkk, (Jakarta: Syart'ah Economic &
Banking Institute (SEBI) 2001), hal. 300.
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menjadikan nilai uang tidak berubah. Uang akan memiliki nilai tcta-p kapan saja ia
dikembalikan kepada pemiliknya, walaupun dalam jangka waktu puluhan tahun.

Seperti yang disebutkan oleh Tbnu Hajar al-‘Asqalani bahwa cara im
pernah dipraktekkan, yaitu pada tahun 823 H, ketika jumlah fudus meningkat,”
sistem transaksi dirubah. Khusus dalam hal hutang-piutang, orang tidak lagi
menulisnya dalam bentuk fi/us, melainkan dengan menggunakan emas dan perak,
karena fu/us tidak memiliki nilai yang tetap.

Berdasarkan berita yang disebutkan oleh Ibnu Hajar di atas, jika
dibandingkan dengan pandangan ulama kontemporer yang membolehkan
penggunaan nilai dalam pembayaran hutang, untuk menghindari hilangnya nilai
vang dalam akad pinjam-meminjam, mercka menganjurkan agar hutang diberikan
kepada peminjam dalam bentuk emas atau perak. Demikian juga pada saat hutang
tersebut hendak dibayar kembai, peminjam akan menyerahkannya kepada pemberi
pinjaman dalam bentuk emas atau perak juga. Ini dilakukan dengan tanpa
memperhatikan apakah nilai mata vang mengalami kenaikan atau penurunan.
Namun apabila peminjam tids;.k menemukan emas atau perak untuk membayar
hutaugnya, maka ia harus menyerahkan uang dengan nilai yang sesuai dengan
harga emas atau perak.

Untuk memperkuat argumentasi stabilisasi nilai uang dengan emas dan

perak, kita dapat menggunakan beberapa alasan sebagat berikut:

? Hayul Abd el-Hafiz, Tagayyuwr, hal. 334.
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1. Adanya kebolehan mengganti hutang. Jika hutang dalam bentuk emas,
maka boleh dibayar dengan menggunakan perak, demikian juga
sebaliknya.

Pandangan ini dipegang oleh jumhur sahabat, tabi’in, dan ulama. Ini

berdasarkan hadis:

ade B o ) cdl g8 Al Lagde A pday e o oS

gy cpalall 3T lisly audld caldls O gl () sl alug

B8l La Lgeags e 3AU of (uls ¥ s 88 € ulial) 34T ad) Al
s LaSin g

Aitinya: Dari Thnu Umar r.a. beliau berkata: Aku telair menjual unta di Baqi’
dengan sejumiah dinar dan  aku mengambil dirham. Aku juga
menjualnya dengan dirham dan aku mengambil dinar, aku mengambil
ini dari ini dan memberikan ini dari ini, lafu aku bertunya kepuda
Rasulullah,  beliau  kemudian _bersabda: tidak —mengapa kamu
mengambilnya dengan harga pada hari transaksi selama kalian berdua
belum berpisah dan diantora kalian ada barang?

2. Adanya ketentuan mengkaitkan nisab zakat uang dengan nisab emas
dan perak. Nisab zakat mata vang kertas ditetapkan dengan ukuran
yang sebanding dengan kadar nilai nisab zakat emas dan perak.
Ketentuan ini disepakati oleh scluruh ulama ketika membahas tentang

nisab zakat mata uang kertas.

* Diriwayatkan oleh Al-Arba’ah Ibnu Hazm mengatakan bahwa hadis ini lemah. Lihat
Abu Tayyib Muhammad Syams al-Hay, Sunan Abu Dawud bi Syarhi Auni al-Ms’bud, j1d.9,
(Beirut: Dar al Fikr, 1989), hal. 203. Ali bin Ahmad bin Said lbnu Hazm, Al-Muhalla bi al-Atsar,
jld. 7, (Beirut: Dar al-Kutub al-IImiyah, 1988) hal. 452, mas’alah 1492.
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3. Emas dan p;:rak memiliki nilai yang tetap. Oleh karena itu dengan
mengkaitkan nilai hutang dengan emas dan perak, maka akan
mewujudkan keadilan dalam pembayaran.

4. Dalam membahas tentang rusak atau lenyapnya mata uang, demikian
juga dalam hal perubahan nilainya, jumhur ulama dari kalangan
Malikiah*® Hanafiah® dan juga Syafi’iyah,® mengatakan bahwa
pembayaran hutang dilakukan dengan menggunakan emas atau perak.

Sedangkan waktu yang digunakan sebagai standar untuk menetapkan nilai

uang tersebut adalah ketika transaksi dilakukan di mana pemberi pinjaman
menyerahkan uang.” Nilai uang kertas pada waktu tersebut diukur dan disesuaikan
dengan harga emas atau perak. Kemudian pada saat pembayaran, peminjam
menyerahkan emas dengan jumlah sesuiai dengan ukuran uang yang dapat dipakai
membelinya pada saat transaksi atau menyerahkan uang sebanding dengan niiai
emas tersebut. ‘

Penganut hukum positif tidak menerima persyaratar. pembayaran dengan

menggunakan emas. Mereka .menganggap persyaratan ini bertentangan dengan

ketentuan umum.® Beberapa negara Islam, seperti negara-negara Arab, juga

* A\-Wansyarisi, Al-M7'yar al-Arab wa al-Jami’ al-Magrib ‘an Fatawa Ulama Afrigiyyah
wa al-Andalos wa al-Magrib, Jilid V, (Beirut: Dar al-Garb al- Islami, 198]), hal 192.

> Mubammad Amid [bnu * Abidin, /fasyiyah Rad al-Mukhtar &l al-Durr al-Mukhtar, Jilid
IV, (Kairo: Matba’ah Mustafa al-Babi al-Ialabi, 1984), hal. 571.

$ Abdurrabman bin Abi Bakar al-Suyiti, Al-bawi, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Jail, 1992), hal.
97.

7 Qurrah Dagi, Qaidak al-Misli., hal. 224.

® Sanhuri, Masadir al-I{aq, Jilid 111, hal. 61.
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menggunakan peraturan perundang-undangan yang sama karena mengikuti hukum
Perancis.” Mereka mengharuskan peminjam untuk membayar hutang dengan mata
uang yang sah tanpa memperhatikan nilai sebenarnya. Dan menganggap
persyaratan ini dapat membatalkan transaksi. Mereka menolak persyaratan seperti
itu disebabkan karena untuk menjaga agar mata uang kertas tetap dipakai dan
sebagai cara agar masyarakat (dunia) senantiasa mempercayainya sebagai alat
tukar.' Upaya mereka ini muncul pada awal permulaan diberlakukannya mata
uang kertas dan ketika itu masyarakat belum sepenuhnya menerima.
B. Menyesuaikan Hutang Dengan Mata Uang Yang Memiliki Nilai Tetap.
Untuk menjaga tetapnya nilai mata uang, salah satu caranya adalah
menyesuaikannya dengan nilai salah satu mata uvang yang memiliki nilai tetap.
Kuatnya nilai mata uang tergantung pada tingkat kekuatan negara yang
mengeluarkannya, baik dari segi ekonomi, politik dan keamanan. Apabila suatu
negara kuat, maka kemungkinan untuk naik atau t.urun nilai uang yang dimiliki
negara tersebut sangat kecil, jika mengalami perubahan, maka akan berubah
dengan tingkat yang relatif se;iang. Menyesuaikan nilai utang dengan mata uang
yang tetap adalah salah satu cera untuk membekukan harga mata uang pada

tingkat tertentu dengan tujuan agar terhindar dari resiko yang timbul akibat

7 Atiyyah Fayyad, Al-Qardu., hal87.

10 jemail Yusanto, Dinar., hal. 110 dan 112.
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perubahan nilai yang mungkin terjadi. Cara ini disepakati oleh sejumlah ulama
kontemporer,'' namun sebagian lagi menentangnya.

Dengan menggunakan cara ini, jika sesecorang meminjam uang Rp.
1000.000, dan nilainya dihitung dengan mata vang, misalnya Dolar US, sementara
harga Dolar US adalah 10.000, maka hutang tersebut akan senilai 100 Dolar.
Apabila  waktu pelunasan telah tiba, peminjam dapat menyerahkan
pembayarannya dengan jumlah 100 Dolar, atau menyerahkan uang dengan nilai
yang sama dengan harga dolar tersebut.

Pada saat pengembalian nutang tersebut, dapat saja terjadi kenaikan harga
dolar, misalnya dari 10.000 menjadi 11.000. Akibatnya, jika jumiah yang
dipinjam Rp.1000.000, maka pada saat pengembalian, peminjam akan
menyerahkan Rp. 1100.000. Tambahan ini bukanlah termasuk riba, karena riba
adalah penambahan tanpa imbalan yang ditetapkan dimuka, sementara
penambahan disini hanyalah penambahan sebaga; akibat perubahan kurs yang
dialami oleh mata uang yang digunakan sebagai patokan transaksi hutang.
Penambahan ini tidaklah ber‘sifat mutlak, sebab apabila perubahan kurs tidak
terjadi, maka penambahan itupun tidak akan terjadi, dan inilah letak perbedaannya
dengan riba.

Penggunaan cara seperti ini bukanlah suatu hal yang baru. Demikian juga
bukan merupakan hal yang tidak pernah dibahas oleh ulama figh klasik pada
persoalan yang serupa. Bahkan kita dapat mencmukan banyak contoh dalam

persoalan figh.

" Qurrah Dagi, Qx"idah al-Miski., hal 231
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Salah contoh adalah pernyataan Imam Rafi’i, yang mengatakan :“ Apabila
seseorang merusak sebuah perhiasan milik orang lain dengan berat 10, sementara
nilainya 20, maka ia harus menggantinya dengan benda, berat, dan dari jenis yang
sama, atau benda yang lain dengan nilai yang sama walaupun dari jenis yang
berbeda baik berupa mata uang dalam negeri atau bukan”."

C. Melakukan Indeksasi (zagyis).

Indeksasi adalah penyesuaian secara otomatis dari suatu pembayaran
pendapatan (income) atau nilai (sebagai contoh, nilai asuransi rumah tangga)
dalam proporsi perubahan indeks harga (price index atau a/-‘as’ar al-qiyasiyyah)
secara umum. Indeksasi umumnya digunakan sebagai suatu alat untuk mengatasi
pengaruh dari peningkatan harga yang terus menerus (inflasi).”

Indeksasi digunakan untuk mengembalikan perhitungan jumlah hutang
berdasarkan perubahan yang terdapat pada indek harga, sehingga dapat diketahui
dengan pasti tingkat penurunan daya beli mata uané dalam jangka waktu tertentu.
Tingkat perubahan tersebut dinyatakan dengan prosentase, sehingga kedua belah
pihak yang melakukan transz.iksi pinjam-meminjam dapat menentukan berapa
besar tingkat kenaikan dan penurunan nilai uang dalam jangka waktu tersebut,
yang dihitung mulai dari saat transaksi dilakukan. Biasanya parameter yang
digunakan adalah harga dari sejumlah barang kebutuhan pokok masyarakat. Pada

waktu pelunasan, tingkat perubahan hutang tersebut disesuaikan dengan nilai

"2 Ihid., hal. 233, dikutip dasi Kitab Fath al-' Aziz.

1 Christoper Pass, Kamus., ha{. 292.
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hutang apabila dipakai untuk membeli barang kebutuhan yang terdapat di dalam
indeks pada tahun dasar, yakni ketika transaksi dilakukan.

Indekasasi ini dapat dirapkan melalui cara, yaitu dengan mengasumsikan
jika indeks harga pada saat terjadi transaksi adalah 100, kemudian akan dilihat
berapa perubahan indeks harga dari waktu itu ke waktu di mana hutang hendak
dibayarkan. Selanjutnya indeks dasar akan dibagi dengan indeks yang baru
sehingga hasilnya adalah nilai uvang pada waktu pelunasan. Jika pada waktu
pelunasan indeks menunjukkan 125 misalnya, di mana daya beli uang tersebut
menjadi 80 % atau nilainya telah menurun sebesar 20 %.

Sejumlah ulama kontemporer menyatakan keabsahan penggunaan
indeksasi sebagai cara untuk menstabilkan nilai mata uang. Mereka
berargumentasi dengan hadis Umar yang mengisyaratkan tentang bolehnya
menyesuaikan jumlah diyat dengan tingkat perubahan harga barang yaitu unta.”
Selain itu, untuk mewujudkan keadilan, perlu juga r‘nelakukan penyesuaian tingkat
upah dan pendapatan lain dengan tingkat perubahan harga'® dan menurut tingkat
perubahan kebutuhan hidup. -

Sementara itu, sejumlah ulama kontemporer yang lain juga tidak
membolehkan penggunaan indeksasi untuk menyesuaikan nilai uang. Yusuf

Qardawi misalnya, beliau mengatakan tidak terdapat satu barang kebutuhan-pun

" Seperti Qursah Dagi. Beliau mengatakan parameter yang digunakan untuk
menstabilkan nilai vang adalah barang kebutuhan pokok seperti gandum, jewawut, dagir:g dan
beras. Lihat Qurrah Dagi, Qs idah al-Misli., hal 219

15 Abu Dawud. Lihat Abu Tayyib, Sunan Abu Dawud bi Syarh Avni al-Mz’bud, jid 12,
hal. 284.

16 Ali Muhammad ibnu Habib Al-Mawardi, Al-Ahkam 2l-Sult2niyyabh, (Beirut: Dar al-
Kutub al-*limiyyah, 1985), hal. 256.
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yang dapat dija&ikan sebagai standar untuk melakukan indeksasi.'” Demikian juga
Umer Chapra, ia mengatakan tidak ada satupun dari keenam barang komoditas
pokok {(emas, perak, gandum, barley, dates, dan garam) yang dapat memenuhit
kriteria untuk dijadikan standar penggunaan indeksasi. Oleh karena ‘itu juga,
barang-barang tersebut, baik secara individual maupun kolektif tidak dapat
digunakan untuk keperluan indeksasi.'® Ini disebabkan karena keenam barang
tersebut juga mengalami fluktuasi harga.

D. Menyesuaikan Hutang Dengan Tingkat Bunga.

Sebagian ulama membolehkan menggunakan tingkat bunga sebagai
kompensasi dari penurunan daya beli mata uang. Dengan demikian, maka jika
seseorang berhutang seratus dinar, dan tingkat bunga sebesar 10%, ia akan
membayar 110 dinar. Sepuluh dinar tersebut menurut mereka, bukaniah termasuk
riba yang diharamkan melainkan kompensasi dari penurunan nilai uang.

Menyikapi pendapat tersebut, jumhur ularr;a kontemporer seperti Yusuf
Qardawi menyatakan bahwa hal tersebut tersebut termasuk riba. Pendapat seperti
ini juga menjadi pegangan L;embaga Figh Islam (A/l-Majami’ al-Figh al-Islam)
sebagaimana yang ditetapkan pada Konferensi II Lembaga Riset Islam (majma’
a]—bufuié al-fslamiyyah) di Kairo 1965, dan Konferensi {[ Perbankan Islam di

Kuwait 1983.7°

7 Yusuf Qardawt, Bunga Bank Haram., (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002), hal
&9, *

' Umer Chapra, Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil, (Y ogyakana: Dana
Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 11.

' Yusuf Qardawi, Buanga Bank Haram., (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002), hal.
69-74.
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Kelompok yang membolehkan penggunaan tingkat bunga sebagai cara
menyesuaikan nilai uang memiliki beberapa alasan untuk menguatkan pendapat
mereka. Pertama: tingkat bunga bukanlah tambahan tanpa imbalan, akan tetapi
sebagai ko;npensasi dari hilangnya daya beli yang dimiliki olech mata uang.
Kedua: Sesungguhnya penurunan daya beli mata uang akibat inﬂas.i akan
menyebabkan — kalau tidak bisa dikatakan sebagai sebab pembolehan bunga —
dampak yang buruk bagi perekonomian dan khususnya bagi kemaslahatan kaum
muslimin.

Akan tetapi cara yang demikian akan membuka pintu untuk mengatakan
bahwa bunga adalah boleh, bahkan justeru dengan tanpa memperhatikan
perubahan nilai vang. Karena tingkat bunga ditetapkan terlebih dahulu tanpa
melihat perubahan nilai yang dialami mata uang. Padahal, nilai mata uang
terkadang mengalami peningkatan dan bank tetap saja mengambil bunganya. Oleh
karena itu, dalam penggunaan tingkat bunga ini, pendapat yang paling kuat adalah
pendapat jumhur. Sebab penetapan tingkat bunga sebagai jalan menyesuaikan
nilai uang adalah cara yang tidak memiliki alasan yang jelas dan tidak memuliki
dasar yang kuat menurut syari’at.

E. Larangan Menimbun Barang Agar Harganya Naik (/hitikar).

Ihtikaradalah menahan barang, atau manfaat, atau pekerjaan dan melarang
untuk membelinya hingga harga/tarifnya menjadi naik dan melambung tinggi

sementara masyarakat atau negara sangat membutuhkannya.™

% Muhammad Abd al-Mun’im lammal, Al-Mausu’ah al-Igtisad al-Islamiyyah, wa
Dirasat Mugaranah, (Kairo: Dar al-Kitab al-Misri, 1986), hal. 171.
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Walaupun Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk
mengelola apa yang mereka miliki sesuai dengan kehendak mereka, namun Islam
melarang perilaku menimbun barang, karena dapat mengganggu kepentingan
umum akibat naiknya harga barang tersebut. Apabila ihtikar dapat dihindari, harga
tidak akan naik, jika harga tidak naik, inflasipun tidak terjadi dan harga atau nilai

mata uang tetap stabil.

F. Mengembalikan Sistem Moneter Kepada Standar Emas Dan Perak
Mungkin sebagian kalangan menilai bahwa tawaran ini hanyalah utopis

belaka. Namun diakui atau tidak, mata uang yang sebenarnya mata uang hanyalah
yang terbuat dari emas dan perak, walaupun Umar Ibnu Khattab telah mengatakan
“ Aku ingin (suatu saat) menjadikan kulit sebagai alat tukar” ! Akan tetapi bila
diperhatikan, uang pada masa sekarang bukan sekadar menjadi alat tukar,
melainkan telah beralih menjadi barang komoditas yang berakibat pada terjadinya
kekacauan dalam sistem moneter. Meskipun dalam Islam dikenal istilah al-sarf’
sebagai landasan jual beli mata uang, namun dalam perkembangannya telah
terlepas dari pasar barang dan jasa. Hanya 5% dari transaksi di pasar valas yang
terkait dengan transaksi barang dan jasa. Ironisnya, perekonomian saat ini
digelembungkan oleh transaksi maya yang hanya dilakukan oleh segelintir orang
di beberapa kota di dunia seperti London (27%), Tokyo-Hongkong-Singapura
(25%), dan Chicago-New York (17%). Kelima negara tersebut ibarat rezim yang

sewaktu-waktu dapat mengguncang perckonomian dunia khususnya negara-

2! Muhammad al-Bay, Sarf z2l-Nuqud., hal. 149.
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negara yang memiliki hutang luar negeri. Tidak berlebihan jika semenjak dulu

seorang ulama Islam yakni Abd al-Razzaq Al-San’ani mengatakan:
AN (o Al Cha ab pal g jlisal aded
Artinya: Hilangnya (tidak terpakainya) mata uang dinar dan dirham adalah
sebuah kehancuran di muka bumi.®

Telah kita rasakan bersama betapa pahitnya penderitaan yang kita alami
ketika Rupiah mengalami depreriasi. Nilai Rupiah semula 2400/Dolar (Juli 1997)
menjadi (vang terendah) Rp. 15000 pada Mei 1998, membuat kita terpuruk dan
menjadi negara miskin yang baru.

Untuk mensmukan jawaban atas penyebab terjadinya keterpurukan
tersebut, setidaknya ada tiga perspektif yang yang digunakan, dan masing-masing
perspektif tersebut memiliki jawaban yang berbeda-beda, vaitu:®

1. Perspektif teknis ekonomis. Jawaban standar dari perspektif ini adalah

karena fundamen ekonomi yang rapuh, yaitu karena debt servis ratio
(DSR) yang melampaui lampu merah, banyaknya kredit macet
(terutama sektor properti). Untuk mengatasinya, sebagaimana
dianjurkan oleh fnrernational Monetary Fund (IMF), ialah kebijakan
uang ketat, swastanisasi, liberalisasi perdagangan, dan lain-lain.

2. Perspektif politis. Menurut perspektif ini, keterpurukan tersebut

disebabkan oleh adanya rezim yang otoriter, korupsi, kolusi, dan

nepotisme. Oleh karena itu, selain solusi yang ditawarkan perspektif

2 Al-San’ani, Al-Musanneif; jilid VI, hal. 102.

2 1smail Yusanto, dkk, Dinar Emas., hal 32.

ketiga dapat dikatakan sebagai pendekatan yang paling tepat. Menurut perspekuf
ini, terjadinya depresiasi mata uang bukan hanya terletak pada mengontrol gerak-

gerik uang itu saja, melainkan sistem nilai, pemaknaan, dan keyakinan di
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pengembalian hutang akibat inflasi. Pemilik uang (kreditur) akan meneﬁma
kembali uangnya dengan jumlah sebagaimana pada waktu ia menyerahkan uang
tersebut tanpa ada penyusutan dalam nilainya.?* Inilah sebenarnya yang dimaksud
oleh kaidah umum yang mengatakan bahwa pembayaran harus dengan
‘menggunakan mis/bukan qimah Artinya, hakikat smis/ hanyalah berlaku jika
hutang piutang dilakukan dengan mata uang emas atau perak, dan peminjam
mengembalikan menurut jumlah yang ia pinjam, bukan nilai, karena emas atau
perak, meskipun mengalami peningkatan atau penurunan nijai akibat mekanisme
pasar, tidak akan menghilangkan nilai sebenamya yang dikandung dalam dirinya,
sebab kedua benda tersebut dengan sendirinya merupakan barang berharga. Oleh
karena itu, peruiis lebih sepakat dengan pendapat yang mengatakan bahwa
mengqiaskan mata vang kertas kepada mata uang emas dan perak adalah “gias
fasid’, artinya ‘if/at yang terdapat pada mata uang dan perak tidak dapat dijadikan
sebagai alasan untuk mengatakan hukumnya sama dengan mata uang kertas. ‘///at
yang terdapat pada uang emas dan perak, tidak semuanya terdapat pada uang
kertas. Nilai mata uang emas ;ian perak terdapat di dalam dirinya, sedangkan nilai
uang kertas berada ditangan lembaga atau negara yang menerbitkannya. Mata
uang emas dan perak dapat dimanfaatkan walupun mengalami penurunan nilai,
seperti diubah menjadi perhiasan, sedangkan mata uang kertas, tidak akan dapat
diubah menjadi barang apapun selain menjadi sampah yang tidak berguna.
Mengenai perbedaan mata uang emas dan perak dengan mata uang yang

terbuat dari benda yang lain, 1bnu al-Qayyim mengatakan:

24 Muhammad al-Syahhat al-Jundi, AJ-Qardu K& Adati al-Tamwil f; al-Syari’sh al-
{slamiyyah, (Kairo: Al-Ma’had al-* Ali Li al-tike al-lslami, 1996), hal. 90.
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Artinya: “Sesungguhnya dinar dan dirham adalah ** standar harga” duri burang-
barang (asman Ii al-mabi’at), alat tersebut merupakan standar yang
dipakai untuk mengetahui besarnya nilai harta benda. Oleh sebab itu, ia
harus memiliki nilai yang tetap, tidak naik, dan tidak pula menurun. Jika
harganya mengalami kenaikan atan penurunan seperti barang, maka
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kita tidak akan memiliki standar harga yang dapat dipakai untuk
mengetahui harga barang-barang, sebab semuanya adalah barang, dan
kebutuhan manusia terhadap harga untuk mengetahui nilai barang
adalah kebutuhan yang sangat fundamental. Kebutuhan tersebut tidak
mungkin terwujud kecuali dengan harga yang dengannya nilai dapat
diketahui, memiliki keadaan yang tetap dan tidak berubah, tidak bernilai
dengan sebab barang yang lain, karena jika demikian, ia akan sama
seperti barang yung nilainya dapat naik atau turun, sehingga dapat
merusak tatanan  perekonomian manusia, dan menimbulkan
pertentangan di antara_mereka. Semua itu terjadi karena mereka
menjadikan fulus sebagai  barang dagangan untuk memperoleh
keuntungan sehingga timbullah malapetaka dan kezaliman. Jika
(standar) harga yang dipakai adalah suatu barang yang tidak
mengalami kenaikan ataupun penurunan dan dapat dijadikan standar
nilai bagi semua barang, maka akan menjadi baiklah urusan manusia.
Barang-barang berharga tersebut (emas dan perak) dijudikan bukan
untuk dirinya sendiri, melainkan sebagai perantara dalam memperoleh
barang. Jika barang-barang tersebut dijadikan sebagai barang untuk
mendapatkan dirinya sendiri, maka rusaklai urusan manusia. Inilah
pengertian yang rasional vang hanya dimiliki oleh mata uang yong
tidak terdupai pada semua barang-barang yang ditimbang "%

Secara lebih rinci, dapat disebutkan beberapa perbedaan antara mata uang

emas-perak dengan mata uang kertas:

1. Emas dan perak adalah mata uang yang mengandung nilai pada dirinya
sendiri, sementara- mata uang kertas adalah mata uang vang berlaku
berdasarkan tradisi dan kesepakatan (fhasba al-‘urf wa al-igshtilah) di
mana kekuatan nilainya semula dijamin dengan cadangan emas dan
perak. * Namun pada saat sckarang, kekuatan nilainya ada di tangan

pemerintah yang menerbitkannya.

2 Mubammad bin Abi Bakr lbno al-Qayyrn al-Jawsiyyah, 'lama al-Muawagqi'ic “an
Rabbil *Alamin, tahgiq Mulammad Mulyiddin Abdul [lamid, jikd LL{Beirut: Dar al-Vike, 1977),
hal 132

¥ Smail Yusanto, Dinar Emas., hal 108

7 Qurrah Dagi, Qaidal al-Misfi., hal 187
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Tidak ada seorangpun — baik secara individu maupun institusi - yang dapat |
menghilangkan nilai mata uang emas dan perak,” bahkan walaupun secara resmi
statusnya sebagai mata uang dihilangkan, ia akan menjadi barang lain dengan nilai
yang tetap. Berbeda dengan mata uvang kertas, setiap negara dapat dengan mudah
membatalkan atau mengurangi nilainya. Dengan demikian, ia tidak memiliki nilai
sedikitpun. Sebab, mata uang ini tidak dapat dimakan, demikian juga tidak dapat
dijadikan pakaian, perhiasan, atau barang lain seperti emas dan perak.

2. Apabila emas dan perak dijadikan sebagai mata uang, kadar
timbangannva tetap diperhatikan. Jika beratnva beriambah, maka
nilainva juga menjadi bertambah.?

Hal ini telak ditunjukkan olsh potcngan hadis Rasulullah “waznan b7
waznim® (dengan timbangan yang sama). Oleh karena itu, tidak boleh ada
kelebihan antara emas lempengan dengan emas yang telah dijadikan mata vang.
Bahkan antara mata wang dinar yang satu dengan dinar yang lain tidak boleh
saling melebihi. Dj samping itu, boleh menjual dinar emas yang lebih banyak
dengan dinar yang lebih se;iikit, akan tetapi dinar yang lebih sedikit harus
ditambah menurut kadar kekurangannya.

3. Mata uang dinar dan dirham, jika status ke-uangan-nya tidak belaku

lagi, ia akan tetap menjadi barang dengan nilai yang sama. Berbeda

dengan mata uang yang lain seperti fulus, ia akan berubah sebagai

2 1smail Yusanto, Dirnar Emas., hal. 111

* Qurrah Dagi, Qaidah al-Misli., hal. 188.
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barang yang memiiiki nilai tersendiri yang berbeda dengan nilainya
pada saat menjadi mata uang.*

Akan tetapi, mata uang fulus, dirham, dan dinar yang tidak murni (a/-dinar
al-magsyusyah) lebih baik daripada mata uang kertas. Ini disebabkan karena mata
vang tersebut (fulus, dirham, dinar tidak mumni) berasal dari benda yang dapat
dimanfaatkan. Adapun uang kertas tidak memiliki nilai apapun karena dengan
ukurannya yang kecil belum dapat dikatakan sebagai barang yang berguna, seperti
sebagai alat tulis.

4. Emas dapat dijadikan sebagai standar untuk menentukan nisab zakat

mata uang kertas daan tidak demikian sebaliknya.*

Mata uang kertas yang berfaku pada setiap negara, apabila kadar nilainya
telah mencapat nilai 20 mitsqal emas, atav 200 dirham perak, maka wajib untuk
dizakatkan jika haulnya tiba. Dinar dan Dirham terbuat dari emas dan perak.
Karena mata uang zakat adalah dinar dan dirham‘ Islam, ini berarti sebagai tanda
bahwa keduanya adalah mata uang kaum muslimin.

5. Mata uang kerta's yang dipakai oleh tiap-tiap negara memiliki nilai
vang berbeda-beda, sedangkan jika yang dipakai adalah mata uang
emas, maka nilainya akan sama.”

Apabila mata uang salah satu negara ditukarkan dengan mata uang negara

lain, seperti Dolar US dengan Dolar Australia, maka pada keduanya tidak berlaku

W Ibidd, hal. 190.
3 fhid, hal. 192

2 Ihid, hal. 192.
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hukum riba. Sebab, ketika keduanya dipertukarkan, salah satunya dapat saja
melebihi jumlah yang lain padahal keduanya sama-sama Dolar. Dengan demikian,
nilai kedua mata uang tersebut tidak tetap. Untuk itu, jika mata uang emas
diberlakukan kembali di semua negara, maka nilainya tidak akan berbeda
walaupun berbeda negara yang menerbitkannya. Sebagaimana diungkapkan oleh
Abdurazzaq Lubis dari PAID Malaysia, kesamaan nilai tersebut disebabkan
karena ia adalah “uang jujur” warisan kaum muslimin *

6. Kebanyakan mata uang — meski tidak semua -, dipermukaannya
tertulis “uang kertas nilainya dijamin berdasarkan ketetapan undang-
undang”. Meskipun kalimat itu tidak tertulis, namun realitanya
memang demikian; nila: uvang terdapat pada daya beli nang itu sendir:.
Berbeda dengan mata uang emas atau perak, ketika dibuat menjadi
mata uang, tidak perlu sama sekali dituliskan kalimat itu untuk
menjaminnya.* |

7. Emas dan perak sebagaimana barang-barang ribawi yang lain seperti
gandum  dan je;vawut dapat dimanfaatkan langsung tanpa harus
memandang berapa nilainya. Sedangkan uwang kertas dan fulus
memiliki nilai setelah diresmikan peredarannya dan setelah masyarakat
menerimanya, apabila persyaratan ini tidak ada, maka wujudnya tidak

dapat dimanfaatkan sama sekali.™

B Jsmail Yusanto, Dinar Emas., hal 115,
™ Qurrab Dagi, Qaidak al-Misli., hal. 193.

¥ Ibid, hal. 194
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8. Dalam sejarah, emas telah dihormati sebagai suatu “simpanan niiai”.
Selama kurun waktu yang panjang, emas telah menjaga langkah dari
inflasi. Emas mempunyai kecenderungan berjangka panjang untuk
tumbuh, sesuai dengan nilai/tingkat dasar dari inflasi* Sedangkan
mata uang kertas akan terus-menerus/selamanya akan terkena inflasi.

Umumnya, ketika inflasi melanda, nilai suatu mata uang (selain emas dan

perak) akan mengalami penurunan. Namun berbeda dengan emas dan perak,
dalam keadaan inflasi, betapapun tingginya, tidak akan menurunkan nilainya sama
sekali. Bahkan menurut sebagian pendapat, emas dan perak adalah senjata ampuh
untuk inflasi, sebab, semakin tinggi tingkat inflasi, semakin tinggi pula kenaikan
harga emas. Statistik menunjukkan bahwa bila inflasi mencapai 10 %, maka harga

emas akan naik 13 %. Bila inflasi 20 persen, maka emas akan naik 30 persen.

Tetapi bila inflasi 100 persen, maka emas akan najk 200 persen. Ini karena emas
dipercaya sebagai investasi penangkal iﬁﬂasi. Semakin tinggi inflasi, biasanya
akan semakin baik kenaikan nilai emas yang yang dimiliki oleh seseorang. Tetapi,
patut dicatat bahwa harga emas akan cenderung konstan bila laju inflasi rendah,
bahkan cenderung sedikit menurun apabila laju inflasi di bawah dua digit. Jadi,
emas hanya akan bagus bila terjadi inflasi moderat (dua digit), dan akan lebih
bagus lagi bila terjadi inflasi hiper (tiga digit).” Di tahun 1993 harga emas murni

24 karat sekitar Rp. 24,000/gram dan di tahun 1998 harga emas melonjak sangat

¥ tsmail Yusanto, Dinar Emas., hal. 112

3 http:/rwww. Detik.com. Accesed 20 Juli 2005
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tinggi sampai mencapai Rp. 140,000/gram. Jadi selama masih adanya tingkat
inflasi maka harga emas akan selalu meningkat.

Belum ada ditemukan pengganti emas sebagai aset moneter internasional.
Kenyataannya ada keengganan pada sebagian pemerintahan yang bermata uang
kuat untuk menerima perénan suatu mata uang cadangan/tabungan (reserve
currency). Dalam banyak kasus, mata uang nasional tidak pernah bebas secara
penuh menjadi uang internastonal seperti emas.

Emas merupakan satu-satunya benda yang cocok dengan spesifikasi uang
sebagaimana yang dikemukakan Aristoteles berabad lampau; yakni tidak dapat
dirusak, dapat dibagi, dapat dibawa, bernilai intrinsik, dan tidak dapat dipalsu.
Emas dikenal di berbagai belahan dunia sebagai investasi yang dapat dipercaya
(reliable). Emas tidak dapat terkena inflasi oleh banyaknya percetakan; ia tidak
dapat terkena devaluasi akibat keputusan pemerintah. Dengan standar emas, tidak
ada inflasi, tidak ada tingkat bunga, dan (yang paling penting adalah) tidak terjadi
kezaliman terhadap pemberi pinjaman setelah menerima kembali uangnya.
Namun, yang paling penting.di antara itu semua adaiah apabila sistem moneter
tclah kembali menggunakan standar emas dan perak, semua permasalahan yang
menjadi dilema di kalangan ulama khususnya tentang status mata uang kertas

dengan sendirinya akan terselesaikan.



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut:

L

Para ulama berbeda pendapat mengenai metode yang tepat untuk
digunakan dalam melakukan pembayaran setelah terjadi inflasi. Pendapat
pertama mengatakan bahwa hutang harus dibayar menurut jumlah yang
sama sebagaimana yang tertera di dalam akad tanpa harus memperhatikan
perubahan yang dialami oleh nilai mata uang, karena menurut mereka,
kelebihan tersebut termasuk riba dan keadilan akan terwujud apabila
jumlah pembayaran sama dengan jumlah yang dipinjam. Pendapat kedua
mengatakan bahwa apabila daya beli mata uang mengalami perubahan,
maka pembayaran dilakukan dengan melihat tingkat perubahan yang
dialami oleh nilai mata uang karena keadilan akan terwujud apabila
pembayaran dilakukan menurut perubahan nilai uang tersebut. Perbedaan
pendapat ulama disebabkan beberapa faktor di antaranya adalah karena
berubahnya sistem moneter dari emas dan perak kepada sistem uang
kertas, perbedaan interpretasi pada istilah mis/, perbedaan tentang
bolehnya mengiyas uang kertas kepada emas dan perak, adanya
kehawatiran akan menghilangkan nilai-nilai keadilan jika membayar
dengan jumlah yang sama dan kehawatiran terjerumus ke dalam riba jika

menambah jumlah pembayaran.
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2. Ada beberapa solusi alternatif yang dapat digunakan agar terhindar dari
akibat yang ditimbulkan oleh menurunnya nilai mata uang. Solusi-solusi
tersebut yaitu menyesuaikan nilai mata uang dengan nilai emas dan perak,
menyesuaikan nilai uang dengan mata uang yang memiliki nilai yang
tetap, melakukan indeksasi, menyesuaikan nilai hutang dengan tingkat
bunga, serta larangan melakukan 7htikar.

3. Satu-satunya kebijakan yang dapat diterapkan agar terhindar dari pengaruh
buruk inflast adalah mengembalikan sistem moneter kepada sistem semula
yaitu sistem yang menggunakan standar emas dan perak. Selain untuk
menghindar dari akibat buruk inflasi, kebijakan itu juga akan dapat
meredakan berbagai perbedaan pardangan terhadap mata uang

B. Saran
Perlu perhatian serius dari berbagai pihak, baik pemerintah (otoritas

moneter), mezupun para pakar hukum Islam untuk mengatasi persoalan
menurunnya nilai mata uang. Sebab, jika persoalan ini dibiarkan begitu saja,
Justeru akan menambah subur praktik eksploitasi di antara masyarakat. Apalagi
jika mereka mengetahui bahwa status mata uang kertas masih diperselisihkan.
Penulis mengakui bahwa penelitian ini hanya mampu mengungkap dan
menjawab sebagian kecil dari masalah yang diteliti. Oleh karena itu, kepada
pencliti selanjutnya diharapkan Iebih mampu mencari dan menemukan beberapa

stsi yang mungkin belum terjamah olch penulis.
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Lampiran

Tabel: 1

Nama Ulama/Lembaga Islam Yang Mengharamkan Penambahan Hutang
Setelah Inflasi.

o

Nama

Pendapat

Al Al-Salus.

Beliau mengatakan, dalam
keadaan nalk atau turunnya
nilai mata uang, seseorang
tidak boleh melakukan
pembayaran dengan mengacu
pada nilai uang tersebut
kecuali dalam keadaan di mana
mata uang itu rusak atau
ditarik dani peredarannya.

Syaikh Jad Al-Haq mantan muft Mesir

(w.1981).

Beliau mengatakan suatu mata
vang jika nilainya mengalami
peningkatan atau penurunan,
nmiaka iidak boleh melakukan
pembayaran kecuali dengan
jumlah yang sama ( b/ al-nisi).

Muhammad Taqy Al-Usmani.

Beliau memandang  bahwa
uang adalah termasuk barang
mislivyah dan tidak boleh
dikembalikan  (jika terjadi
transaksi  hutang  piutang)
kecuali dengan jumlah yang
sama (bi al-misf) walaupun
nilainya turun atau naik

Ibnu Munt’.

Beliau mengatakan bahwa naik
turunnya nilai mata vang tidak
berpengaruh untuk melakukan
pembayaran dengan mengacu
pada nilainya kecuali jika uang
tersebut pada akhimya lenyap
dan 1idak bernilai sama sekah |

Hujjat al-Islam Al-Taskhiry.

Beliau juga  berpandangan
tentang keharusan pewbayaran
dengan jumiah yang sama (/-
mish baik dalam akad gard,
jual beli dengan bayar tangguh
(bai® bi  saman mu'gjjal)
ataupun dalam mahar yang
ditunda pembayarannya.
Kecuall jika pinjam-memtnjam
tersebut  dani  sejfak  awal
dilakokan dengan mengacu
pada nilai dan memakai
standar emas atau dengan




menggunakan mata uang
asing.
6 | Bank Pembangunan Islam (IDB) . Mereka berpendapat bahwa
Hasil konferensi yang diselenggarakan di | Y208 kertas memiliki
ddah pada tahun 1987 kadudukan yang sama dengan
Jeddah pa mata uang emas-perak.
7 |Lembaga Figh Islam (majma’ af-figh al- | Menetapkan bahwa
Tstarni) — pembayaran hutang dengan
menggunakan mata  uang
tertentu adalah dengan jumlah
yang sama {mys) bukan
dengan nilainya
Tabel : 2

Nama Ulama/Lembaga Islam
setelah Inflasi

Yang Membolehkan Penambahan Hutang

F\'o

Nama

Pendapat

(1
|

Muhammad ‘Asyqar.

2

Afil al-Nasyntiy.

Bersamna se;umlah
ulama menguatkan
pandangan Abu Yusuf
yang mengharuskan
pemakaian nilai  jika
terjadi perubzhan dalam
nilai mata uang

[P

Syaikh Qurrah Dagi.

— Ahmad Zarqa’.

Beliau menganjurkan
untuk  memperhatikan
perubahan milai  mata
uang jika ierjads
pcibedaan  antara  nilai
uang pada waktu uang
tersebut diterima oleh
debitur dengan waktu di
mana uang tersebut
dikembalikan. Beliau
mengatakan bahwa
dengan  cara  itulah
keadilan dapat terwujud.
__%'é;ﬁau—men' kan jik
gatakan jika

terjadi transaksi hulang
pintang, batk  melalui
akad jual belt atau akad
qard, maka uang
tersebut  berada di
bawah tanggung jawab
pembeli atau peminjam




dan wajtb menjamin
nilainya ketika terjadi
perubahan sebagaimana
yang difatwakan oleh
Abu  Yusuf, yaiu 1a
harus melakukan
pembayaran sesual
dengan nilai mata uang
pada waktu akad

tersebut dilakukan.
Sedangkan jika uang
tersebut statusnya
sebagai amanah bagi
penerimanya seperti
dalam transaksi

mudharabah, maka jika
pemilik moedal  ingin

menarik kembali
modalnya, ia hanya
boleh menerima
modalnya dengan

jumlah  yang  sama
seperti pada  waktu
kontrak mudarabzh
terjadi tanpa  harus
memperhatikan

fluktuasi nilainva i




Nama

Curriculum Vitae

: Muh. Bathaqi, SHL

Tempat/Tgl Lahir ; Paok Lombok 10 Agustus 1978

Alamat
Telp

E-mail
Pendidikan

Orang Tua

: Paok Lombok Tebaban Suralaga Lombok Timur Nusa
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: 081802765268

: bajang_rinjani@maktoob.com - libra_tulen@yahoo.com

Madrasah Ibtida’yah Unwanul Falah NW Paok Lombok (1985-
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Madrasah Tsanawiyah Unwanul Falah NW Paok Lombok (1991-
1993).

Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) Negeri Mataram
(1993-1996).

Ma’had Darul Qur’an Wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi‘iyah
Pancor (setara S-1) (1996-1998).

Institut Agama Islam Hamzanwadi Fak. Syari’ah Jur. Mu’amalat
(1998-2002).

Program Pascasarjana Magister Studi Islam Konsentrasi Ekonomi
Islam Universitas Islam Indonesia (2003-2005).

Ayah:
Nama : H. Abdurrahim Nasruddin
Pendidikan  : PGA 6 Tahun
Pekerjaan : Tani
[bu:
Nama . Hj. Rahmatullah

Pendidikan ; Mu’allimat
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